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Gambar 14. Perbandingan Displacement Arah Y 

3.4 Perbandingan Gaya Dalam Struktur dengan Beban Tsunami dan Tanpa 

Beban Tsunami 

Perbandingan gaya dalam elemen  struktur yang ditinjau yaitu gaya dalam balok 

dan kolom. Berdasarkan hasil analisis diperoleh perbandingan gaya dalam dengan 

peningkatan nilai gaya dalam pada struktur dengan menggunakan beban tsunami. 

Peningkatan yang terjadi yaitu : pada kolom terjadi peningkatan 17.28% - 47.67% 

untuk gaya aksial, 43.25% - 130% untuk gaya geser, dan 62.63% - 118% untuk 

momen seperti terlihat pada tabel 6 dan tabel 7. Dan pada balok terjadi 

peningkatan 16.92% - 122.42% untuk gaya geser, dan 73.23% - 170.45% untuk 

momen seperti terlihat pada tabel 8 dan tabel 9 sebagai berikut: 

3.4.1  Kolom 

Kolom Eksterior 

Tabel 6. Perbandingan Gaya Dalam Kolom Eksterior 

 

C68 (LT.1) -4334.82 -5240.26 17.28

C68 (LT.2) -3385.77 -4561.53 25.78

C374 17.21 -379.08 104.54

C82 64.68 113.97 43.25

C374 41.854 -232.467 118.00

C82 45.218 -288.157 115.69
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Kolom Interior 

Tabel 7 Perbandingan Gaya Dalam Kolom Interior 
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C122 -5019.66 -7487.51 32.96

C140 -3456.68 -6605.82 47.67

C94 190.17 -614.7 130.94

C138 333.93 704 52.57

C94 280.837 751.467 62.63

C138 -340.003 -1306.843 73.98
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3.4.2 Balok 

Balok Interior 

Tabel 8 Perbandingan Gaya Dalam Balok Interior 

B97 -291.58 -350.97 16.92

B78 -374.12 -1390.08 73.09

BA (30/50)cm B795 -68.29 -240.59 71.62

B97 154.832 -726.04 121.33

B78 179.863 -650.04 127.67

BA (30/50)cm B795 -167.252 -624.863 73.23

UKURAN 

BALOK
TITIK

GAYA GESER (KN)
PERSENTASE 

BEDA (%)
TANPA BEBAN 

TSUNAMI

DENGAN BEBAN 

TSUNAMI

BI (50/85)cm

UKURAN 

BALOK
TITIK

MOMEN (KN.M)
PERSENTASE 

BEDA (%)
TANPA BEBAN 

TSUNAMI

DENGAN BEBAN 

TSUNAMI

BI (50/85)cm

 

Balok Eksterior 

Tabel 9 Perbandingan Gaya Dalam Balok Eksterior 

B112 27.83 240.83 88.44

B41 7.9 346.31 97.72

BR (35/60)cm B920 7.73 -34.48 122.42

B112 154.139 -485.972 131.72

B41 21.311 549.49 96.12

BR (35/60)cm B920 44.745 -63.514 170.45
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4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dari analisis tentang pengaruh beban tsunami terhadap respon 

struktur Gedung Blok B Taman Budaya Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada Kolom dan balok terjadi peningkatan gaya dalam akibat beban 

tsunami. Peningkatan yang diperoleh cukup besar yaitu mencapai 
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170.45% pada balok di lantai dasar dan 130% untuk gaya geser kolom 

pada lantai dasar. Peningkatan gaya dalam ini berpengaruh pada 

dimensi struktur yang digunakan agar mampu memikul beban yang 

ada.  

2. Nilai displacement dan simpangan antar lantai struktur dengan beban 

tsunami dan tanpa beban tsunami yang diperoleh hampir sama dan 

tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan. 
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ABSTRAK 

Makalah ini membahas jenis kerusakan dan metoda perbaikan serta perkuatan 

bangunan yang terdampak gempa Sumatera Barat tahun 2009. Pengambilan data 

dilakukan dengan melakukan survey dan asesmen pada bangunan secara langsung, 

baik untuk bangunan engineered maupun non-engineered. Beberapa penyebab 

kerusakan, diantaranya adalah detailing tulangan yang tidak mengikuti standard yang 

ada, efek soft-story, kegagalan pondasi, kualitas material yang rendah dan tidak 

memenuhi persyaratan serta perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang tidak 

mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan teknis standard bangunan tahan gempa. 

Perbaikan dan perkuatan pada bangunan dapat dilakukan setelah diketahui jenis dan 

tipe kerusakan bangunan maupun komponen/bagian-bagian bangunan dan mutu 

bahan bangunan yang digunakan. Kemudian dilakukan analisis struktur untuk 

mengetahui penyebab elemen bangunan rusak dan jika hasil analisis dengan beban 

gempa sesuai peraturan terbaru, struktur bangunan  mampu menahan beban gempa 

maka perkuatan tidak diperlukan, tetapi jika tidak, maka diperlukan perkuatan.  

Katakunci : kerusakan, metoda perbaikan, perkuatan, asesmen, beban gempa, 

analisis struktur. 

ABSTRACT 

This paper discusses the damage type and method of repairs as well as retrofitting the 

damage's building which affected due to West Sumatra earthquake 2009. Data collecting 

is done by doing a survey and assessment on buildings directly, both for the building 

engineered or non-engineered. Some of the causes of damage, including the detail of 

reinforcement not meet the existing standard, the soft-story effect, failure of the building 

foundation, materials quality are low and do not meet the requirements as well as 

planning and implementation of construction do not follow the the technical standard of 

the buildings earthquake resistant. Repair and retrofitting on the building can be made 

after the known type of damage to buildings as well as the components/parts of 

buildings and the quality of the building materials used. Then conducted an analysis of 

the structure to find out the cause of the damages building element and if the results of 

the analysis with the latest earthquake regulations, building structures able to withstand 

the earthquake then retrofitting is not required, but if not, then required retrofitting.  

Keywords :  damage, method of repairs, retrofitting, assessment, earthquake load , 

structural analysis  

1. PENDAHULUAN  

Bencana gempa dapat menyebabkan banyak bangunan rusak dan juga dapat 

menyebabkan keruntuhan. Setelah terjadi gempa, banyak bangunan yang rusak 
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tersebut dirubuhkan atas saran dari pakar, konsultan maupun pihak pemangku 

kepentingan, sementara sebenarnya bangunan tersebut masih bisa diperbaiki dan 

dilakukan perkuatan sehingga bangunan tersebut dapat digunakan kembali (Febrin dkk, 

2011, 2014). Memberi saran untuk merubuhkan bangunan yang rusak setelah gempa 

merupakan keputusan yang mudah, tetapi tidak didukung oleh data yang memadai. 

Sampai saat ini Indonesia belum punya standar dalam melakukan asesmen kerusakan 

serta metoda perbaikan dan perkuatan bangunan yang rusak pasca gempa. 

Keuntungan utama melakukan perbaikan dan perkuatan bangunan yang rusak pasca 

gempa akan dapat menghemat waktu dan biaya (Febrin dkk, 2011, 2014). 

Secara umum, bangunan teknik sipil dapat dikelompokkan kedalam bangunan non-

engineered building dan engineered building. Non engineered building merupakan 

bangunan sederhana seperti rumah masyarakat yang tidak dilakukan perhitungan 

struktur sementara engineered building merupakan bangunan yang direncanakan dan 

dilakukan perhitungan struktur dengan baik oleh konsultan atau ahli struktur (Teddy 

Boen, 2010). Akibat gempa Sumatera Barat tahun 2009 beberapa tahun lalu, banyak 

bangunan yang rusak, baik non engineered building maupun engineered building. 

Kerusakan yang terjadi akibat gempa dapat dibedakan atas kerusakan non-struktural 

(non-structural damages) dan struktural (structural damages). Kerusakan non-struktural 

merupakan kerusakan yang terjadi pada bagian non-struktur bangunan seperti 

plasteran dinding terlepas, dinding bata retak atau pecah, plafond rusak dlsb. 

Sedangkan kerusakan struktur merupakan kerusakan yang terjadi pada elemen struktur 

bangunan, seperti retak pada bagian kolom, pelat atau balok, terlepasnya selimut beton 

balok/kolom atau pecahnya bagian kepala atau bawah kolom (Teddy Boen, 2010) 

Perbaikan dan perkuatan bangunan pasca gempa dikenal juga dengan istilah  retrofitting 

yang meliputi pekerjaan perbaikan (repair), restorasi (restoration) dan perkuatan 

(strengthening) pada suatu bangunan yang mengalami kerusakan. 

Pekerjaan perbaikan (repair) adalah pekerjaan untuk mengembalikan bentuk arsitektur 

bangunan agar dapat berfungsi kembali dengan baik, seperti ; menambal retak-retak 

pada dinding dan memperbaiki plasteran yang retak, memperbaiki dan memplaster 

kembali dinding-dinding pemisah, memperbaiki kabel-kabel listrik, pipa air, pipa gas, 

saluran pembuangan, pintu-pintu, jendela atau mengganti kaca, dll. 

Pekerjaan restorasi (restoration) adalah pekerjaan dengan tujuan untuk memperbaiki 

komponen-komponen struktur penahan beban dan dan mengembalikan kepada 

kekuatan semula, seperti ; melakukan injeksi semen grout atau bahan 

epoxy/polyurethane kedalam retak-retak kecil yang terjadi pada dinding, balok maupun 

kolom, menambah jumlah tulangan pada dinding pemikul, balok maupun kolom yang 

mengalami retak besar dan kemudian diplaster kembali,membongkar bagian 

kolom/balok yang hancur/rusak, menambah dan memperbaiki tulangannya kemudian 

di cor/grouting kembali. 

Pekerjaan perkuatan (strengthening) adalah pekerjaan dengan tujuan untuk membuat 

bangunan menjadi lebih kuat dari kekuatan semula, seperti; menghilangkan sumber-

sumber kelemahan atau yang dapat menyebabkan konsentrasi tegangan pada bagian-
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bagian tertentu, antara lain : letak kolom/dinding yang tidak simetris, beda kekakuan 

yang besar antara lantai bangunan, bukaan yang berlebihan, menambah kapasitas 

bangunan terhadap gaya lateral, dengan cara menambah dinding geser (shear wall), 

bracing, menambah dan memperbesar dimensi kolom, menambah daktilitas bangunan, 

dengan cara memperbaiki, menambah dan memasang tulangan  tambahan (geser, 

lentur, aksial atau torsi) pada detail-detail yang diperlukan, menjadikan bangunan 

sebagai satu kesatuan dengan cara mengikat semua komponen-komponen penahan 

beban satu dengan yang lainnya (Anand S Arya, 2013) 

Dalam makalah ini dibahas sebab-sebab kerusakan yang terjadi dan metoda perbaikan 

serta perkuatan yang dilakukan pada sejumlah bangunan yang rusak pasca gempa 

Sumatera Barat 2009. 

2. METODOLOGI 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pasca gempa 

Sumatera Barat 2009 oleh tim asesmen bangunan (building assesment) Universitas 

Andalas dengan melakukan survey dan asesmen pada puluhan bangunan yang 

terdampak gempa di kota Padang. Asesmen dilakukan terhadap engineered building dan 

non-engineered building. Data yang diambil meliputi tipe atau jenis kerusakan setiap 

elemen bangunan, mutu material bangunan (beton dan baja tulangan), konfigurasi 

bangunan, pondasi dan perkiraan penyebab terjadinya kerusakan. Perbaikan dan 

perkuatan bangunan yang rusak dilakukan pada elemen struktural maupun pada 

elemen non struktural pada beberapa bangunan publik seperti sekolah dan hotel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Tipe dan Penyebab Kerusakan  

Dari hasil survey dan asesmen yang telah dilakukan pada sejumlah bangunan yang 

rusak di Kota Padang pasca gempa Sumatera Barat 2009, diperoleh beberapa penyebab 

kerusakan atau keruntuhan yang terjadi pada engineered  building diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Detailing tulangan yang tidak mengikuti standard yang ada termasuk pada 

sambungan balok-kolom. Gambar 1 dan Gambar 2 berikut memperlihatkan 

detailing penulangan yang tidak sesuai standard. 
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Gambar 1. Detailing penulangan balok-kolom yang buruk. 

 

Gambar 2. Detailing penulangan geser yang tidak sesuai standard. 

b. Soft-story yang diikuti oleh keruntuhan  sambungan balok-kolom seperti 

diperlihatkan pada Gambar 3 berikut : 

 

Gambar 3. Efek soft-story pada bangunan 

c. Kegagalan pada pondasi, terutama pada sambungan kolom-pondasi (soil-

structure interaction, efek liquifaksi) seperti diperlihatkan pada Gambar 4  berikut : 
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Gambar 4. Kegagalan pondasi diakibat efek liquifaksi 

d. Kualitas material yang rendah dan tidak memenuhi persyaratan, baik kekuatan 

maupun kualitas materialnya, diperlihatkan pada Gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5. Keruntuhan akibat kualitas material yang tidak memenuhi persyaratan 

e. Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti kaidah-kaidah 

dan ketentuan teknis standard bangunan tahan gempa. 

Pada bangunan non-engineered kerusakan banyak terjadi pada bangunan tanpa 

penulangan (unreinforced masonry). Beberapa tipe kerusakan yang terjadi pada 

umumnya adalah sebagai berikut :  

a. terjadi retak pada dinding di sudut-sudut bukaan. 

b. terdapat retak diagonal pada dinding. 

c. terjadi pemisahan pada pertemuan 2 dinding. 
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d. dinding bata roboh. 

e. kegagalan sambungan balok-kolom. 

f.  bangunan roboh. 

Gambar-Gambar 6, 7 dan 8 berikut memperlihatkan beberapa tipe keruntuhan yang 

terjadi pada bangunan non-engineered. 

 

Gambar 6. Dinding bata roboh total 

 

Gambar 7. Terjadi pemisahan pada 2 dinding 

 

Gambar 8. Sebagian dinding bata roboh 
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Secara umum, penyebab utama kerusakan yang terjadi, terutama pada engineered 

building akibat bencana gempa Sumatera Barat 30 September 2009 dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a) Pemahaman dan kesadaran pelaku konstruksi (pemilik, kontraktor dan 

konsultan) mengenai ketentuan peraturan/standard bangunan tahan/aman 

gempa masih rendah. 

b) Pelaksanaan penggunaan peraturan/standard gempa ditingkat pelaku konstruksi 

rendah. 

c) Pengawasan pelaksanaan pembangunan dari pemangku kepentingan, terutama 

untuk bangunan publik masih kurang. 

d) Kecenderungan kurang memperhatikan kebutuhan struktural (keamanan) dan 

lebih mementingkan kebutuhan keindahan (arsitektural). 

e) Khusus untuk bangunan non-engineered yang yang banyak mengalami 

kerusakan adalah bangunan yang tidak ada penulangan pada elemen 

strukturnya (unreinforced masonry building, URM). 

3.2 Metoda Perbaikan dan Perkuatan   Bangunan Pasca Gempa 

Langkah-langkah pekerjaan perbaikan dan perkuatan pada suatu bangunan yang rusak 

pasca gempa dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Melakukan survey lapangan untuk menentukan jenis kerusakan bangunan 

maupun komponen/bagian-bagian bangunan dan mutu bahan bangunan yang 

digunakan. 

2. Khusus bangunan engineered dilakukan analisis struktur berdasarkan standard 

gempa terbaru untuk mengetahui penyebab suatu elemen bangunan rusak, 

apakah akibat gaya geser, tekan, tarik, lentur, torsi atau sebab lainnya. 

3. Setelah jenis kerusakan dapat ditentukan, perbaikan dan restorasi komponen 

secara terpisah dapat dilakukan. 

4. Jika hasil analisis dengan beban gempa sesuai peraturan terbaru, struktur 

bangunan  mampu menahan beban gempa maka perkuatan tidak diperlukan, 

tetapi jika tidak, maka diperlukan perkuatan. 

3.2.1 Perbaikan dan Perkuatan Elemen   

Struktur Bangunan 

Beberapa jenis pekerjaan perbaikan elemen struktural dan non struktural yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

Gambar 9 memperlihatkan proses perbaikan kolom yang mengalami kerusakan pada 

bagian bawahnya (9.a). Sebelum dilakukan perbaikan, dipasang terlebih dahulu 

penopang sementara (9.b), kemudian dilakukan pembobokkan (9.c) dan penambahan 

tulangan longitudinal dan geser (9.d). Kemudian dipasang bekisting dan di cor beton 

(9.e), dan hasil akhirnya pada (9.f)
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(a) kolom rusak (b)  penopang sementara 

(d) penambahan tulangan (e)  bekisting dan cor beton (d) setelah perbaikan dan  

perkuatan 

Gambar 9. Proses perbaikan dan perkuatan kolom rusak pada bagian bawah 

(c) pembobokan beton 

rusak 



 
PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI 

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018 

 

739 

 

(a) kolom atas rusak,       (b). penambahan tu-            (c). pemasangan                   (d). setelah perbaikan   

tulangan kurang                       langan geser dan                     bekisting dan 

                                        longitudinal                               pengecoran beton 

Gambar 10. memperlihatkan proses perbaikan dan perkuatan kolom yang rusak 

pada bagian atasnya. Kolom yang rusak dengan tulangan longitudinal dan geser 

yang kurang (10.a), diperbaiki dengan penambahan tulangan geser dan 

longitudinal (10.b). Kemudian dipasang bekisting dan dilakukan cor beton (10.c), 

dan hasil akhirnya seperti pada (10.d).  

Proses perbaikan dan perkuatan balok yang rusak diperlihatkan pada Gambar 11. 

berikut. Perbaikan dan perkuatan dilakukan dengan menambah tulangan geser 

pada tumpuan balok, kemudian dilakukan grouting beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Proses perbaikan dan perkuatan balok 

Perbaikan dan perkuatan bangunan non-engineered  diperlihatkan pada Gambar 

12 berikut. Bangunan yang sebelumnya tanpa penulangan (Unreinforced Masonry, 

URM) ditambahkan tulangan sloof, kolom dan ring balok. Untuk perkuatan dinding 

bata dilakukan pemasangan kawat anyam. 

 

 

 

Gambar 10. Proses perbaikan dan perkuatan kolom rusak pada bagian atas 
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Gambar 12. Perbaikan dan perkuatan bangunan non-engineered dengan penambahan 

   tulangan sloof, kolom dan ring balok 

3.2.2 Perbaikan dan perkuatan elemen non 

Struktur 

Perbaikan dan perkuatan pada bangunan non-engineed diperlihatkan seperti pada 

Gambar 13 berikut. Dinding yang akan diperkuat dilakukan pembobokan 

plasterannya secara diagonal (13a), kemudian dilakukan pemasangan kawat 

anyam dan kemudian di plaster kembali (13b). Untuk pemasangan dinding baru, 

perkuatan dapat dilakukan dengan pemasangan kawat anyam secara diagonal 

(13c) atau dipasang pada seluruh bagian dinding (13d), kemudian baru diplaster. 

 

 

 

 

 

 

                       (a) pembobokan plaster                        (b) pemasangan kawat  

                            dinding bata                                           anyam dan plasteran 

 

 

 

 

 

 

                           (c) pemasangan kawat                       (d) pemasangan kawat  

                               anyam diagonal                                   pada dinding bata 

Gambar 13 Proses perbaikan dan perkuatan dinding bata dengan pemasangan kawat 

anyam 



 
PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI 

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018 

 

741 

 

4. KESIMPULAN 

Dari evaluasi dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa hal dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perbaikan dan perkuatan dapat digunakan  untuk mengembalikan dan 

memperkuat bangunan yang rusak akibat gempa, baik bangunan 

engineered maupun bangunan non-engineered. 

2. Sebelum perkuatan dilakukan, untuk bangunan engineered terlebih dahulu 

harus dilakukan simulasi numerik untuk mengetahui kapasitas bangunan 

dalam memikul beban gempa sesuai standar terbaru. 

3. Tipe perkuatan yang dilakukan terhadap elemen struktur dan non-struktur 

tergantung dari tingkat kerusakan dari struktur itu sendiri. 

4. Keuntungan utama dari perbaikan dan perkuatan bangunan yang rusak 

akibat gempa dapat menghemat biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan 

dibandingkan jika dibangun baru. 
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ABSTRAK  

Indonesia merupakan wilayah rawan gempa, khususnya di daerah Sumatera 

Barat. Aktivitas gempa di Indonesia meningkat tiap tahunnya sehingga 

Kementerian PUPR bersama para ahli pakar gempa telah melakukan 

pemutakhiran Peta Gempa dan mengeluarkan Peta bahaya Gempa Indonesia 

terbaru tahun 2017. Dengan dikeluarkannya peta bahaya gempa terbaru ini, 

maka perlu dilakukan analisis terhadap pengaruh perubahan peta gempa ini 

terhadap bangunan-bangunan eksisting. Dalam penelitian ini dibahas tentang 

pengaruh perubahan peta bahaya gempa 2017 terhadap struktur bangunan 

gedung rusunawa universitas Andalas, Padang. Struktur gedung rusunawa 

memiliki total tinggi bangunan 15.45 m, panjang bangunan 64 m, lebar bangunan 

19.20 m, jumlah lantai 4 (empat) lantai dengan jenis struktur beton bertulang. 

Beban gempa yang digunakan pada penelitian ini adalah beban gempa respon 

spektrum yang dihitung dari dua peta gempa, yaitu peta gempa tahun 2017 dan 

peta gempa berdasarkan SNI 1726-2012. Dari hasil analisis, diperoleh hasil 

bahwa terjadi peningkatan simpangan antar lantai dan displacement dari peta 

gempa SNI 1726-2012 ke peta gempa tahun 2017 yaitu sebesar 11.02% untuk 

simpangan antar lantai dan 10.27% untuk displacement, serta peningkatan pada 

gaya dalam yaitu: 0.06% - 0.96% untuk gaya aksial, 0.69% - 7.26% untuk gaya 

geser, dan 0.43% - 7.67% untuk momen pada kolom dan 2.93% - 3.82% untuk 

gaya geser dan 4.22% - 5.44% untuk momen pada balok. 

Katakunci: gedung rusunawa, peta bahaya gempa 2017, peta gempa 

SNI1726-2012, respon struktur 

ABSTRACT 

Indonesia is an area prone to earthquakes, especially in the area of West Sumatra. 

Earthquake activity in Indonesia increases every year so that the Ministry of PUPR 

together with the earthquake experts have done updating Earthquake Map and 

issued the latest Indonesia Earthquake Hazard Map 2017. With the publishing of 

this new earthquake hazard map, it is necessary to analyze the effect of 

earthquake map changes to the existing. This study discussed the effect of 
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earthquake hazard map changes in 2017 on the structure of the University of 

Andalas dormitory building, Padang. The structure of dormitory building has total 

building height 15.45 m, building length 64 m, building width 19.20 m, number of 

floor is 4 (four) floors, which is made of reinforced concrete structure. Earthquake 

load used in this study is the earthquake load spectrum response calculated from 

two earthquake maps: the earthquake map of 2017 and earthquake maps based 

on SNI 1726-2012. From the analysis result, it was found that the inter-story drift 

and displacement was increased from the earthquake hazard map of 2017 to SNI 

1726-2012 map that reached 11.02% and 10.27%, respectively and the increase in 

the internal forces are: 0.06% - 0.96% for axial force, 0.69% - 7.26% for shear force 

and 0.43% - 7.67% for the moment on the column, and 2.93% - 3.82% for shear 

forces and 4.22% - 5.44% for the moment on the beam.                      

Keywords: dormitory, earthquake hazard map 2017, earthquake map in SNI 

1726-2012, structural response. 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah rawan gempa, khususnya daerah Sumatera Barat. 

Aktivitas gempa di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah 

gempa yang tercatat oleh BMKG adalah sebanyak 5.578 gempa, sementara pada 

tahun 2017 tercatat sebanyak 6.929 kali gempa (National Geographic,2018). 

Berdasarkan Peta Gempa SNI 2012 terdapat sesar aktif pemicu gempa berjumlah 

81 dan sekarang ini ditemukan 295 sesar aktif (Nationalgeographic.co.id/berita/ 

2018/01/bmkg-aktivitas-gempa-di-indonesia-meningkat-drastis-pada-tahun-2017#, 

diakses 27 Maret 2018). 

Kementrian PUPR bersama para ahli pakar gempa melakukan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana gempa dengan menyiapkan pemutakhiran Peta 

Gempa setiap lima tahun yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan bagunan gempa. Penyusunan pembaharuan Peta Gempa 2017 

mengacu konsep Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) dan Deterministic 

Seismic Hazard Analysis (DSHA) dengan menggunakan semua data dan informasi 

serta metode terkini untuk wilayah Indonesia (https://www.pu.go.id/ 

berita/view/11416/kementrian-pupr-luncurkan peta-sumber-dan-bahaya-gempa-

indonesia-tahun-2017, diakses 27 Maret 2018). 

Dengan adanya peta gempa terbaru tahun 2017 yang lebih mengacu pada kondisi 

terkini untuk wilayah Indonesia, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

perubahan peta bahaya gempa Indonesia terhadap struktur gedung rusunawa 

Universitas Andalas, Padang. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Sebelum dilakukan analisis terhadap respon struktur gedung, perlu dilakukan 

pengumpulan data dan informasi mengenai struktur gedung. Struktur gedung 

rusunawa memiliki total tinggi bangunan 15.45 m, panjang bangunan 64 m, lebar 

bangunan 19.20 m, jumlah lantai 4 (empat) lantai dengan jenis struktur beton 
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bertulang. Mutu beton yang digunakan fc’ 29.42 MPa dan mutu baja fy 420 MPa. 

Perencanaan Pemodelan dan analisis struktur dilakukan dengan menggunakan 

software ETABS 9.7.1. Denah bangunan rusunawa dapat dilihat pada Gambar 1 

dan Gambar 2. 

 

Gambar 1. Denah Lantai 1-4 Gedung Rusunawa Universitas Andalas 

 

Gambar 2. Denah Plat Atap Gedung Rusunawa Universitas Andalas 

Dimensi  komponen struktur : 

a. Struktur balok 

- Balok induk (30/50) 

- Balok anak (20/30) 

b. Struktur kolom 

- Lantai 1 dan 2 (60x50) 

- Lantai 3, 4, atap (50x40) 

c. Struktur pelat 

- Pelat Atap Balkon  = 100 mm 

- Pelat Lantai   = 130 mm 
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- Pelat Atap Kontainer Air = 150 mm 

Pembebanan yang dilakukan berupa beban mati, beban hidup dan beban gempa.  

1. Beban mati 

- Berat jenis beton  = 2400 kg/m3 

- Adukan semen (per-cm tebal)= 21    kg/m2 

- Plafond/ langit-langit  = 11    kg/m2 

- Tembok batu bata (1/2 batu)  = 250  kg/m2 

2. Beban hidup 

- Ruang tidur     = 195 kg/m² 

- Balkon      = 234 kg/m² 

- Toilet      = 150 kg/m² 

- Koridor     = 299 kg/m² 

- Ruang kantor   = 187 kg/m² 

- Lobby      = 374 kg/m² 

3. Beban gempa 

Beban gempa yang digunakan pada penelitian ini adalah beban gempa respon 

spektrum yang dihitung dari dua peta gempa, yaitu peta gempa berdasarkan SNI 

1726-2012 dan peta gempa tahun 2017.  

Percepatan gempa tahun 2017 lebih besar daripada peta gempa SNI 1726-2012 

dan beberapa lokasi yang sebelumnya belum dilalui gempa, tapi pada peta gempa 

tahun 2017 sudah dilalui gempa misalnya di pulau Kalimantan, seperti yang dapat 

terlihat pada gambar 3 dan gambar 4. 

 

Gambar 3. Peta Wilayah Gempa Berdasarkan Peta Gempa SNI 1726-2012 



 
PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI 

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018 

 

747 

 

 

Gambar 4. Peta Wilayah Gempa Berdasarkan Peta Gempa Tahun 2017  

(Sumber : Peta gempa Indonesia 2017 dan Aplikasinya untuk Perencanaan Gedung dan 

Infrastruktur Tahan Gempa) 

Percepatan gempa (SA) berdasarkan peta gempa tahun 2017 lebih besar 

dibandingkan percepatan peta gempa SNI 1726-2012 seperti yang terlihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Data Respon Spektrum Berdasarkan Peta Gempa SNI 1726-2012 

 

 

Tabel 2. Data Respon Spektrum Berdasarkan Peta Gempa Tahun 2017 
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Peningkatan gempa dari peta gempa SNI 1726-2012 ke peta gempa tahun 2017 

untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Grafik Respon Spektrum  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 3Simpangan Antar Lantai 

Parameter-parameter penentuan simpangan antar lantai berdasarkan SNI 

1726-2012 adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Pembesaran Defleksi (Cd) 
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Berdasarkan Tabel 9 SNI 1726:2012 Sistem Struktur adalah SRPMK dengan 

Cd= 5,5 

b. Faktor Keutamaan Gempa (Ie) 

Berdasarkan Kategori Resiko, bangunan rusunawa termasuk kategori resiko 

II sehingga memiliki  Ie = 1 

c. Simpangan antar Lantai (∆a) 

Berdasarkan Tabel 16 SNI 1726:2012 simpangan antar lantai diijinkan untuk 

gedung kategori resiko II  adalah 0,025 H dan berdasarkan pasal 7.12.1.1 

untuk kategori desain seismik D, E, atau F, simpangan antar lantai tingkat 

desain (∆) tidak boleh melebihi ∆a/ ρ untuk semua tingkat 

d. Faktor Redundansi (ρ) 

Berdasarkan Tabel 6 SNI 1726:2012 Faktor redundansi untuk gedung KDS E 

Resiko II (0,5≤ SDS ) dan Pasal 7.3.4.2 maka nilai ρ = 1,3. 

   (1) 

 

   (2) 

 

Dimana :   

Δ   =  Displacement yang telah diperbesar 

Δa   = Simpangan antar lantai ijin  

Cd= Faktor Pembesaran defleksi 

I   = Faktor Keutamaan Gempa 

h   = Tinggi lantai 

δ   = Selisih simpangan antar lantai  

 ρ = Faktor Redudansi  

Berikut nilai simpangan antar lantai gedung akibat gempa arah  X dan Y yang 

dapat dilihat pada Tabel 3 – Tabel 6. 

1. Displacement dan simpangan antar lantai akibat beban gempa berdasarkan 

SNI 1726-2012 

Tabel 3. Displacement dan Simpangan Antar Lantai Arah X Akibat Beban Gempa 

Berdasarkan SNI 1726-2012 
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Tabel 4. Displacement dan Simpangan Antar Lantai Arah Y Akibat Beban Gempa 

Berdasarkan SNI 1726-2012 

No. Lantai
Tinggi Tingkat 

(mm)

Displacement 

(mm)

Displacement yang 

telah diperbesar (mm)

Simpangan antar 

lantai (mm)

Simpangan yg di 

izinkan (mm)
Keterangan

1 Lantai 1 0 0 0 0 0 OK !!

2 Lantai 2 3400 4.09 22.495 22.495 50.296 OK !!

3 Lantai 3 3400 10.57 58.135 35.64 50.296 OK !!

4 Lantai 4 3400 16.98 93.39 35.255 50.296 OK !!

5 Lantai Dak 3400 22.05 121.275 27.885 50.296 OK !!

6 Atap 1000 23.32 128.26 6.985 14.793 OK !!  

2. Displacement dan simpangan antar lantai akibat beban gempa tahun 2017 

Tabel 5. Displacement dan Simpangan Antar Lantai Arah X Akibat Beban Gempa Tahun 

2017 

No. Lantai
Tinggi Tingkat 

(mm)

Displacement 

(mm)

Displacement yang telah 

diperbesar (mm)

Simpangan antar 

lantai (mm)

Simpangan yg di 

izinkan (mm)
Keterangan

1 Lantai 1 0 0 0 0 0 OK !!

2 Lantai 2 3400 4.07 22.385 22.385 50.296 OK !!

3 Lantai 3 3400 9.65 53.075 30.69 50.296 OK !!

4 Lantai 4 3400 15.28 84.04 30.965 50.296 OK !!

5 Lantai Dak 3400 19.13 105.215 21.175 50.296 OK !!

6 Atap 1000 19.84 109.12 3.905 14.793 OK !!  

Tabel 6. Displacement dan Simpangan Antar Lantai Arah Y Akibat Beban Gempa Tahun 

2017 

No. Lantai
Tinggi Tingkat 

(mm)

Displacement 

(mm)

Displacement yang telah 

diperbesar (mm)

Simpangan antar 

lantai (mm)

Simpangan yg di 

izinkan (mm)
Keterangan

1 Lantai 1 0 0 0 0 0 OK !!

2 Lantai 2 3400 4.51 24.805 24.805 50.296 OK !!

3 Lantai 3 3400 11.41 62.755 37.95 50.296 OK !!

4 Lantai 4 3400 18.11 99.605 36.85 50.296 OK !!

5 Lantai Dak 3400 23.60 129.8 30.195 50.296 OK !!

6 Atap 1000 25.01 137.555 7.755 14.793 OK !!  

3.2 Perbandingan Simpangan Antar Lantai Struktur Berdasarkan Peta 

Gempa SNI 1726-2012 dan Peta Gempa Tahun 2017  

Perbandingan simpangan antar lantai struktur yang ditinjau adalah 

simpangan struktur arah x dan arah y. Berdasarkan Gambar 6 dan Gambar 7 

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan simpangan antara beban gempa 

berdasarkan peta gempa SNI 1726-2012 dan peta gempa tahun 2017 yaitu 

mencapai 11.02%. 
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Gambar 6. Perbandingan Simpangan Antar Lantai Gedung Arah X 

 

Gambar 7. Perbandingan Simpangan Antar Lantai Gedung Arah Y 

3.3 Perbandingan Displacement Berdasarkan Peta Gempa SNI 1726-2012 

dan Peta Gempa Tahun 2017 

Perbandingan displacement yang telah diperbesar dengan koefisien perbesaran 

defleksi (Cd) dan faktor ketamaan gempa (Ie) struktur yang ditinjau adalah 

simpangan struktur arah x dan arah y. Berdasarkan Gambar 8 dan Gambar 9 

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan displacement antara beban gempa 

berdasarkan peta gempa SNI 1726-2012 dan peta gempa tahun 2017 yaitu 

mencapai 10.27%. 

 

 

Gambar 8. Perbandingan Displacement Struktur Gedung Arah X 
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Gambar 9. Perbandingan Displacement Struktur Gedung Arah y 

3.4 Perbandingan Gaya Dalam Struktur Berdasarkan Peta Gempa SNI 1726-

2012 dan Peta Gempa Tahun 2017 

Perbandingan gaya dalam struktur yang ditinjau adalah gaya dalam balok dan 

gaya dalam kolom. Berdasarkan hasil perbandingan, tejadi peningkatan gaya 

dalam dari peta gempa SNI 1726-2012 ke peta gempa tahun 2017 yaitu : pada 

kolom terjadi peningkatan 0.06% - 0.96% untuk gaya aksial, 0.69% - 7.26% untuk 

gaya geser, dan 0.43% - 7.67% untuk momen seperti yang terlihat pada tabel 7 dan 

tabel 8 dan pada balok terjadi peningkatan 2.93% - 3.82% untuk gaya geser dan 

4.22% - 5.44% untuk momen seperti yang terlihat pada table 9 dan table 10. 

1.  Kolom 

Kolom Eksterior 

Tabel 7. Perbandingan Gaya Dalam Kolom Eksterior 

1 C151 1354.27 1341.34 0.96

2 C151 1072.58 1063.46 0.86

3 C151 790.71 785.45 0.67

4 C151 536.26 533.81 0.46

ATAP C122 31.12 31.1 0.06

GAYA AKSIAL
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

60 cm x 50 cm

50 cm x 40 cm

TITIK
UKURAN 

KOLOM
LANTAI

 
 

1 C58 98.25 91.6 7.26

2 C170 109.6 103.29 6.11

3 C170 83.44 78.71 6.01

4 C151 122.8 120.89 1.58

ATAP C120 230.62 229.03 0.69

GAYA GESER
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

60 cm x 50 cm

50 cm x 40 cm

UKURAN 

KOLOM
LANTAI TITIK

 

1 C58 227.432 212.033 7.26

2 C167 159.726 150.288 6.28

3 C167 89.885 84.762 6.04

4 C151 223.968 220.665 1.50

ATAP C120 219.462 218.524 0.43

60 cm x 50 cm

50 cm x 40 cm

LANTAI TITIK

MOMEN
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

UKURAN 

KOLOM
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Kolom Interior 

Tabel 8. Perbandingan Gaya Dalam Kolom Interior 

1 C149 1662.51 1659.91 0.16

2 C149 1293.53 1291.25 0.18

3 C149 927.61 925.59 0.22

4 C149 580.5 578.92 0.27

ATAP C122 31.12 31.1 0.06

1 C120 99.49 92.78 7.23

2 C85 110.76 103.32 7.20

3 C85 69.52 65.06 6.86

4 C120 73.91 71.72 3.05

ATAP C132 14.83 14.08 5.33

1 C120 227.432 211.232 7.67

2 C85 179.675 167.621 7.19

3 C112 103.617 97.223 6.58

4 C120 123.947 121.136 2.32

ATAP C132 31.559 29.651 6.43

LANTAI TITIK

GAYA AKSIAL
PERSENTASE 

BEDA (%)

2017 SNI 2012
TITIK

GAYA GESER

60 cm x 50 cm

50 cm x 40 cm

60 cm x 50 cm

50 cm x 40 cm

UKURAN 

KOLOM 2017 SNI 2012

UKURAN 

KOLOM
LANTAI TITIK

MOMEN
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

60 cm x 50 cm

50 cm x 40 cm

PERSENTASE 

BEDA (%)

UKURAN 

KOLOM
LANTAI

 

2.  Balok 

Balok Eksterior 

Tabel 9. Perbandingan Gaya Dalam Balok Eksterior 

1 B109 148 142.7 3.71

2 B109 152.73 147.11 3.82

3 B109 140.81 136.23 3.36

1 B109 161.313 153.116 5.35

2 B109 168.974 160.252 5.44

3 B109 157.796 150.342 4.96

BU 

(30/50)c

m

BU 

(30/50)c

m

LANTAI TITIK

MOMEN
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

UKURAN 

KOLOM

LANTAI TITIK

GAYA GESER
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

UKURAN 

KOLOM

 

Balok Interior 

Tabel 10.Perbandingan Gaya Dalam Balok Interior 
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1 B66 240.13 232.43 3.31

2 B66 257.58 248.78 3.54

3 B66 223.12 216.77 2.93

1 B106 182.361 174.507 4.50

2 B106 191.421 183.024 4.59

3 B106 170.829 163.906 4.22

BU 

(30/50)cm

BU 

(30/50)cm

UKURAN 

KOLOM
LANTAI TITIK

2017 SNI 2012

MOMEN
PERSENTASE 

BEDA (%)

UKURAN 

KOLOM
LANTAI TITIK

GAYA GESER
PERSENTASE 

BEDA (%)2017 SNI 2012

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis tentang pengaruh perubahan beban gempa terhadap 

respon struktur gedung rusunawa Universitas Andalas yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terjadi peningkatan simpangan antara beban gempa berdasarkan peta 

gempa sni 1726-2012 dan peta gempa tahun 2017 yaitu mencapai 11.02%. 

2.  Terjadi peningkatan displacement antara beban gempa berdasarkan peta 

SNI 1726-2012 dan peta gempa tahun 2017 mencapai 10.27%. 

3. Pada kolom terjadi peningkatan gaya  dalam akibat beban gempa antara SNI 

1726-2012 dan peta gempa tahun 2017 yaitu 0.06% - 0.96% untuk gaya 

aksial, 0.69% - 7.26% untuk gaya geser, dan 0.43% - 7.67% untuk momen. 

4. Pada balok terjadi peningkatan gaya  dalam akibat beban gempa antara SNI 

1726-2012 dan peta gempa tahun 2017 yaitu 2.93% - 3.82% untuk gaya geser 

dan 4.22% - 5.44% untuk momen. 
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ABSTRACT 

The impact caused by an earthquake is the loss of soil stability (failure of the lower 

structure). Analysis of Liquefaction Potential in Nurul Haq shelter, Padang uses 

Standard Penetration Test (SPT) data. This liquefaction potential analysis aims to 

determine the value of safety factor (FS) obtained from Cyclic Resistance Ratio 

(CRR) and Cyclic Stress Ratio (CSR). 

Keywords : earthquake, liquefaction, Standard Penetration Test (SPT), faktor 

keamanan (FS), Cyclic Resistance Ratio (CRR), Cyclic Stress Ratio (CSR) 

ABSTRAK 

Dampak yang disebabkan oleh gempa bumi adalah hilangnya kestabilan tanah 

(kegagalan struktur bagian bawah). Analisa Potensi likuifaksi pada shelter Nurul 

Haq, Padang menggunakan data Standard Penetration Test (SPT). Analisa potensi 

likuifaksi ini bertujuan untuk mengetahui nilai faktor keamanan (FS) yang didapat 

dari nilai perbandingan Cyclic Resistance Ratio (CRR) dan Cyclic Stress Ratio (CSR). 

Kata Kunci : gempa bumi, likuifaksi, Standard Penetration Test (SPT), faktor 

keamanan (FS), Cyclic Resistance Ratio (CRR), Cyclic Stress Ratio (CSR) 

1. PENDAHULUAN 

Kota Padang merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan 

tsunami. Hal ini dikarenakan Kota Padang berdekatan dengan pertemuan lempeng 

Indo-Australia dengan Eurasia. Pada 30 September 2009 di lepas pantai Sumatera 

Barat pada pukul 17:16 WIB terjadi gempa bumi yang berpusat sekitar 50 km barat 

laut Kota Padang (Sumber : BMKG). Gempa yang berkekuatan 7,6 Skala Richter ini 

menyebabkan kerusakan pada fisik bangunan dan berpotensi terjadinya tsunami. 

Oleh karena itu, dibutuhkan bangunan TES / shelter yang berfungsi sebagai tempat 

evakuasi sementara sesaat sebelum terjadinya tsunami. Bangunan ini diperlukan 

pada skala lingkungan agar masyarakat segera mencapai ketinggian yang aman 

sehingga terhindar dari terjangan arus tsunami (BNPB, 2012). 

mailto:rina@ft.unand.ac.id
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Namun gempa bumi dapat menyebabkan hilangnya kestabilan tanah (kegagalan 

struktur bagian bawah). Peristiwa ini terjadi akibat tanah pasir yang mencair saat 

terjadi gempa yang disebut likuifaksi. Biasanya terjadi pada tanah pasir yang 

bersifat jenuh dan bergradasi seragam. 

Shelter Nurul Haq Kota Padang dibangun di atas tanah yang berpotensi likuifaksi. 

Oleh karena itu dilakukan perhitungan potensi likuifaksi dan perhitungan daya 

dukung pondasi terhadap bangunan shelter. 

2. METODOLOGI 

Berikut tahapan yang dilakukan dalam pengerjaan penelitian : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kasus 

yang akan dianalisis. Hal ini dilakukan agar hasil analisis memiliki dasar 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Permodelan Struktur 

Permodelan struktur Shelter Nurul Haq menggunakan ETABS 2016. Data 

struktur yang digunakan didapat dari gambar rencana. 

3. Analisis Pembebanan 

Pembebanan yang dilakukan berupa beban mati, beban hidup, beban 

gempa dan beban tsunami. 

4. Analisis Likuifaksi 

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode yang disepakati 

oleh workshop mengenai CRR oleh NCEER pada tahun 1996 dan tahun 

1998, yang dimuat dalam Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering. 

5. Daya Dukung Pondasi 

Data yang digunakan dalam perhitungan daya dukung pondasi adalah data 

N-SPT. 

6. Hasil dan Pembahasan 

Setelah analisis pembebanan, kemudian dilakukan analisis struktur dengan 

ETABS 2016. Nilai reaksi perletakan yang diperoleh dibandingkan dengan 

nilai kapasitas pondasi yang dihitung. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perencanaan Struktur 

Shelter Nurul Haq terdiri atas 7 (tujuh) lantai yang memiliki total tinggi bangunan 

23,12 m, panjang bangunan 40 m dan lebar bangunan 20 m, dengan jenis struktur 

beton bertulang. 

Permodelan dan Analisis struktur dilakukan dengan ETABS 2016. 
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Gambar 1. Permodelan Struktur Bangunan 

Dimensi komponen struktur adalah : 

a. Struktur Balok 

- Balok 1 (30/60) 

- Balok 2 (35/75) 

- Balok 3 (25/60) 

- Balok 4 (20/30) 

- Balok A (25/40) 

b. Struktur Kolom 

- Kolom 1 (Ø70) 

- Kolom 2 (Ø60) 

- Kolom 3 (Ø50) 

- Kolom 4 (Ø30) 

c. Struktur Pelat 

- Pelat Lantai  = 150 mm 

- Pelat Atap  = 120 mm 

3.2 Beban-beban yang Bekerja 

3.2.1 Beban Mati 

- BV Spesi  = 21  Kg/m2/cm 

- BV Plafon  = 20  Kg/m2/cm 

- BV MEP   = 25 Kg/m2 

- Water Proofing = 14  Kg/m2 

- Keramik   = 24  Kg/m2/cm 

- BV Dinding  = 250 Kg/m2 
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3.2.2 Beban Hidup 

 

3.2.3 Beban Gempa 

Beban gempa berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017. 

 

Gambar 2. Peta Sumber Dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 

1. Beban Dinamik (Respon Spektrum) 

Tabel 1. Data Respon Spektrum Rencana Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa 

Indonesia 2017 
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Gambar 3. Grafik Respon Spektrum Rencana 

Setelah didapat data respon spektrum maka diinputkan di permodelan ETABS 9.71 

yang telah dibuat Kemudian isi scale factor pada ETABS dengan rumus : 

                                                              (1) 

Dimana :  

G  =  Gravitasi 
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I  = Faktor Keutamaan Gedung (SNI 1726:2012, Tabel 2) 

R  = Koefisien Modifikasi Respon (SNI 1726:2012, Tabel 9) 

3.2.4 Beban Tsunami 

Perhitungan beban tsunami berdasarkan peraturan FEMA. 

Tabel 2. Beban Tsunami 

Gaya Hidrostatik Fh = 0,5 . g . ρs . B . h max² (di ketinggian 1/3 hmax pada 

= 28541,7 kg bidang terkena aliran tsunami)

Gaya Apung Fb =  ρs . g . V (pada lantai yang terendam

= 5830 kg  genangan tsunami)

Gaya Hidronamik Fd = 0,5 . ρs . Cd . B . (hu2)max 

= 7595,775 kg (pada elemen struktur terkena

genangan tsunami)

Gaya Impuls Fs = 1,5 x Fd

Fs = 11393,66 kg (pada dinding struktural)

Gaya hantaman Fi = 1,3 . umax . √ [ (k . md . (1 + c) ] (pada elemen struktur

 Puing-puing = 63593,18 kg mengalami benturan)

Gaya akibat Fdm = (1/2).ρs . Cd . Bd (hu2)max (pada elemen struktur 

bendung puing-puing = 151916 kg yang lebar > 12 m)

Gaya tambahan Fr =  ρs . g .  hr (pada plat lantai teratas yang berada 

gravitasi = 6116 kg/m² di bawah permukaan genangan tsunami)

Gaya Angkat Fu = 1/2. Cu . ρs . Af . uv² (pada plat lantai teratas yang berada 

Hidrodinamik = 6,549379 kg/m² di bawah permukaan genangan tsunami)

Beban Tsunami

 

3.3 Respon Struktur 

Dari hasil analisis menggunakan software ETABS 2016, diperoleh nilai reaksi 

perletakan sebesar : 

Tabel 3. Nilai Reaksi Perletakan 

Nilai Reaksi Nilai Reaksi

Perletakan Perletakan

1 6347,982144 19 1650,745124

2 2080,927002 20 4368,654584

3 1198,185828 21 1889,998894

4 1137,16505 22 1908,656526

5 1134,994252 23 1911,390922

6 1179,60885 24 1907,420452

7 4350,28468 25 5459,418986

8 7878,230878 26 1548,4196

9 7993,20046 27 1426,351192

10 2023,179032 28 1409,01215

11 1906,642332 29 1401,801506

12 1901,210094 30 1449,581504

13 1945,15839 31 4560,973214

14 4127,446008 32 3252,969958

15 2749,41205 33 2236,665662

16 3487,142526 34 2218,515964

17 1080,566032 35 3421,881386

18 4795,460656

Label Label
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3.4 Analisis Likuifaksi 

Tabel 4. Perhitungan Likuifaksi 

Depth (m) N-SPT ɣsat (kN/m³) ɣw (kN/m³) ɣdry (kN/m³) GWL (m)

2 34 19,0625 9,81 9,2525 1

4 54 19,0625 9,81 9,2525 1

6 52 19,0625 9,81 9,2525 1

8 48 21,4520 9,81 11,6420 1

10 50 21,4520 9,81 11,6420 1

12 38 19,8730 9,81 10,0630 1

14 22 19,8730 9,81 10,0630 1

16 18 19,8730 9,81 10,0630 1

18 10 19,8730 9,81 10,0630 1

20 8 17,9330 9,81 8,1230 1

22 8 17,9330 9,81 8,1230 1

24 12 17,9330 9,81 8,1230 1

26 10 18,9530 9,81 9,1430 1

28 24 18,9530 9,81 9,1430 1

30 28 18,9530 9,81 9,1430 1

32 19 18,0520 9,81 8,2420 1

34 14 18,0520 9,81 8,2420 1

36 40 18,0520 9,81 8,2420 1

38 44 18,0520 9,81 8,2420 1

40 49 18,0520 9,81 8,2420 1  
σ (kN/m²) u (kN/m²) σ' (kN/m²) rd (m) Magnitudo (SR) amax (g)

28,315 9,8100 18,5050 0,9847 7,6 0,60

46,820 29,4300 17,3900 0,9694 7,6 0,60

65,325 49,0500 16,2750 0,9541 7,6 0,60

88,609 68,6700 19,9390 0,9388 7,6 0,60

111,893 88,2900 23,6030 0,9070 7,6 0,60

133,598 107,9100 25,6880 0,8536 7,6 0,60

153,724 127,5300 26,1940 0,8002 7,6 0,60

173,850 147,1500 26,7000 0,7468 7,6 0,60

193,976 166,7700 27,2060 0,6934 7,6 0,60

207,890 186,3900 21,5000 0,6400 7,6 0,60

221,804 206,0100 15,7940 0,5866 7,6 0,60

235,718 225,6300 10,0880 0,5520 7,6 0,60

251,818 245,2500 6,5680 0,5360 7,6 0,60

270,104 264,8700 5,2340 0,5200 7,6 0,60

288,390 284,4900 3,9000 0,5040 7,6 0,60

304,874 304,1100 0,7640 0,5000 7,6 0,60

321,358 323,7300 -2,3720 0,5000 7,6 0,60

337,842 343,3500 -5,5080 0,5000 7,6 0,60

354,326 362,9700 -8,6440 0,5000 7,6 0,60

370,810 382,5900 -11,7800 0,5000 7,6 0,60  
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g (m/s²) CSR CN (N1)60 (N1)60CS CRR

9,81 0,0599 1,5884 40,5040 40,5040 0,1415

9,81 0,1038 1,6013 64,8519 64,8519 0,4431

9,81 0,1522 1,6144 62,9609 62,9609 0,4270

9,81 0,1659 1,5721 56,5961 56,5961 0,3701

9,81 0,1709 1,5320 57,4501 57,4501 0,3780

9,81 0,1765 1,5101 43,0372 43,0372 0,2034

9,81 0,1867 1,5048 24,8300 24,8300 0,2886

9,81 0,1933 1,4997 20,2454 20,2454 0,2185

9,81 0,1965 1,4945 11,2088 11,2088 0,1239

9,81 0,2460 1,5548 9,3286 9,3286 0,1072

9,81 0,3275 1,6201 9,7206 9,7206 0,1107

9,81 0,5128 1,6912 15,2205 15,2205 0,1623

9,81 0,8170 1,7382 13,0365 13,0365 0,1409

9,81 1,0668 1,7567 31,6208 31,6208 0,6499

9,81 1,4816 1,7756 37,2881 37,2881 -0,0326

9,81 7,9322 1,8217 25,9597 25,9597 0,3122

9,81 -2,6930 1,8703 19,6382 19,6382 0,2110

9,81 -1,2192 1,9215 57,6459 57,6459 0,3798

9,81 -0,8148 1,9756 65,1963 65,1963 0,4460

9,81 -0,6257 2,0329 74,7089 74,7089 0,5239  
MSF CRRMW FS REMARKS

0,9667 0,1368 2,2839 TL

0,9667 0,4283 4,1278 TL

0,9667 0,4127 2,7109 TL

0,9667 0,3578 2,1571 TL

0,9667 0,3654 2,1378 TL

0,9667 0,1966 1,1138 TL

0,9667 0,2789 1,4941 TL

0,9667 0,2112 1,0925 TL

0,9667 0,1198 0,6095 L

0,9667 0,1037 0,4214 L

0,9667 0,1070 0,3266 L

0,9667 0,1569 0,3059 L

0,9667 0,1362 0,1667 L

0,9667 0,6283 0,5889 L

0,9667 -0,0315 -0,0213 L

0,9667 0,3018 0,0380 L

0,9667 0,2039 -0,0757 L

0,9667 0,3672 -0,3012 L

0,9667 0,4311 -0,5291 L

0,9667 0,5064 -0,8094 L  

Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh tanah pada lapisan 4, 5 dan 6 yaitu 

pada kedalaman 18-40 m mengalami likuifaksi. 
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3.5 Daya Dukung Pondasi 

Perhitungan Kapasitas Tiang Aksial Statis 

dengan Metode SPT Meyerhof

Hitung tegangan overburden efektif (po) 

ɣ x z

Pada z= 0 po= 0,0000

Pada z= 1 po= 19,0625

Pada z= 2 po= 28,3150

Pada z= 4 po= 46,8200

Pada z= 6 po= 65,325

Pada z= 8 po= 88,609

Pada z= 10 po= 111,893

Pada z= 12 po= 133,598

Pada z= 14 po= 153,724

Pada z= 16 po= 173,85

Pada z= 18 po= 193,976

Pada z= 20 po= 207,89

Pada z= 22 po= 221,804

Pada z= 24 po= 235,718

Pada z= 26 po= 251,818

Pada z= 28 po= 270,104

Pada z= 30 po= 288,39

Pada z= 32 po= 304,874

Pada z= 34 po= 321,358

Pada z= 36 po= 337,842

Pada z= 38 po= 354,326

Pada z= 40 po= 370,81

Cara 1

Sub Tahap 1

 
Hitung faktor koreksi dengan menggunakan persamaan (8.10) 

untuk menentukan nilai N'SPT terkoreksi

11,6413881

8,33134004

23,13471336

24,74722843

26,81430574

5,752647348

8,384819049

6,766405232

15,6767629

17,67619237

0,595095717

0,578367834

0,56243701

0,547230729

#DIV/0!

15,39738847

47,85243574

66,91923816

58,64904158

49,24413135

47,39495448

33,76723205

18,5170974

14,40977078

7,639113768

5,92596372

0,698734921

0,676640523

0,653198454

0,631292585

0,612704637

0,841686245

0,800542821

0,763911377

0,740745465

0,719080918

1,239245151

1,127866184

1,025919403

0,94789909

0,8886113738

22

18

10

8

8

12

10

24

28

19

14

40

44

49

14

16

18

20

22

321,3580

337,8420

354,3260

370,8100

235,7180

251,8180

270,1040

288,3900

304,8740

153,7240

173,8500

193,9760

207,8900

221,8040

34

36

38

40

24

26

28

30

32

12

Faktor Koreksi (CN) N'SPT Terkoreksi

0

1

2

0,0000

19,0625

28,3150

#DIV/0!

1,539738847

1,407424581

111,8930

133,5980

0

10

34

54

52

48

50

46,8200

65,3250

88,6090

Kedalaman (m) Po (kPa) NSPT Lapang

4

6

8

10
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Sub Tahap 2. Hitung nilai N'SPT terkoreksi rata-rata untuk setiap lapisan tanah

Disepanjang tiang yang tertanam kedalam tanah, profil tanah dibagi dalam 

3 lapisan yaitu :

1. Lapisan 1 (1-6m), pasir kelanauan, maka :

N1= 47,205

2. Lapisan 2 (6-11m), pasir bergradasi baik sedikit lanau, maka :

N2= 48,32

3. Lapisan 3 (11-18m), pasir kelanauan, maka :

N3= 18,583

4. Lapisan 4 (18-25m), lanau, maka :

N4= 6,6878

5. Lapisan 5 (25-30m), lanau, maka :

N5= 13,373

6. Lapisan 6 (30-40m), lauan, maka :

N6= 18,934  
Sub Tahap 3. Hitung tahanan gesek dinding tiang persatuan luas, fs (kPa)  

untuk setiap lapisan tanah menggunakan persamaan (8.11) untuk tiang 

pancang dengan perpindahan sbb :

Lapisan 1 fs-1 = 94,41

Lapisan 2 fs-2 = 96,64

Lapisan 3 fs-3 = 37,17

Lapisan 4 fs-4 = 13,38

Lapisan 5 fs-5 = 26,75

Lapisan 6 fs-6 = 37,87

Sub Tahap 4. Hitung tahanan gesek ultimit, Rs (kN)

Cd= 1,1

Lapisan 1 Rs1 = 415,4

Lapisan 2 Rs2 = 531,5

Lapisan 3 Rs3 = 286,2

Lapisan 4 Rs4 = 103 diabaikan

Lapisan 5 Rs5 = 147,1 diabaikan

Lapisan 6 Rs6 = 74,98 diabaikan

Total = 1233  
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Tahap 5. Hitung nilai N'-SPT terkoreksi rata-rata dekat ujung tiang No dan NB

Nilai N'-SPT terkoreksi rata-rata pada lapisan atas :

No= 13,373

Nilai N'SPT terkoreksi rata-rata pada lapisan pendukung

NB= 11,641

Sub tahap 6. Hitung tahanan ujung tiang persatuan luas, qt (kPa)

qt= 4993 ≤ 4657

Gunakan qt= 4657

Sub Tahap 7. Hitung tahanan ujung ultimit, RT (kN)

At= 0,096

Rt= 448,19

Sub Tahap 8. Hitung kapasitas tiang ultimit, Qu (kN)

Qus= 1681,3  
Sub Tahap 9. Hitung beban izin rencana, Qa (kN)

Qa= 840,65

Qug= n x Qus

Untuk kelompok tiang 4

Qug= 6725,2 Kn

Untuk kelompok tiang 6

Qug= 10088 Kn  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis likuifaksi dan daya dukung pondasi Shelter Nurul Haq Padang 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tanah pada kedalaman 18-40 m mengalami likuifaksi sehingga sangat 

berbahaya pada struktur saat terjadi gempa bumi. 

2. Daya dukung pada pondasi Shelter Nurul Haq mampu menahan beban 

struktur yang dipikul. 
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ABSTRACT 

Geographically, the area of Bandar Lampung is directly adjacent to Lampung Bay in the 

south. The coastal plains of Lampung Bay are classified as narrow coastal plains and 

proving. The wide area of Lampung Bay certainly has its own weather characteristics that 

affect the surrounding area of Bandar Lampung which is greatly influenced by diurnal 

circulation in the form of sea breeze and land breeze. This research will use observation 

data from the Lampung Marine Meteorology Station and the output of the WRF-ARW 

model. The result shows that in Lampung Bay Coast, the average wind moves southerly 

during the year. The main cause of rain in Bandar Lampung region is the water vapor 

carried by the wind from the sea. 

Keywords : Sea Breeze, Monsoon, WRF-ARW Model 

ABSTRAK 

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Teluk 

Lampung di bagian selatan. Dataran wilayah pesisir Teluk Lampung tergolong sebagai 

daratan pantai sempit dan perbuktian. Wilayah Teluk Lampung yang luas tentunya 

mempunyai karateristik cuaca tersendiri yang berpengaruh terhadap daerah di 

sekitarnya yaitu Kota Bandar Lampung yang tentunya besar dipengaruhi oleh sirkulasi 

diurnal berupa angin laut dan angin darat. Penlitian ini akan menggunakan data 

observasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Lampung dan hasil keluaran dari model WRF-

ARW. Hasil yang didapatkan bahwa di Pesisir Teluk Lampung angin rata-rata bergerak 

dari arah selatan sepanjang tahun. Penyebab utama hujan di wilayah Bandar Lampung 

adalah uap air yang dibawa oleh angin dari arah laut. 

Kata Kunci : Angin Laut, Angin Monsun, Model WRF-ARW 

1. PENDAHULUAN 

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Teluk 

Lampung di bagian selatan. Dataran wilayah pesisir Teluk Lampung tergolong 

sebagai daratan pantai sempit dan perbuktian (Lampung: Profil Kota Bandar 

Lampung). Wilayah Teluk Lampung yang luas tentunya mempunyai karateristik 

cuaca tersendiri yang berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya yaitu Kota Bandar 

Lampung. Wilayah Bandar Lampung yang berbatasan langsung dengan laut 

tentunya besar dipengaruhi oleh sirkulasi diurnal berupa angin laut dan angin darat. 

Yamanka dkk (2016) [13] dalam penelitiannya mengatakan bahwa cuaca di 

Indonesia paling dominan dipengaruhi oleh siklus hujan harian dan sirkulasi angin 

mailto:achmad.raflie@bmkg.go.id
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laut-darat di sekitar garis pantai yang disebabkan perbedaan suhu antara laut dan 

darat. Sebagai negara tropis, sirkulasi angin laut-darat di kepulauan maritim menjadi 

faktor penting dalam mekanisme terjadinya hujan (Birch dkk; 2015 [26], Pahlevi dkk; 

2017[27]). Angin laut-darat menyebabkan perubahan karakter pada variabel 

meteorologis. Perubahan pada angin, suhu udara, dan kelembaban yang 

disebabkan oleh angin laut-darat karena adanya aliran adveksi dan variasi diurnal 

pada variabel tersebut (Panchal; 1992) [22].  

Angin laut dan angin darat sangat dipengruhi oleh topografi dari suatu wilayah (Qian 

dkk; 2011) [31]. Angin laut juga berinteraksi dengan aliran induksi panas lainnya 

seperti angin gunung lembah, sirkulasi panas dari pemukiman, dan sirkulasi angin 

laut lainnya (Hisada dkk; 2009 [2], Steele dkk; 2013 [11]). Siklus panas harian di atas 

daerah pesisir yang berbukit adalah kombinasi yang kuat antara pemanasan harian 

dan pendinginan di atas medan yang lebih tinggi dan perbedaan panas laut-darat 

(Romatschke; 2011) [6].  

Penelitian mengenai angin laut dan angin darat telah banyak dilakukan di tempat 

yang berbeda sebelumnya. Penelitian ini telah dilakukan di Spanyol (Azorin dkk; 

2011), Japan (Tsunematsu dkk; 2009), Australia (Clarke dkk; 1989), Sardinia (Furberg 

dkk; 2002), Finland (Savijarvi dkk; 1988), Greece (Papanastasiou dkk; 2010), Amerika 

Serikat (Challa dkk; 2009), Inggris (Miller; 2002) [11], Deli Serdang (Saragih dkk; 2017) 

[12], Java (Qian dkk; 2010) [26], Jakarta (Hadi dkk; 2002) [25], dan Padang (Pahlevi 

dkk; 2017) [27].  

Penelitian ini akan menggunakan data observasi dari Stasiun Meteorologi Maritim 

Lampung dan data simulasi dari model WRF-ARW (Weather Research and Forecasting 

– Advanced Research Weather). Simulasi angin laut darat dengan menggunakan 

model WRF-ARW telah dilakukan sebelumnya oleh Steele (2013), Saragih (2017), dan 

Pahlevi (2017). Dari hasil penelitian mereka, model ini memiliki hasil yang baik dan 

akurat dalam mensimulasikan sirkulasi angin laut dan angin darat. 

Berdasarkan hal tersebut, sirkulasi angin laut dan angin darat sangat besar 

pengaruhnya terhadap sistem cuaca skala lokal. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini, penulis akan melakukan penelitian sejauh mana pengaruh dari angin laut dan 

darat terhadap cuaca di wilayah Bandar Lampung. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik karena 

menekankan pada analisis dari suatu kejadian yang terjadi di lapangan sebagai 

bahan kajian lebih lanjut untuk menjawab mengapa dan bagaimana suatu 

fenomena terjadi. Model penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus 

mengharuskan peneliti mengumpulkan semua data mengenai keadaan subjek 

penelitian saat sekarang, pengalaman masa lampau, lingkungannya dan bagaimana 

variabel - variabel ini saling berhubungan. 

Data yang digunakan adalah data angin permukaan dari Stasiun Meteorologi 

Maritim Lampung dan data keluaran hasil dari model WRF-ARW dengan resolusi 

spasial 4 km dan resolusi temporal 1 jam. Penelitian ini dilakukan di Teluk Lampung 

dan Wilayah Bandar Lampung pada lintang 5.30LS – 5.60 LS dan 105.20BT – 
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105.50BT dan dilakukan sepanjang tahun 2017 untuk melihat pengaruh monsun 

Asia, monsun Australia dan pada periode peralihan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas analisis kondisi atmosfer saat terjadinya interaksi 

angin laut, serta monsun Asia, monsun Australia, dan masa peralihan (dari monsun 

Asia ke monsun Australia dan monsun Australia ke monsun Asia). 

3.1 Simulasi Interaksi Angin Laut Saat Monsun Asia 

 

 

Pada saat terjadinya monsun Asia, pergerakan angin di wilayah Bandar Lampung 

akan terpengaruh oleh adanya monsun Asia. Pada gambar 1.a, windrose di wilayah 

pesisir Teluk Lampung memiliki arah angin dominan dari selatan dengan 

persentase sampai 52%. Hal ini berbeda dengan angin permukaan hasil dari 

keluaran model WRF-ARW. Pada gambar 1.b, angin permukaan dari model WRF-

ARW menunjukkan bahwa di Bandar Lampung angin bergerak dari Barat Laut 

dengan kecepatan yang relatif rendah yaitu antara 5-7 knot.  

Perbedaan hasil antara observasi dan model dapat disebabkan oleh adanya angin 

monsun. Angin monsun Asia akan melemahkan pengaruh dari angin laut di 

wilayah Bandar Lampung. Angin laut hanya terjadi di wilayah Pesisir Teluk 

Lampung dan mulai melemah ketika mendekati daratan. Adanya angin laut di 

Teluk Lampung dan pengaruh dari angin monsun di wilayah daratan dapat 

menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi di wilayah Bandar Lampung. 

 

 

Gambar 1. Angin permukaan selama terjadinya muson Asia dari a) Windrose dari 

data observasi di pesisir Teluk Lampung dan b) data angin permukaan dari model 

WRF-ARW 
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Pada gambar 2, dapat dilihat bahwa angin dari permukaan hingga lapisan 700 mb 

didominasi oleh angin dari utara dengan kecepatan hingga 20 knot. Pada lapisan 

350-700 mb, pergerakan angin berubah dari arah selatan dengan kecepatan 

hingga 20 knot, kemudian berubah kembali menjadi dari arah utara dengan 

kecepatan yang relatif lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat terjadinya 

monsun Asia, angin permukaan hingga lapisan 700 mb di wilayah Bandar 

Lampung sangat besar dipengaruhi oleh adanya mosun Asia. 

Angin, baik itu skala lokal ataupun sinoptik akan membawa variabel atmosfer dari 

suatu tempat ke tempat lain. Variabel itu bisa berupa debu hingga uap air. Pada 

saat terjadinya monsun Asia, angin di wilayah Bandar Lampung terdapat dua arah 

yang berbeda yaitu dari utara dan selatan. Utara di daratan dan selatan di daerah 

pesisir Teluk Lampung. Pada gambar 3, uap air di wilayah selatan lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah utara. Uap air di selatan melebihi 0.017 kg/kg dan di 

selatan sekitar 0.016 kg/kg. 

 

Gambar 2. Cross Section angin dengan lintang dan level ketinggian yang 

berbeda pada bujur 105.30BT saat terjadinya muson Asia 
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Angin yang bergerak dari selatan di pesisir dan angin yang bergerak dari utara di 

daratan menyebabkan terjadinya konvergensi di wilayah Bandar Lampung. Uap air 

yang lebih banyak di selatan akan terbawa oleh angin laut di wilayah pesisir teluk 

Lampung menuju Bandar Lampung. Adanya konvergensi antara angin laut dan 

angin monsun Asia di wilayah Bandar Lampung menyebabkan adanya kenaikan 

massa udara. Uap air yang terbawa dari Teluk Lampung akan menjadi penyebab 

terbentuknya awan di wilayah Bandar Lampung. 

3.2 Simulasi Interaksi Angin Laut dan Monsun Australia 

Pada saat terjadinya monsun Australia, pergerakan angin tentunya akan 

dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Pada gambar 4.a, angin dominan 

keluaran dari windrose, menunjukkan bahwa angin di wilayah pesisir Lampung 

memiliki arah dominan dari Selatan dengan persentase hingga mencapai 69%. 

Hasil keluaran dari windrose memiliki hasil keluaran yang hampir sama dengan 

hasil keluaran dari model WRF-ARW. Pada gambar 4.b, angin permukaan hasil 

keluaran dari model WRF-ARW menunjukkan bahwa angin di wilayah pesisir Teluk 

Lampung hingga wilayah Bandar Lampung memiliki arah dominan dari selatan 

dengan kecepatan 5-7 knot. 

Gambar 3. Cross Section mixing ratio uap air dengan lintang dan level 

ketinggian yang berbeda pada bujur 105.30BT saat terjadinya muson Asia 
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Monsun Australia meningkatkan pengaruh dari angin laut di wilayah Pesisir Teluk 

Lampung. Angin yang bergerak dari laut bukan hanya terjadi di wilayah Pesisir 

melainkan menjalar hingga seluruh wilayah Bandar Lampung. Angin monsun 

Australia dan angin laut yang memiliki arah yang sama menyebabkan tidak adanya 

konvergensi di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. 

Pada gambar cross section angin (gambar 5), angin dari permukaan hingga lapisan 

800 mb didominasi oleh angin yang bergerak dari selatan dengan kecepatan 

antara 0-15 knot. Pada lapisan 300-800 mb angin dari arah utara, tetapi memiliki 

kecepatan yang relatif lemah. Kecepatan angin meningkat pada lapisan 150-300 

mb, dengan kecepatan angin dapat melebihi 20 knot. Hal ini menunjukkan bahwa 

saat adanya monsun Australia pengaruh angin di wilayah Bandar Lampung relatif 

lemah yaitu hanya mencapai dari lapisan permukaan hingga lapisan 800 mb. 

  

  

Gambar 4. Angin permukaan selama terjadinya muson Australia dari a) Windrose 

dari data observasi di pesisir Teluk Lampung dan b) data angin permukaan dari 

model WRF-ARW 
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Gambar 5. Cross Section angin dengan lintang dan level ketinggian yang 

berbeda pada bujur 105.30BT saat terjadinya muson Australia 

Gambar 6. Cross Section mixing ratio uap air dengan lintang dan level ketinggian 

yang berbeda pada bujur 105.3
0
BT saat terjadinya muson Australia 
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Berdasarkan gambar cross section mixing ratio uap air pada saat terjadinya 

monsun Australia (gambar 6), uap air di selatan memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan uap air di utara. Uap air di utara memiliki nilai hingga 

melebihi 0,017 kg/kg dan uap air di selatan memiliki nilai 0.015 kg/kg. Angin laut 

serta angin monsun yang memperkuat pergerakan angin dari selatan akan 

membawa uap air menuju wilayah Bandar Lampung. 

3.3 Simulasi Angin Laut Saat Peralihan (Monsun Asia ke Monsun Australia) 

Pada saat terjadinya peralihan dari monsun Asia ke monsun Australia, pengaruh 

dari monsun Asia masih dapat terlihat meskipun lemah. Seperti terlihat pada 

gambar 4.b, angin umumnya bergerak dari barat laut tetapi angin permukaan di 

wilayah Bandar Lampung memiliki arah yang variabel dengan kecepatan yang 

lemah yaitu 0-3 knot. Pada gambar 7.a, angin di Pesisir Teluk Lampung umumnya 

bergerak dari selatan dengan kecepatan yang bahkan dapat mencapai 20 knot. 

Pelemahan dari monsun Asia dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 

pengaruh lokal terhadap cuaca di wilayah Bandar Lampung. Peningkatan 

pengaruh lokal ini ditunjukkan dengan peningkatan pengaruh angin laut di pesisir 

Teluk Lampung yang mencapai 75%.  Arah angin yang bervariabel di wilayah 

Bandar Lampung juga menunjukkan adanya konvergensi di Bandar Lampung. 

  

  

Gambar 7. Angin permukaan selama terjadinya peralihan (muson Asia ke muson 

Australia dari a) Windrose dari data observasi di pesisir Teluk Lampung dan b) data 

angin permukaan dari model WRF-ARW 
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Pada gambar 8, kecepatan angin relatif lemah dan arah angin berubah-ubah pada 

lapisan yang berbeda-beda. Pada lapisan permukaan hingga lapisan 800 mb, arah 

angin dari selatan dengan kecepatan 0-10 knot. Arah angin berubah dari lapisan 

550-800 mb dengan arah angin dari utara dengan kecepatan 0-10 knot. Arah angin 

kembali berubah pada lapisan 400-550 mb dengan arah dari selatan dengan 

kecepatan 0-10 knot. Pada lapisan 150-400 mb, perubahan arah angin juga diiringi 

dengan terjadinya peningkatan kecepatan, angin bergerak dari selatan dengan 

kecepatan hingga mencapai 20 knot. Angin yang berubah-ubah pada setiap 

lapisannya, serta kecepatan angin yang relatif lemah menunjukkan bahwa pada 

masa peralihan ini, kondisi angin lebih dipengaruhi oleh faktor lokal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Cross Section angin dengan lintang dan level ketinggian yang 

berbeda pada bujur 105.3
0
BT saat terjadinya muson peralihan (muson Asia ke 

muson Australia) 
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Pada gambar 9, cross section mixing ratio menunjukkan bahwa kandungan uap air 

yang banyak hanya terdapat pada lapisan permukaan hingga lapisan 880 mb. 

Kandungan uap air terbanyak juga terdapat di selatan 0,017 kg/kg dibandingkan 

dengan di utara 0.015 kg/kg. Angin yang bertiup dari arah selatan juga akan 

membawa uap air menuju utara. Adanya konvergensi di wilayah Bandar Lampung 

akan menyebabkan terjadinya pembentukan awan di Bandar Lampung. 

3.4 Simulasi Angin Laut Saat Peralihan Monsun Australia ke Monsun Asia 

Pada saat terjadinya peralihan dari Monsun Australia ke Monsun Asia, pengaruh 

dari monsun Australia terlihat melemah. Pada gambar 10.a, angin dominan 

bergerak dari selatan dengan persentase hingga mencapai 85%. Pada gambar 

10.b, angin di wilayah Lampung umumnya bergerak dari Tenggara, tetapi mulai 

melemah ketika memasuki wilayah Bandar Lampung. 

 

 

 

 

Gambar 9. Cross Section mixing ratio uap air dengan lintang dan level ketinggian yang 

berbeda pada bujur 105.3
0
BT saat terjadinya masa peralihan dari muson Asia ke Muson 

Australia 
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Gambar 10. Angin permukaan selama terjadinya peralihan (muson Australia ke muson Asia 

dari a) Windrose dari data observasi di pesisir Teluk Lampung dan b) data angin permukaan 

dari model WRF-ARW 

Angin yang bergerak dari utara bertemu dengan angin yang bergerak dari selatan 

di wilayah Bandar Lampung. Adanya pertemuan massa udara ini akan 

menyebabkan terjadinya konvergensi yang membuat udara menjadi labil. 

Pertemuan massa udara ini juga mengakibatkan kecepatan angin yang lemah di 

wilayah Bandar Lampung berkisar antara 0-3 knot. 

Pada gambar 11, cross section angin menujukkan bahwa kecepatan angin relatif 

lemah dari lapisan permukaan hingga lapisan 200 mb dengan kecepatan angin 

berkisar antara 0-5 knot. Kecepatan angin mulai meningkat pada lapisan 100-200 

mb dengan arah dari utara dan kecepatan angin melebihi 20 knot. Angin yang 

lemah menggambarkan bahwa adanya daerah konvergensi di wilayah Bandar 

Lampung. 

Pada gambar 12, cross section mixing ratio menunjukkan bahwa kandungan uap air 

yang banyak terdapat pada lapisan permukaan hingga lapisan 850 mb. Kandungan 

uap air terbanyak juga terdapat di selatan 0,017 kg/kg dibandingkan dengan di 

utara 0.016 kg/kg. Angin yang bertiup dari arah selatan juga akan membawa uap 

air yang lebih banyak di selatan menuju utara. Adanya konvergensi di wilayah 

Bandar Lampung akan menyebabkan terjadinya pembentukan awan di sekitar 

wilayah Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Angin permukaan selama terjadinya peralihan (muson Australia ke 

muson Asia dari a) Windrose dari data observasi di pesisir Teluk Lampung dan  

b) data angin permukaan dari model WRF-ARW 
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Gambar 11. Cross Section angin dengan lintang dan level ketinggian yang berbeda pada 

bujur 105.30BT saat terjadinya peralihan muson Australia ke muson Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Cross Section mixing ratio uap air dengan lintang dan level ketinggian yang 

berbeda pada bujur 105.30BT saat terjadinya masa peralihan dari muson Asia ke Muson 

Australia 

Gambar 11. Cross Section angin dengan lintang dan level ketinggian yang berbeda 

pada bujur 105.3
0

BT saat terjadinya peralihan muson Australia ke muson Asia 

Gambar 12. Cross Section mixing ratio uap air dengan lintang dan level ketinggian 

yang berbeda pada bujur 105.3
0

BT saat terjadinya masa peralihan dari muson Asia 

ke Muson Australia 

 

Gambar 11. Cross Section angin dengan lintang dan level ketinggian yang berbeda 

pada bujur 105.3
0

BT saat terjadinya peralihan muson Australia ke muson Asia 

Gambar 12. Cross Section mixing ratio uap air dengan lintang dan level ketinggian 

yang berbeda pada bujur 105.3
0

BT saat terjadinya masa peralihan dari muson Asia 

ke Muson Australia 
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3.5 Pembahasan 

Model WRF-ARW menunjukkan hasil yang baik ketika mensimulasikan angin skala 

sinoptik, tetapi memiliki hasil yang kurang baik pada angin skala lokal seperti angin 

laut. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan arah angin di wilayah Teluk Lampung 

antara hasil observasi dan hasil keluaran model WRF-ARW. Selain itu, kecepatan 

angin yang ditunjukkan oleh model memiliki kecepatan angin yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan kecepatan angin hasil observasi. 

Selama empat periode yaitu periode monsun Asia, peralihan dari monsun Asia ke 

monsun Australia, monsun Australia, dan peralihan dari monsun Australia ke 

monsun Asia menujukkan bahwa angin di wilayah pesisir Teluk Lampung memiliki 

arah dari selatan (angin laut). Angin laut yang dihasilkan model memiliki arah yang 

berbeda-beda pada keempat periode tersebut. Pada saat monsun Asia angin 

bergerak dari arah utara, saat kedua masa peralihan angin memiliki arah yang 

variabel (berubah-ubah), dan saat monsun Australia angin memiliki arah dari 

selatan di wilayah Bandar Lampung. 

Pengaruh monsun terhadap angin ini bukan hanya terjadi pada level permukaan, 

tetapi hingga ke level atas (100 mb). Pada saat monsun Asia dan monsun Australia, 

pengaruh monsun berdampak pada kecapatan angin yang tinggi di permukaan 

hingga mencapai lapisan 800 mb. Hal ini berbeda dengan saat terjadinya 

peralihan, kecepatan angin relatif lemah dan memiliki arah yang terus berubah-

ubah pada setiap lapisannya. 

Selain angin di Teluk Lampung, uap air juga memiliki konsentrasi yang konstan 

dimana uap air di selatan (wilayah Teluk Lampung) memiliki konsentrasi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan konsentrasi uap air di utara. Angin yang selalu 

konstan di pesisir Teluk Lampung yang bergerak dari selatan ke utara akan 

membawa uap air dari Teluk Lampung menuju wilayah Bandar Lampung.  

Pada saat terjadinya monsun Asia, uap air yang berasal dari Teluk Lampung akan 

bertemu dengan udara dingin yang dibawa bersamaan dengan monsun Asia, serta 

menjadi penyebab terbentuknya awan. Hal ini yang menyebabkan terbentuknya 

hujan dengan intensitas yang tinggi di wilayah Bandar Lampung. Pada saat 

peralihan, adanya konvergensi di wilayah Bandar Lampung menyebabkan uap air 

yang dibawa dari Teluk Lampung dapat terkondensasi dan terbentuk awan. Hal ini 

berbeda dengan saat terjadinya monsun Australia. Angin laut yang diperkuat oleh 

adanya monsun Australia menyebabkan pengaruh monsun menjadi lebih besar ke 

daratan, sehingga tidak adanya pertemuan massa udara atau konvergensi yang 

dapat menyebabkan terjadinya pembentukan awan-awan hujan. 

4. KESIMPULAN 

Model WRF-ARW dapat digunakan untuk melakukan simulasi angin di wilayah 

Bandar Lampung, karena memiliki akurasi yang baik saat mensimulasikan angin 

sinoptik, tetapi memiliki kelemahan saat mensimulasikan angin lokal. Angin lokal 
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di wilayah Teluk Lampung berbeda dengan angin di wilayah Bandar Lampung. 

Angin di Teluk Lampung bergerak dari selatan (laut) secara terus-menerus 

sepanjang tahun, sedangkan angin di wilayah Bandar Lampung lainnya 

bergantung pada angin skala sinoptik yaitu angin monsun. 

Angin yang berasal dari selatan (angin laut) akan membawa uap air, tetapi tidak 

selalu terjadi pembentukan awan. Pada saat terjadinya monsun Asia dan masa 

peralihan, uap air yang dibawa oleh angin dari selatan akan bertemu dengan 

massa udara dari utara, sehingga terjadi pembentukan awan di wilayah Bandar 

Lampung. Sebaliknya pada saat monsun Australia, tidak adanya konvergensi angin 

menyebabkan uap air yang dibawa dari selatan tidak dapat terkondensasi menjadi 

awan. Hal inilah yang menyababkan hujan terjadi di Bandar Lampung pada masa 

peralihan dan monsun Asia, sedangkan tidak terjadi pada monsun Australia. 
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ABSTRAK  

Dalam UU Kebencanaan No. 24 Tahun 2007, bahwa tindakan yang dapat 

dilakukan pada penanganan bencana antara lain tindakan pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan. Salah satu tindakan yang 

dapat dilakukan pra bencana (mitigasi) yakni perlunya mengetahui karakteristik 

kebencanaan sebagai salah satu upaya mitigasi. Provinsi Sumatera Barat 

memiliki 19 Kota dan Kabupaten dimana 6 diantaranya sering mengalami 

bencana abrasi dan akresi karena merupakan wilayah pesisir yang berbatasan 

langsung dengan Samudera Hindia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

karakteristik bencana abrasi dan akresi disepanjang pesisir Provinsi Sumatera 

Barat periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Dengan mengetahui 

karakteristik abrasi dan akresi dari tahun 2003 dan 2016 akan diketahui pantai 

mana saja yang mengalami abrasi atau akresi. Penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis Teknik Sistem 

Informasi Geografis (SIG) untuk mendapatkan karakteristik bencana abrasi dan 

akresi di wilayah pesisir Sumatera Barat. telah terjadi bencana abrasi dan akresi 

di 32 titik yang tersebar di 6 Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Pasaman 

Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota 

Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. , terjadi bencana abrasi di pesisir 

Provinsi Sumatera Barat seluas 732.69 Ha dan akresi seluas 55,4 Ha. Hal ini 

membuktikan bahwa bencana abrasi menyebabkan berkurangnya daratan di 

Provinsi Sumatera Barat yang cukup besar yaitu rata-rata 56,3 Ha/tahun, 

sedangkan penambahan daratan hanya 4,26 Ha/tahun. Bencana abrasi terjauh 

terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sejauh 45,70 m atau rata-rata 3,52 

m/tahun. Sedangkan akresi  terjauh terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 

sejauh 36,91 atau rata-rata 2,84 m/tahun 

Katakunci : Abrasi, akresi, pesisir,  bencana, Sumatera Barat 

ABSTRACT 

In the Law No. 24/2007, that actions that can be taken on disaster management 

include prevention, mitigation, preparedness an emergency response. One of the 

actions that can be done pre-disaster (mitigation) is the need to know the 

characteristics of disaster as one of the mitigation efforts. West Sumatera province 

has 19 cities and regencies where 6 of them often experience abrasion and 

accretion disaster because it is a coastal area directly adjacent to the Indian 

Ocean. This study aims to examine the characteristics of abrasion and accretion 

disasters along the coast of West Sumatra Province from 2003 to 2016. By 
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knowing the characteristics of abrasion and accretion from 2003 and 2016 it will 

be known which beaches are experiencing abrasion or accretion. This research is 

qualitative and quantitative descriptive research with Geographic Information 

System (GIS) analysis method to get characteristic of abrasion and accretion 

disaster in coastal area of West Sumatra. there has been a disaster of abrasion 

and accretion in 32 points spread across 6 districts and cities, namely West 

Pasaman District, Agam Regency, Padang Pariaman District, Pariaman City, 

Padang City and Padang Pariaman District. , an abrasion disaster in the coastal 

area of West Sumatra Province of 732.69 Ha and 55.4 ha of acres. This proves that 

the abrasion debacle causes the decrease of land in West Sumatera Province 

which is big enough that is average 56,3 Ha / year, while the addition of land is 

only 4,26 Ha / year. The farthest abrasion disasters are located in South Pesisir 

Regency, which is 45.70 m or 3.52 m / year on average. While the farthest 

accretion is in the South Pesisir Regency is as far as 36.91 or an average of 2.84 m 

/ year. 

Keywords: Abrasion, accretion, coastal, disaster, West Sumatra 

1. PENDAHULUAN 

Wilayah Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi tinggi 

mengalami bencana alam seperti tsunami, gunung merapi dan longsor. Tingginya 

potensi bencana terutama tsunami dan letusan gunung merapi ini disebabkan 

karena wilayah Indonesia terdiri dari tatanan dan proses geologi yang terletak di 

tiga lempeng bumi yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Menurut data BNPB 

2016 [1], 80 % wilayah Indonesia sangat beresiko terjadi bencana 

hidrometeorologi.  

Ada 10 jenis bencana yang beresiko di Indonesia diantaranya adalah banjir, banjir 

bandang, cuaca ekstrim, abrasi dan gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran 

hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung merapi, longsor dan tsunami. 

Dibandingkan dengan jumlah bencana pada 2015, peristiwa bencana tahun 2016 

meningkat sebesar 35%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92% bencana tahun ini 

adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir, longsor dan puting 

beliung. 

Selama 2016 terjadi 766 bencana banjir, 612 longsor, 669 puting beliung, 74 

kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran hutan dan lahan, 13 gempa, tujuh 

gunung meletus, dan 23 gelombang pasang dan abrasi. Di Indonesia resiko 

bencana abrasi dan gelombang ekstrim terdapat pada wilayah seluas 1.888.085 

Ha, dengan jumlah manusia terpapar 4.917.327 jiwa serta dapat menimbulkan 

kerugian fisik  Rp. 22.042.350 M, kerugian ekonomi Rp. 1.290.842 M dan kerusakan 

lingkungan 460.252 Ha [1]. 

Di Pulau Sumatera terdapat 21 Kota/Kabupaten yang berisiko bencana tinggi. 

Adapun risiko bencana yang dominan adalah banjir, gempa bumi, kebakaran 

hutan dan lahan, tanah longsor, tsunami, erupsi gunung api dan banjir bandang. 

Target penurunan indek risiko bencana di Indonesia sebesar 30 % sampai dengan 
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tahun 2019 yaitu dengan strategi peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota. 

Peningkatan indeks kapasitas dimaksud diantaranya adalah kesiapan komponen 

kelembagaan,  peringatan dini, pendidikan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Sejalan 

dengan RPJMN arah kebijakan dan strategi, penurunan tingkat kerentanan 

terhadap bencana salah satunya adalah ”membangun dan menumbuhkan 

kearifan lokal dalam membangun dan bencana”.  

Secara historis Sumatera Barat merupakan kawasan yang telah banyak mengalami 

bencana. Bencana-bencana yang pernah terjadi di Sumatera Barat berdasarkan 

urutan persentasi tertinggi antara lain banjir 43 %, tanah longsor 18 %, kebakaran 

7%, banjir dan tanah longsor 7%, gempa bumi 6%, gelombang pasang/abrasi 3%, 

dan bencana lainnya 7% (Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia /DIBI). 

Bencana-bencana ini telah banyak menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan 

kerugian yang tidak sedikit baik dari masyarakat maupun pemerintah Indonesia. 

Walaupun bencana gelombang pasang dan abrasi hanya terjadi sebanyak 3 %, 

namun menurut penelitian Bambang Istijono [2] dari tahun 1918 telah terjadi 

pengikisan pantai Padang rata-rata 2,20 m/tahun. Bentuk pantai Padang relatif 

lurus, sebagian besar pantainya disusun oleh pasir, dibelakang pantai berupa 

dataran alluvial yang luas. Konsep dasar penanggulangan abrasi pantai Padang 

adalah meredam pengaruh energi gelombang laut dengan pemasangan batu 

diameter 0,50-1,50 m dan pasir pantai yang terancam stabilitasnya. Groin dengan 

material batu yang dipasang menjorok ke laut 15-25 m dengan interval 50 m dan 

tanggul pantai adalah bentuk proteksi pantai yang cukup berhasil di Kota Padang 

yang mulai dibangun tahun 1974 sampai sekarang. 

Hasil penelitian Haryani [3] tingkat kerentanan bencana  yang mengancam Pantai 

Padang (studi kasus Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah) terdiri dari 

bencana utama dan bencana ikutan. Bencana utama diantaranya; badai dan 

ancamanan tsunami merupakan kerentanan utama, abrasi pantai dan gelombang 

pasang kerentanan kedua, instrusi air laut dan sedimentasi kerentanan ketiga dan 

kerentanan rendah adalah bencana banjir. Sedangkan untuk bencana ikutan yang 

menduduki kerentanan utama adalah kerentanan ekonomi, kedua kerentanan 

fisik, kerentanan ketiga lingkungan dan kerentanan keempat kerentanan sosial. 

Sementara itu dari 19 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 6 

diantaranya adalah kota/kabupaten pesisir yang berbatasan dengan Samudera 

Hindia. kota dan kabupaten pesisir tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat, 

Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan 

Kabupaten Pesisir Selatan. Kota dan Kabupaten pesisir tersebut umumnya 

merupakan wilayah yang padat salah satunya Kota Padang yang merupakan 

Ibukota Provinsi.  

Kondisi geografis Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Samudera 

Hindia, berpotensi terjadinya abrasi dan akresi. Oleh sebab itu permasalahan 
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dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik bencana abrasi pantai dan 

akresi dari tahun 2003 dan 2016 diwilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji karakteristik bencana abrasi dan 

akresi dari tahun 2003 dan 2016 di pesisir Provinsi Sumatera Barat dan pantai 

mana saja yang mengalami abrasi atau akresi.  

2. BAHAN DAN METODE 

2.1 Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan studi yang digunakan yaitu secara deskriptif kuantitatif. 

Pendekatan secara deskriptif kuantitatif, yakni data dan informasi yang diperoleh, 

diolah dan disajikan dengan menggunakan bentuk tabel-tabel frekuensi dan 

persentase. Peta garis pantai tahun 2003 dengan peta garis pantai tahun 2016 

ditumpang tindihkan (overlay). Hasil yang diperoleh adalah pantai mana saja yang 

mengalami abrasi dan atau akresi.   

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode survey 

sekunder. Survei sekunder adalah metode dengan pengumpulan data dari 

berbagai instansi maupun studi literatur terkait substansi objek studi dalam 

bentuk peta-peta tematik buku-buku dan artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan 

yang diolah menjadi satu data dan informasi. Secara detail peta-peta (data 

sekunder) dan sumber dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 1 Jenis Data Dan Sumber 

Data Jenis Data Metode Analisis Sumber Data 

Data citra Landsat 

ETM tahun 2003  

Data citra Landsat 

OLI tahun 2016 

Data 

Sekunder 

berupa : 

Citra Satelit 

dari Landsat 

yang di 

peroleh dari 

USGS  

(U.S. 

Geological 

Survey) 

 

Menggunakan 

metode Band-Ratio 

dan Metode Single 

Band  untuk 

medapatkan 

deliniasi Batas 

darat dan air 

(batas nilai pixel) 

yang kegunaanya 

untuk 

mendapatkan 

garis pantai pada 

masing-masing 

citra baik landsat 

ETM tahun 2003 

dan landsat OLI 

2016. 

 

USGS U.S. 
Department of the 
Interior U.S. 
Geological Survey 
(USGS) atau 
Departemen Dalam 
Negeri Bidang Survei 
Geologi Amerika 
Serikat 
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2.3 Metode Analisis 

Metode analisis yang dipakai adalah metode perbandingan garis pantai tahun 

2003 dengan garis pantai tahun 2016. Adapun metode analisis dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Metode Analisis 

Tahap Pertama Tahap 

Kedua 

Tahap 

Ketiga 

Tahap Keempat 

Data citra Landsat ETM tahun 

2003 dan Landsat OLI tahun 

2016 atau akuisisi yang tahun 

berdekatan dengan kriteria 

utama masing-masing dataset 

yang dipilih adalah bebas 

awan, Persyaratan dataset 

Landsat yang digunakan untuk 

analisis dan didownload adalah 

data citra kandungan awan ≤ 

10 % dan belum mengalami 

cacat pada Scan Line Corrector 

(SLC) 

 

 

Untuk 

memudahk

an dalam 

analisis, 

jenis band 

multi-

spectral 

kedua 

dataset 

(Landsat-7 

ETM dan 

Landsat-8 

OLI) dibuat 

dalam 

bentuk 

stacking 

layer band 

(digabung) 

pada 

masing-

masing 

dataset. 

Karena 

cakupan 

daerah 

penelitian 

(seluruh  

Pesisir 

Sumatera 

Barat) 

membutuh

kan 3 buah 

scene 

(path/row) 

maka 

dengan 

langkah 

seperti ini 

dihasilkan 6 

buah file 

stacking 

untuk 

Deliniasi 

Batas darat 

dan air  

untuk 

mendapatka

n garis 

pantai 

dengan 

menggunak

an metode 

Band-Ratio 

sehingga 

diperoleh 

batas nilai 

piksel yang 

lebih 

informatif. 

Pada 

metode 

Band-Ratio, 

rasio band 

NIR dengan 

band Green 

(b4/b2 pada 

Landsat-7; 

b5/b3 pada 

Landsat-8) 

akan 

menghasilka

n batas 

darat-air 

pada 

daerah 

pantai yang 

tertutup 

oleh 

vegetasi. 

Daerah 

darat yang 

tidak 

bervegetasi 

ikut 

Untuk membantu 

pengekstraksian 

informasi batas 

darat-laut yang 

akan menjadi fitur 

garis pantai maka 

digunakan teknik 

komposit band 

atau kombinasi 

false color untuk 

menampilkan 

batas tiap obyek 

yang diamati. 

hasil konversi 

raster ke vector. 

File vector 

polyline ini 

berukuran vertex 

yang sama 

dengan resolusi 

spasial dataset 

asal (Landsat ETM 

dan Landsat OLI) 

yakni 30 meter. 

Sehingga untuk 

menghaluskan 

dan mengeditnya 

dilakukan 

perbaikan. 

Perbaikan 

dilakukan 

menggunakan 

line smooth tools 

pada ArcGIS 
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kebutuhan 

analisa 

garis pantai. 

 

terkelaskan 

ke dalam 

piksel air 

(laut). 

Sebaliknya 

dengan 

rasio band 

SWIR-1 

dengan 

band Green 

(b5/b2 pada 

Landsat-7; 

b6/b3 pada 

Landsat-8) 

maka 

diperoleh 

garis pantai 

dari daerah 

yang 

tertutup 

oleh pasir 

dan tanah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perkembangan Abrasi dan Akresi Tahun 2003 dan 2016 

Hasil analisis perkembangan abrasi dan akresi pantai yaitu dengan melakukan 

tumpang tindih peta tahun 2003 dengan peta tahun 2016 terhadap garis pantai 

Sumatera barat didapatkan garis pantai yang mengalami abrasi  (pemunduran 

garis pantai) atau akresi (penambahan pantai). Analisis peta dilakukan dengan cara 

deliniasi batas darat dan air  untuk mendapatkan garis pantai yang tertutup oleh 

vegetasi. Daerah darat yang tidak bervegetasi ikut terkelaskan ke dalam piksel air 

(laut). Sebaliknya dengan rasio band SWIR-1 dengan band Green (b5/b2 pada 

Landsat-7; b6/b3 pada Landsat-8) maka diperoleh garis pantai dari daerah yang 

tertutup oleh pasir dan tanah. 

Abrasi dan akresi pantai Sumatera Barat periode tahun 2003 sampai 2016 dapat 

dilihat pada tabel dan peta berikut. 

Tabel 3 Bencana Abrasi Pantai Dan Akresi Provinsi Sumatera Barat 2003 – 2016 

 

No 
Kordinat 

Panjang (m) Perubahan Lokasi 
X Y 

1 623020 9934204 21.30 Akresi Pariaman 

2 618248 9941318 26.63 Akresi Padang Pariaman 

3 594519 9964605 27.22 Akresi Agam 
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4 706582 9766915 16.72 Akresi Pessel 

5 696741 9801707 27.61 Akresi Pessel 

6 682308 9822788 28.96 Akresi Pessel 

7 676526 9846948 12.93 Akresi Pessel 

8 674485 9850775 36.91 Akresi Pessel 

9 638703 9916028 23.73 Abrasi Padang Pariaman 

10 637659 9916994 24.26 Abrasi Padang Pariaman 

11 635030 9919600 14.80 Abrasi Padang Pariaman 

12 623781 9932734 18.77 Abrasi Pariaman 

13 616836 9943023 7.66 Abrasi Padang Pariaman 

14 595941 9963671 21.42 Abrasi Agam 

15 597213 9962799 17.65 Abrasi Agam 

16 591843 9966170 17.40 Abrasi Agam 

17 589217 9972094 23.40 Abrasi Agam 

18 585107 9981676 28.98 Abrasi Pasaman Barat 

19 584171 9989685 24.72 Abrasi Pasaman Barat 

20 546839 
1001620

8 
22.69 Abrasi Pasaman Barat 

21 720378 9732211 16.57 Abrasi Pesisir Selatan 

22 712287 9740537 38.12 Abrasi Pesisir Selatan 

23 690377 9811442 26.18 Abrasi Pesisir Selatan 

24 689557 9812399 24.74 Abrasi Pesisir Selatan 

25 682175 9824383 16.35 Abrasi Pesisir Selatan 

26 682077 9825964 35.14 Abrasi Pesisir Selatan 

27 680472 9830554 18.70 Abrasi Pesisir Selatan 

28 677849 9835173 45.70 Abrasi Pesisir Selatan 

29 674753 9843750 31.37 Abrasi Pesisir Selatan 

30 651126 9890829 10.54 Abrasi Padang 

31 650338 9892911 13.55 Akresi Padang 

32 647709 9905662 15.68 Abrasi Padang 

Sumber : Hasil analisis Peta Citra Arc Gis, 2018 

 

Terdapat 32 titik terpantau terjadi abrasi dan akresi di sepanjang pantai Sumatera 

Barat periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Berikut adalah hasil analisis 

bencana abrasi dan akresi yang terjadi pada masing-masing wilayah di 

Kota/Kabupaten periode tahun 2003 sampai tahun 2016. 

Di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2003 – 2016 terpantau terjadi abrasi 

ditiga (3)  titik. Adapun abrasi terjadi rata-rata sejauh 25,46 m,  abrasi menggerus 
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pantai terjauh 28,98 m dan yang terdekat 22,69 m. Sedangkan akresi tidak 

terdapat di Kabuapten Pasaman Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4 Abrasi Pantai di Kabupaten Pasaman Barat 2003-2016 

Titik Panjang (m) Abrasi/Akresi 

1 28.98 Abrasi 

2 24.72 Abrasi 

3 22.69 Abrasi 

Sumber: Haryani, 2018 

 

Di Kabupaten Agam terdapat 5 lokasi terpantau abrasi maupun akresi dimana 4 

lokasi terjadi abrasi dan 1 lokasi akresi. Abrasi terjadi sejauh 23,40 m sedangkan 

akresi terjadi sejauh 27,22 m. Berbeda dengan Kabupaten Pasaman Barat yang 

hanya terjadi abrasi, di Kabupaten Agam terjadi abrasi rata-rata sejauh 19,97 m 

sekaligus terjadi akresi. Selengkapan titik abrasi dan besar masing-masing akresi 

dan akresi dapat dilihat pada tebel berikut. 

Tabel 5 Abrasi Pantai Dan Akresi di Kabupaten Agam 2003-2016 

Titik 
Panjang 

(m) 
Abrasi/Akresi 

1 27.22 Akresi 

2 21.42 Abrasi 

3 17.65 Abrasi 

4 17.40 Abrasi 

5 23.40 Abrasi 

Sumber: Haryani, 2018 

 

Akresi dan abrasi terjadi juga di Kabupaten Padang Pariaman. Rata-rata abrasi 

terjadi sejauh 17,61 m, dimana abrasi terjadi pada 5 titik, sedangkan akresi terjadi 

di 1 titik sejauh 26,63 m. Hampir sama dengan Kota Pariaman terjadi 1 titik akresi 

sejauh 21,30 m dan 1 titik abrasi sejauh 18.77 m. Selengkapnya abrasi dan akresi 

yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dapat dilihat pada 

tabel berikut ini.  
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Tabel 6 Abrasi Pantai Dan Akresi di Kabupaten Padang Pariaman 2003-2016 

Titik Panjang (m) Abrasi/Akresi 

1 26.63 Akresi 

2 23.73 Abrasi 

3 24.26 Abrasi 

4 14.80 Abrasi 

5 7.66 Abrasi 

Sumber: Haryani, 2018 

Tabel 7 Abrasi Pantai Dan Akresi di Kota Pariaman 2003-2016 

Titik Panjang (m) Abrasi/Akresi 

1 21.30 Akresi 

2 18.77 Abrasi 

 Sumber: Haryani, 2018 

Di Kota Padang abrasi terjadi di 2 titik yaitu sejauh 10,5 m dan 15,68 m sedangkan 

akresi terdapat di 1 titik sejauh 13,55 m.  

Dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Sumatera Barat, sebaran abrasi dan 

akresi yang terbanyak adalah di Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat 14 lokasi 

abrasi dan akresi dengan 5 titik akresi dan 9 titik abrasi pantai. Akresi terjauh 36,91 

m sedangan abrasi terjauh 45,7 m dan terdekat 16,35 m.  

Selengkapnya abrasi dan akresi yang terjadi di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir 

Selatan periode tahun 2003 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 8 Abrasi Pantai Dan Akresi di Kota Padang 2003-2016 

Titik Panjang (m) Abrasi/Akresi 

1 10.54 Abrasi 

2 13.55 Akresi 

3 15.68 Abrasi 

Sumber: Haryani, 2018 

Tabel 9 Abrasi Pantai Dan Akresi di Kabupaten Pesisir Selatan 2003-2016 

Titik Panjang (m) Abrasi/Akresi 

1 16.72 Akresi 

2 27.61 Akresi 

3 28.96 Akresi 

4 12.93 Akresi 

5 36.91 Akresi 
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6 16.57 Abrasi 

7 38.12 Abrasi 

8 26.18 Abrasi 

9 24.74 Abrasi 

10 16.35 Abrasi 

11 35.14 Abrasi 

12 18.70 Abrasi 

13 45.70 Abrasi 

14 31.37 Abrasi 

Sumber: Haryani, 2018 

3.2 Analisis Luas Abrasi dan Akresi Pesisir Sumbar Tahun 2003-2016 

Dengan metode yang sama, hasil analisis luas abrasi dan akresi yang terjadi pantai 

Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan tumpang tindih peta tahun 2003 

dengan peta tahun 2016 didapatkan garis pantai yang mengalami abrasi  

(pemunduran garis pantai) atau akresi (penambahan pantai) dan panjang wilayah 

yang mengalami perubahan. Dengan mengetahui panjang dan perubahan yang 

terjadi terhadap garis pantai, maka didapat luas wilayah pesisir/pantai yang 

mengalami abrasi ataupun akresi pantai. 

Hasil analisis terhadap luas abrasi dan akresi pesisir Sumatera Barat periode 

2003–2016 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IX berikut. Terdapat 32 titik yang 

mengalami perubahan baik abrasi maupun akresi selama periode tersebut yang 

tersebar disepanjang pantai Provinsi Sumatera Barat. Sebaran abrasi maupun 

akresi yang terbanyak terjadi di Pesisir Selatan yaitu 14 lokasi, yang terdiri dari 9 

titik abrasi dan 5 titik akresi pantai. Sedangkan sebaran lokasi abrasi dan akresi 

terkecil terdapat di Kota Pariaman yaitu 2 titik (abrasi dan akresi). 

Tabel 10 Luas Abrasi Pantai Dan Akresidi Provinsi Sumatera Barat 2003-2016 

No 
Kordinat 

Perubahan Lokasi Luas (Ha) 
X Y 

1 638703 9916028 Abrasi Pariaman 18.66 

2 637659 9916994 Abrasi Padang Pariaman 3.32 

3 635030 9919600 Abrasi Agam 8.30 

4 623781 9932734 Abrasi Pessel 2.03 

5 623020 9934204 Akresi Pessel 4.84 

6 618248 9941318 Akresi Pessel 3.42 

7 616836 9943023 Abrasi Pessel 3.68 

8 595941 9963671 Abrasi Pessel 6.59 

9 597213 9962799 Abrasi Padang Pariaman 2.25 
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10 594519 9964605 Akresi Padang Pariaman 9.86 

11 591843 9966170 Abrasi Padang Pariaman 21.78 

12 589217 9972094 Abrasi Pariaman 8.70 

13 585107 9981676 Abrasi Padang Pariaman 133.42 

14 584171 9989685 Abrasi Agam 265.90 

15 546839 

1001620

8 Abrasi 
Agam 

25.79 

16 720378 9732211 Abrasi Agam 16.89 

17 712287 9740537 Abrasi Agam 108.97 

18 706582 9766915 Akresi Pasaman Barat 13.58 

19 696741 9801707 Akresi Pasaman Barat 4.09 

20 690377 9811442 Abrasi Pasaman Barat 7.77 

21 689557 9812399 Abrasi Pesisir Selatan 7.79 

22 682308 9822788 Akresi Pesisir Selatan 2.74 

23 682175 9824383 Abrasi Pesisir Selatan 1.57 

24 682077 9825964 Abrasi Pesisir Selatan 27.06 

25 680472 9830554 Abrasi Pesisir Selatan 9.47 

26 677849 9835173 Abrasi Pesisir Selatan 21.62 

27 674753 9843750 Abrasi Pesisir Selatan 25.39 

28 676526 9846948 Akresi Pesisir Selatan 10.28 

29 674485 9850775 Akresi Pesisir Selatan 6.26 

30 650338 9892911 Akresi Padang 0.33 

31 651126 9890829 Abrasi Padang 1.94 

32 647709 9905662 Abrasi Padang 3.80 

Sumber: Haryani, 2018 

Di Kabupaten Pasaman Barat hanya terdapat 3 titik abrasi pantai tanpa adanya 

akresi, namun luas abrasi di Kabuapten ini merupakan terluas kedua setelah 

abrasi dan akresi pantai di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 425,11 Ha. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. Kehilangan daratan yang cukup 

besar di Kabupaten Pasaman Barat akibat abrasi pantai, dikhawatirkan semakin 

hari semakin membesar karena ternyata tidak dibarengi dengan akresi 

(penambahan daratan). 
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Tabel 11 Luas Abrasi Pantai Dan Akresi di Kabupaten Pasaman Barat 2003-2016 

Titik Panjang (m) Luas (ha) Abrasi/Akresi 

1 28.98 133.42 Abrasi 

2 24.72 265.90 Abrasi 

3 22.69 25.79 Abrasi 

 Jumlah 425,11  Abrasi 

      Sumber: Haryani, 2018 

Di Kabupaten Agam terdapat 5 lokasi terjadi abrasi dan akresi, terdiri dari abrasi di 

4 titik dan hanya 1 titik terjadi akresi. Luas abrasi yang terjadi adalah 39,32 Ha dan 

akresi seluas 9,86. Artinya berkurangnya luas daratan akibat abrasi tidak 

sebanding dengan luas akresi pantai yang terjadi. Selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 

Tabel 12 Luas Abrasi Pantai Dan Akresidi Kabupaten Agam 2003-2016 

Titik Panjang (m) Luas (ha) Abrasi/Akresi 

1 27.22 9.86 Akresi 

2 21.42 6.59 Abrasi 

3 17.65 2.25 Abrasi 

4 17.40 21.78 Abrasi 

5 23.40 8.70 Abrasi 

 Jumlah 9.86 Akresi 

  39.32 Abrasi 

      Sumber: Haryani, 2018 

Begitupun di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 5 lokasi yang terdiri dari abrasi 

di 4 titik dan akresi di 1 titik. Luas akibat bencana abrasi di pantai Padang 

Pariaman adalah 33,96 Ha, sementara akresi hanya 3,42 Ha. Hal inipun 

menunjukkan tidak sebandingnya luas daratan yang hilang dengan penambahan 

daratan di Kabupaten Padang Pariaman. 

Tabel 13 Luas Abrasi Pantai Dan Akresidi Kabupaten Padang Pariaman 2003-2016 

Titik Panjang (m) Luas (ha) Abrasi/Akresi 

1 26.63 3.42 Akresi 

2 23.73 18.66 Abrasi 

3 24.26 3.32 Abrasi 

4 14.80 8.30 Abrasi 

5 7.66 3.68 Abrasi 

 Jumlah 3.42 Akresi 
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  33.96 Abrasi 

       Sumber: Haryani, 2018 

Di Kota Pariaman hanya terapat 1 titik lokasi abrasi dan 1 titik akresi pantai dengan 

maaing-masing luas abrasi 2,03 Ha dan luas akresi 4,84 Ha. Hal ini berbeda dengan 

daerah lainnya dimana luas abrasi justru lebih kecil (2.03 Ha) dibanding luas akresi 

yanglebih besar dua kali dibanding abrasi yaitu 4,84 Ha. Selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel XIII berikut. 

Tabel 14 Luas Abrasi Pantai Dan Akresi di Kota Pariaman 2003-2016 

Titik Panjang (m) Luas (ha) Abrasi/Akresi 

1 21.30 4.84 Akresi 

2 18.77 2.03 Abrasi 

       Sumber: Haryani, 2018 

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang pun tidak luput dari 

bencana abrasi dan akresi pantai. Telah terjadi pengurangan daratan akibat abrasi 

pantai seluas 5,74 Ha sementara penambahan daratan hanya 0,33 Ha. Kondisi ini 

sangat mempriatinkan mengingat sebagai ibukota Provinsi, Kota Padang 

membutuhkan lahan yang cukup tinggi untuk pembangunan. Dari analisis tersebut 

dapat disimpulkan rata-rata pertahun terjadi pengurangan lahan sebesar 0,44 Ha. 

Angka ini cukup tinggi mengingat Kota Padang adalah kota pesisir yang cukup 

padat penduduk dan daerah terbangunnya.  

Selengkapnya data abrasi dan akresi pantai yang terjadi 13 tahun terakhir di Kota 

Padang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15 Luas Abrasi Pantai Dan Akresi di Kota Padang 2003-2016 

Titik Panjang (m) Luas (ha) Abrasi/Akresi 

1 10.54 1.94 Abrasi 

2 13.55 0.33 Akresi 

3 15.68 3.80 Abrasi 

 Jumlah 0.33 Akresi 

  5.74 Abrasi 

      Sumber: Haryani, 2018 

Bencana abrasi dan akresi terbanyak terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 

tersebar di  14 titik. Bencana abrasi selama 13 tahun terakhir adalah seluas 226,53 

Ha dan akresi seluas 36,95 Ha. Rata-rata pertahun telah terjadi pengurangan 

daratan seluas 17,4 Ha dan ini angka yang cukup besar untuk agar menjadi 

perhatian Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. 
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Tabel 16 Luas Abrasi Pantai Dan Akresi di Kabupaten Pesisir Selatan 2003-2016 

Titik Panjang (m) Luas (ha) Abrasi/Akresi 

1 16.72 13.58 Akresi 

2 27.61 4.09 Akresi 

3 28.96 2.74 Akresi 

4 12.93 10.28 Akresi 

5 36.91 6.26 Akresi 

6 16.57 16.89 Abrasi 

7 38.12 108.97 Abrasi 

8 26.18 7.77 Abrasi 

9 24.74 7.79 Abrasi 

10 16.35 1.57 Abrasi 

11 35.14 27.06 Abrasi 

12 18.70 9.47 Abrasi 

13 45.70 21.62 Abrasi 

14 31.37 25.39 Abrasi 

 Jumlah 36.95 Akresi 

  226.53 Abrasi 

      Sumber: Haryani, 2018 

Abrasi pantai terluas yang terjadi di pesisir Sumatera Barat 13 tahun terakhir 

adalah di Kabupaten Pasaman Barat yaitu 265,90 Ha dan di Kabupaten Pesisir 

Selatan 108.97 Ha. Ini sangat mengkhawatirkan jika terus-menerus daratan akan 

berkurang luasnya terutama di wilayah pesisir. Dengan luas daratan yang semakin 

hari semakin berkurang, akan memicu terjadinya permasalahan pemanfaatan 

lahan maupun status kepemilikan lahan.  

Sedangkan akresi yaitu penambahan daratan terluas yaitu terdapat di Kabupaten 

Pesisir Selatan seluas 10.28 Ha dan Kabupaten Agam seluas 9.86 Ha. Luas akresi 

yaitu penambahan luas daratan pesisir di wilayah Sumatera Barat hanya sebesar 

55,4 Ha dan jauh lebih kecil hilangnya daratan akibat abrasi pantai  yaitu sebesar 

732,69 Ha. 

Tabel 17 Luas Abrasi Pantai Dan Akresi di Provinsi Sumatera Barat 2003-2016 

No Kota/Kab Abrasi (Ha) Akresi (Ha) 

1 
Pasaman 

Barat 
425.11 - 

2 Agam 39.32 9.86 

3 
Padang 

Pariaman 
33.96 3.42 
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4 Pariaman 2.03 4.84 

5 Padang 5.74 0.33 

6 
Pesisir 

Selatan 226.53 
36.95 

 Jumlah 732.69 55.4 

       Sumber: Haryani, 2018 

 

4. KESIMPULAN 

a) Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 (13 tahun pengamatan) di 

pesisir Provinsi Sumatera Barat telah terjadi bencana abrasi dan akresi di 32 titik 

yang tersebar di 6 Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, 

Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan 

Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah titik abrasi dan akresi terbanyak terdapat di 

Kabupaten Pesisir Selatan dan hanya 2 titik abrasi dan akresi terdapat di Kota 

Pariaman. 

b) Selamat 13 tahun pengamatan, terjadi bencana abrasi di pesisir Provinsi 

Sumatera Barat seluas 732.69 Ha dan akresi seluas 55,4 Ha. Hal ini membuktikan 

bahwa bencana abrasi menyebabkan berkurangnya daratan di Provinsi Sumatera 

Barat yang cukup besar yaitu rata-rata 56,3 Ha/tahun, sedangkan penambahan 

daratan hanya 4,26 Ha/tahun.  Angka ini membuktikan tidak signifikan antara luas 

abrasi pantai dan akresi pantai di Sumatera Barat. 

c) Bencana abrasi terjauh terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sejauh 

45,70 m atau rata-rata 3,52 m/tahun. Sedangkan akresi  terjauh terdapat di 

Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sejauh 36,91 atau rata-rata 2,84 m/tahun. Dari 

angka kemunduran garis pantai dan majunya garis pantai di Kabupaten Pesisir 

Selatan terdapat angka yang cukup singnifikan yang artinya pada satu lokasi 

hilangnya daratan  sejauh 3,52 m/tahun dan pada lokasi lainnya terdapat 

penambahan daratan (akresi)sejauh 2,84 m/tahun.  
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ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI BENCANA BANJIR UNTUK 
DAERAH MUARA LABUH DAN SEKITARNYA  

Irwan Fitriades 1, Febrin Anas Ismail2, Bambang Istijono3 
1Mahasiswa Pasca Sipil Fakultas Teknik Unievrsitas Andalas (fitriadespdg@gmail.com) 

2Staf Pengajar Jurusan Sipil Fakultas Teknik Unievrsitas Andalas (febrin@eng.unand.ac.id) 
3Staf Pengajar Jurusan Sipil Fakultas Teknik Unievrsitas Andalas (bistijono@ft.unand.ac.id) 

ABSTRAK 

Daerah Muara Labuh merupakan salah satu daerah dengan seluas 596,00 km2 

dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 32.182 jiwa, yang mana bagian 

barat daerah Muara Labuh merupakan kawasan lembah di kaki pegunungan 

yang dilalui dua aliran sungai besar Batang Suliti dan Batang Bangko. Kerentanan 

kawasan Muara Labuh terhadap bencana banjir yang berulang dan penanganan 

yang tidak komprehensif menyebabkan korban dan kerugian yang cukup banyak. 

Kompleksitas penyelenggaran penanggulangan bencana memerlukan suatu 

penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Kajian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data wilayah Muara Labuh kependudukan, 

topografi, infrastruktur, tata guna lahan dan lain-lain. Pengumpulan data 

dilakukan observasi, interview dan literature. Hasil kajian menunjukan lahan 

tempat air tersimpan mengalami degradasi  sehingga simpanan air berkurang 

dan mempengaruhi debit sungai. Sungai Batang Suliti, memiliki debit sebesar 

27,8527 m3/dt, sedangkan kapasitas sungai hanya mampu menampung sebesar 

25,3429 m3/dt. Sementara Sungai Batang Bangko, memiliki debit sebesar 41,3779 

m3/dt, sedangkan kapasitas sungai hanya mampu menampung sebesar 18,7624 

m3/dt. Setelah dilakukan analisis terhadap ancaman (hazard), kerentanan 

(vulnerability), dan kapasitas (capacity), sebagian besar kawasan ini memiliki 

resiko tinggi dan sebagian kecilnya beresiko sedang. 

Kata kunci : Muaralabuh, resiko, bencana, banjir, mitigasi. 

1. PENDAHULUAN 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, 

hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang 

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang 

menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat 

yaitu Muara Labuh yang mengalami potensi bencana. Muara Labuah adalah pusat 

Kecamatan Sungai Pagu yang merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang 

ada di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Sungai Pagu 

meliputi wilayah seluas 596,00 km2 dengan jumlah penduduk tahun 2016 

sebanyak 32.182 jiwa. Bagian barat daerah Muara Labuh merupakan kawasan 

lembah di kaki pegunungan yang dilalui dua aliran sungai besar yakni Batang Suliti 

dan Batang Bangko, disamping beberapa anak sungai seperti Batang Lolo dan 

mailto:(bistijono@ft.unand.ac.id
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Anak Batang Lolo. Saat ini Muara Labuh dihadapkan dengan permasalahan 

lingkungan yang kompleks Salah satu ancaman bencana kawasan Muara Labuh 

akibat hal di atas adalah banjir dan longsor. Bencana tersebut tidak disebabkan 

oleh alam semata tapi juga non alam dan kombinasi antara berbagai risiko 

ancaman dan kondisi kerentanan (BPS, 2016; BNPB, 2018). 

Kerentanan kawasan Muara Labuh terhadap bencana banjir yang berulang dan 

penanganan yang tidak komprehensif menyebabkan korban dan kerugian yang 

cukup banyak. Kompleksitas penyelenggaran penanggulangan bencana 

memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. 

Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana 

pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. 

Dibutuhkan penyelenggaran penanggulangan bencana yang bertujuan untuk 

menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. 

Perlu dilakukan kajian risiko bencana banjir di kawasan Muara Labuh dan 

sekitarnya dengan melakukan analisis terhadap Ancaman (hazard), Kerentanan 

(vulnerability) dan Kapasitas (capacity) kawasan Muara Labuh. Dengan demikian 

dapat merekomendasi mitigasi bencana banjir di kawasan Muara Labuh dan 

sekitarnya (BNPB, 2012a; BNPB 2012b) 

2. PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA 

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan yang 

terdiri dari (1) prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan 

penyusunan rencana penanggulangan bencana (sisaster management plan), yang 

merupakan rencana umum dan menyeluruh, (2) prabencana dalam situasi 

terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk 

menghadapi keadaan darurat, (3) tangap darurat dilakukan rencana operasi 

(operational plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari rencana 

kedaruratan, (4) pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan (recovery 

plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada 

pasca bencana.  Sedangkan kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau 

sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan 

menghadapi bahaya atau ancaman berupa (1) Kerentanan fisik bentuk kerentanan 

yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu seperti 

kekuatan bangunan rumah, (2) Kerentanan ekonomi suatu individu atau 

masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya, (3) 

Kerentanan social masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap 

ancaman bahaya seperti  pendidikan berupa kekurangan pengetahuan tentang 

risiko bahaya, (4) Kerentanan Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat 

mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan 

sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan (BNPB 2014; BNPB, 2016) 
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2.1 Kajian Resiko Bencana 

Secara tioritis resiko bencana dapat ditentukan berdasarkan pendekatan sebagai 

berikut : 

Risiko = Ancaman x Kerentanan/Kapasitas (1)  

Dimana pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara 

ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko 

bencana suatu kawasan. Tingkat risiko bencana amat bergantung pada  tingkat 

ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat 

kapasitas kawasan yang terancam. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana berupa memperkecil ancaman kawasan, mengurangi 

kerentanan kawasan yang terancam dan meningkatkan kapasitas kawasan yang 

terancam (BNPB, 2016) 

2.2 Indeks Ancaman Daerah 

Identifikasi jenis ancaman (hazard) ditentukan berdasarkan kepada jenis ancaman 

yang di Buku Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) dimana 

terdapat 14 jenis bencana. Peta bahaya menentukan wilayah dimana peristiwa 

alam tertentu terjadi dengan frekuensi dan intensitas tertentu, tergantung pada 

kerentanan dan kapasitas daerah tersebut.  Demikian juga dengan indeks 

kerentanan yang dibagi menjadi kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan 

ekologi/lingkungan. Kerentanan dapat didefinisikan sebagai Exposure kali 

Sensitivity. “Aset aset” yang terekspos termasuk kehidupan manusia (kerentanan 

sosial), wilayah ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi/lingkungan. Indeks 

penduduk terpapar yang dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan yang 

diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan 

penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena 

bencana. Kelompok ini yang kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu 

rendah, sedang dan tinggi.  

2.3 Indeks Kerentanan 

Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, 

rasio jeniskelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok 

umur.Indeks kerentanansosial diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk 

(60%), kelompok rentan (40%)yang terdiri dari rasio jenis kelamin (10%), rasio 

kemiskinan (10%), rasio orang cacat (10%) dan kelompok umur (10%). 

2.4 Indeks Kerugian 

Indeks kerugian diperoleh dari komponen ekonomi, fisik dan lingkungan. 

Komponen komponen ini dihitung berdasarkan indikator-indikator berbeda 

tergantung pada jenis ancaman bencana. Sama halnya dengan indeks penduduk 

terpapar, indeks kerugian baru dapat diperoleh setelah peta ancaman untuk 

setiap bencana telah selesai disusun. Data yang diperoleh untuk seluruh 
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komponen kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang dan 

tinggi. 

2.5 Indeks Kapasitas 

Indeks Kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for 

Actions (Kerangka Aksi Hyogo-HFA). HFA yang disepakati oleh lebih dari 160 negara 

didunia terdiri dari 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian 

prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator 

pencapaian. 

3. METODE PENELITIAN 

Adapun rencana kerja dari penelitian ini dilakukan secara bertahap, dengan 

tahapan sebagaimana dapat dilihat pada bagan alir Gambar  1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penelitian 

3.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini kegiatan diawali dengan mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi umum  wilayah Muara Labuh (Kecamatan Sungai Pagu) seperti 

kependudukan , topografi, infrastruktur, tata guna lahan dan lain-lain. Data ini 

didapat dari Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka 2017, Kecamatan Sungai Pagu 

Dalam Angka 2016, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Dalam Angka 2016, 

Kecamatan Pauh Duo Dalam Angka 2016, dan beberapa referensi lainnya. Riwayat 
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kebencanaan, khususnya banjir, di kawasan Muaralabuh dan sekitarnya diperoleh 

dari berbagai media online dan surat kabar lokal. Selanjutnya informasi tersebut 

dipelajari untuk melakukan identifikasi masalah (BPS, 2016; BPS 2017) 

3.2 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, secara umum dibagi menjadi dua, 

yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan 

data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

kepada objek penelitian di lapangan, dalam hal ini keadaan daerah secara lansung. 

Hal ini, baik melalui pengamatan (observasi) langsung maupun wawancara 

(interview)  serta penyebaran angket/kuisener, sedangkan pengumpulan data 

sekunder dilakukan peneliti dengan cara tidak langsung ke objek penelitian tetapi 

melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian (Singarimbun, 1989). Dalam penelitian ini pengambilan data primer 

dilakukan dengan metode survey yang meliputi kegiatan pengamatan/observasi 

langsung ke wilayah Muara Labuh (Kecamatan Sungai Pagu) dan wawancara 

dengan masyarakat setempat.   

3.3 Analisis dan Pengolahan Data 

Dalam kajian ini,  dilakukan beberapa analisis berdasarkan data-data yang 

diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, yaitu menghitung indeks 

ancaman bencana dengan bantuan peta zonasi daerah rawan bencana banjir dari 

Bakosurtanal, BMKG atau  Kementrian PU dan divalidasi dengan data kejadian. 

Kemudian juga menghitung dan menganalisis tingkat kerentanan, tingkat 

kapasitas dan tingkat risiko dengan berpedoman kepada Perka BNPB No. 4 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB, Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 

tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Menanggulangi Bencana 

(BNPB, 2012; BNPb 2014; BNPB 2016). 

4. HASIL DAN DISKUSI 

4.1 Analisis Ancaman Banjir 

Wilayah Muara Labuh berada diantara dua jajaran bukit barisan yang termasuk 

daerah patahan semangko. Terdapat 2 (dua) sungai utama yang mengaliri wilayah 

ini disamping beberapa anak sungai kecil yang alirannya bersumber dari Bukit 

Barisan yang memiliki kemiringan dasar sungai relatif curam. Sungai itu adalah 

Batang Suliti dan Batang Bangko, yang menyatu persis di wilayah Muara Labuh 

(Kenagarian Koto Baru) dekat dengan pasar rakyat dan cagar budaya Nagari 1000 

Rumah Gadang. Batang Suliti dan Batang Bangko merupakan anak sungai paling 

hulu dari Sungai Batang Hari. 

 



 
PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI 

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018 

 

803 

 

 

Gambar 2.  Pertemuan Batang Suliti dan Batang Bangko menjadi anak sungai paling Hulu 

dari Sungai Batang Hari (Sumber : Google earth) 

 

Bagian hulu sungai merupakan daerah tangkapan air yang berperan menyimpan 

air. Apabila lahan tempat air tersimpan tersebut sudah terganggu atau mengalami 

degradasi, maka simpanan air akan berkurang dan mempengaruhi debit sungai. 

Kerusakan yang timbul paling nyata adalah akan semakin cepat sedimentasi atau 

penumpukan material.  

Dua penyebab utama terjadinya erosi adalah karena sebab alamiah dan karena 

aktivitas manusia. Erosi alamiah dapat terjadi karena proses pembentukan tanah 

dan proses erosi yang terjadi untuk mempertahankan keseimbangan tanah secara 

alami. Sedang erosi karena kegiatan manusia kebanyakan disebabkan oleh 

terkelupasnya lapisan tanah bagian atas akibat cara bercocok tanam yang tidak 

mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah atau pembangunan yang bersifat 

merusak keadaan fisik tanah. Penumpukan sedimen yang semakin tinggi 

berpotensi mengurangi kapasitas tampung sungai terhadap air hujan yang 

berintensitas besar terutama saat musim hujan. Hal ini yang kemudian dapat 

memicu terjadinya banjir pada waktu musim hujan di bagian hilir sungai (Swanda, 

2016). 

Dari observasi kelapangan dan konsultasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) 

Sumatera V, didapatkan data-data antara lain : 

 DAS Batang Suliti dan DAS Batang Bangko 

 Elevasi Hulu dan Hilir dari Batang Suliti dan Batang Bangko 

 Peta Topografi Kawasan Muara Labuh dan sekitarnya 

 Peta Topografi Sungai Batang Suliti dan Batang Bangko 

 Data curah hujan 10 tahun terakhir 
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Dalam perhitungan debit banjir, di penelitian ini dilakukan terhadap dua sungai 

utama yang mengaliri kawasan Muara Labuh yakni Batang Suliti dan Batang 

Bangko. 

Pada Sungai Batang Suliti, Debit Rencana 50 tahunan didapatkan sebesar 27,8527 

m3/dt, sedangkan kapasitas sungai hanya mampu menampung sebesar 25,3429 

m3/dt (perhitungan terlampir). Sementara pada Sungai Batang Bangko, Debit 

Rencana 50 tahunan didapatkan sebesar 41,3779 m3/dt, sedangkan kapasitas 

sungai hanya mampu menampung sebesar 18,7624 m3/dt (perhitungan 

terlampir). 

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Hazard terhadap banjir 

 

4.2 Analisis Kerentanan 

Dalam melakukan analisis kerentanan di kawasan Muara Labuh ini, dilaksanakan 

dua macam perhitungan, yaitu : perhitungan kerentanan terhadap Kecamatan 

Sungai Pagu dan perhitungan kerentanan terhadap masing-masing nagari 

(terdapat 11 kenagarian) di Kecamatan Sungai pagu. Berikut hasil rekapitulasi Nilai 

Kerentanan terhadap bencana banjir : 
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Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Kerentanan 

 

4.3  Analisis Kapasitas 

Dampak dan kompleksitas bencana memperlihatkan bahwa hanya dengan 

keterlibatan semua pihaklah, rakyat dan pemerintah akan lebih siap dalam 

menghadapi bencana dan dapat membangun lebih baik pasca bencana. 

Keterlibatan setiap pihak harus diiringi dengan kapasitas yang benar-benar 

mampu dan siap dalam menghadapi bencana. Dalam analisis kapasitas wilayah 

Muaralabuh dan sekitarnya ini, seyogyanya dilakukan FGD atau penyebaran 

kuisener. Tapi dalam penelitian ini, penulis mengutip hasil FGD pada Laporan 

Sementara RPB Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 (BPS, 2017) 

Perhitungan kapasitas ini mempedomani tabel komponen ideks kapasitas dan 

tabel parameter konversi indeks kapasitas yang terdapat dalam PERKA BNPB. 
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Tabel 3. Komponen indeks kapasitas 

 

Tabel 4. Parameter konversi indeks kapasitas 
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  Tabel 5. Nilai Kapasitas Kawasan Muaralabuh terhadap banjir 

 

    Sumber : Laporan Sementara RPB Kabupaten Solok Selatan 

4.4 Analisis Resiko  

Setelah didapat hasil analisis terhadap ancaman (hazard), kerentanan 

(vulnerability), dan kapasitas (capacity), semua data tersebut digunakan untuk 

menghitung risiko (risk) berdasarkan persamaan dibawah ini : 

 

(2) 
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Tabel 6. Risiko Kawasan Muaralabuh terhadap banjir 

 

4.5 Mitigasi Bencana Banjir 

Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik secara 

fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-

struktural melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi 

struktural dan mitigasi non struktural. 

a) Mitigasi Struktural 

Mitigasi strukural adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan bencana yang 

dilakukan melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik serta dengan 

menggunakan pendekatan teknologi. 

Contoh dari mitigasi struktural adalah pembuatan kanal khusus untuk pencegahan 

banjir, alat pendeteksi akitivitas gunung yang masih aktif, bangunan yang tahan 

gempa, dan juga alat pendeteksi dan peringatan jika terjadinya gelombang 

Tsunami. 

b) Mitigasi Non-Struktural 

Mitigasi non –struktural adalah serangkaian upaya mengurangi dampak bencana 

selain dari mitigasi struktural. Seperti upaya pembuatan kebijakan dan pembuatan 

suatu peraturan. 
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Contoh dari mitigasi non struktural adalah pembuatan Undang-Undang 

Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota yang baik, capacity building 

masyarakat, ataupun menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna untuk 

menambah pengetahuan masyarakat. 

Untuk menentukan action plan dalam mitigasi, dapat dikategorikan menjadi dua 

kondisi. Kondisi pertama dilakukan usaha untuk menghilangkan ancaman, kondisi 

kerentanan tetap dan kapasitas ditingkatkan pada level minimal untuk mencapai 

tingkat risiko "Sedang". Sedangkan kondisi kedua akan dilakukan usaha untuk 

menghilangkan ancaman, kondisi kerentanan tetap dan kapasitas ditingkatkan 

pada level maksimal untuk mencapai tingkat risiko "Rendah.  

Pada pertama dan kedua, tingkat ancaman diturunkan sampai level rendah 

dengan melakukan mitigasi struktural. Normalisasi sungai dengan memperluas 

penampang basah sungai, menambahkan tanggul jagaan (freeboard) dan 

membuang sedimen dilokasi-lokasi yang memungkinkan. Dari hasil perhitungan 

debit banjir rencana dan penampang sungai (perhitungan terlampir), didapatkan 

penampang sungai ideal sesuai debit rencana sebagai berikut : 

 

Gambar 3.  Gambar Penampang basah sungai 

 

Batang Suliti    Batang Bangko 

b = 20 m     b = 20 m 

h = y + f=1,65m   h = y + f=1,39m 

Usaha normalisasi sungai ini perlu ditunjang dengan usaha pengendalian 

penambang pasir dan batuan disepanjang aliran sungai, dan mencegah 

penebangan liar di wilayah DAS Batang Suliti dan Batang Bangko. Operasi dan 

Pemeliharaan (OP) Sungai untuk kawasan ini harus tetap dilaksanakan secara 

berkala, dalam hal ini oleh BWS Sumatera V. 

Kerentanan pada Kondisi-1 dan Kondisi-2 tetap sama, karena tidak mungkin 

menurunkan tingkat kerentanan di wilayah Muaralabuh dan sekitarnya dalam 

skala nagari atau kecamatan. Usaha-usaha struktural hanya akan meningkatkan 

nilai kerentanan, karena kerentanan adalah indeks kerugian.  Tingkat kapasitas 

pada Kondisi-1 akan menghasilkan tingkat risiko "sedang". Ini adalah upaya paling 

minimal yang harus dilakukan kawasan Muara Labuh agar bisa menurunkan risiko 

dari "tinggi" menjadi "sedang". Dimana, dari seluruh komponen ketahanan, empat 

komponen harus sudah berada di level 3 (ada capaian tapi belum berarti) dan 
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minimal satu harus sudah berada di level 4 (ada capaian dan kapasitas disemua 

tingkat). 

Sedangkan pada Kondisi-2, tingkat kapasitas akan mampu menurunkan risiko ke 

tingkat rendah, jika minimal empat komponen ketahanan sudah berada dilevel 4 

dan hanya satu yang masih dilevel 3. Kondisi ini menghendaki : 

 Ada aturan dan kelembagaan yang jelas untuk kebencanaan, memiliki 

sumberdaya manusia, ada partisipasi masyarakat dan berfungsinya jejaring 

daerah untuk pengurangan risiko. Harus terlihat capaian dan kapasitas di 

semua tingkat. 

 Harus ada kajian dan pemantauan tentang risiko bencana, tersedianya 

peringatan dini terhadap bencana banjir serta sudah terjalin kerjasama 

dengan daerah lain untuk penanggulangan bencana. 

 Tersedianya informasi yang relevan tentang bencana banjir, memasukkan 

kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah dan membangun kesadaran untuk 

melaksanakan budaya tahan bencana 

 Pengurangan faktor risiko dasar dengan membuat kebijakan tentang tataguna 

lahan, perencanaan dan pengelolaan permukiman, tersedianya prosedur 

penilaian dampak proyek-proyek besar. 

 Pembangunan kesiapsiagaan diseluruh lini dengan menyiapkan kebijakan, 

kelembagaan serta mekanisme daruarat bencana. Tersedianya rencana 

kontijensi bencana, cadangan finansial dan logistik untuk darurat bencana 

banjir. 

5. KESIMPULAN 

1. Dalam kajian risiko bencana banjir di kawasan Muara Labuh, dapat 

disimpulkan bahwa : 

 Ancaman (hazard) bencana banjir berpotensi “Sedang” pada enam nagari 

(Pasia Talang, Koto Baru, Pasa Muaro Labuah, Bomas, Pasia Talang Barat 

dan Pasia Talang Selatan) dan berpotensi rendah pada lima nagari (Sako 

Pasia Talang, Pulakek Koto Baru, Sako Utara Pasia Talang, Sako Selatan 

Pasia Talang dan Pasia Talang Timur). 

 Kerentanan (vulnerability) terhadap bencana banjir terbukti “Tinggi” 

untuk seluruh kenagarian (11 nagari). 

 Kapasitas (capacity) masyarakat, pemerintah dan kawasan di sekitar 

Muara Labuh terindikasi “Sedang”. 

 Dengan kondisi ancaman, kerentanan dan kapasitas seperti diatas, maka 

kawasan Muara Labuh dan sekitarnya memiliki Risiko (risk) terhadap 

banjir pada skala “Tinggi” di enam nagari (Pasia Talang, Koto Baru, Pasa 

Muaro Labuah, Bomas, Pasia Talang Barat dan Pasia Talang Selatan) dan 
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skala  Sedang" di lima nagari (Sako Pasia Talang, Pulakek Koto Baru, Sako 

Utara Pasia Talang, Sako Selatan Pasia Talang dan Pasia Talang Timur). 

 

2. Mitigasi kawasan Muara Labuh dan sekitarnya dalam menghadapi risiko 

bencana banjir harus dilakukan dengan meminimalisir potensi ancaman 

melalui normalisai sungai, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan 

pemerintah daerah ke level-4 sesuai skala Kerangka Aksi Hyogo. 
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DAMPAK PASCA KEJADIAN TANAH LONGSOR DI DUSUN 
TANGKIL DESA BANARAN PONOROGO TERHADAP 
KEJADIAN POST TRAUMATIC STRESS DISORDER 

Siswanto Agung, Mei Dia, Pramudana Ihsan 

Prodi Manajemen Bencana Sekolah Pascasrajana Universitas Airlanggausat, Jl. 

Dharmawangsa dalam selatan, Surabaya 60289. 

ABSTRACT 

In April 2017, landslide disaster occurred in Ponorogo District with the number of 

victims 145 people. Landslides have several impacts, such as health problems 

which are physical and psychological disturbance in the victims of landslide 

disaster. the impact causes the victim to become psychic trauma and will lead to 

stress. Prolonged psychic trauma results from an event called Post Traumatic 

Stress Disorder (PTSD). PTSD is an ongoing maldaptive reaction to a traumatic 

event. This study aims to identify the incidence of PTSD as well as identify the signs 

and symptoms of PTSD. 

The design of Descriptive Quantitative research is used in this study. 50 of 57 

victims of landslide disaster in Dusun Tangkil Desa Banaran Ponorogo 

participated in this study. Purposive sampling is applied to obtain sample 

research. The instrument in this study was the Civillion questionnaire. Data were 

collected by questionnaire and then descripted. 

The results of this study indicated that the victims of landslides experienced PTSD 

by 50% of the victims of landslide disaster. The dominant signs and symptoms of 

PTSD appear in the victim were experiencing a sense of fear. 

PTSD control can be done by Health Officers or Community Cadres by providing 

an activity such as Counseling or Counseling. 

Keywords: Landslide Victims, PTSD, signs and symptoms of PTSD 

ABSTRAK 

Pada April 2017, Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Ponorogo dengan 

jumlah korban 145 orang. Bencana tanah longsor memiliki beberapa dampak 

antara lain gangguan kesehatan seperti gangguan fisik dan gangguan psikis pada 

korban bencana tanah longsor. dampak tersebut menyebabkan korban menjadi 

trauma psikis dan akan mengakibatkan stress. Trauma psikis berkepanjangan 

akibat dari suatu kejadian yang  disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder 

(PTSD). PTSD merupakan reaksi maldaptif yang berkelanjutan terhadap suatu 

peristiwa traumatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian PTSD 

serta mengidentifikasi tanda dan gejala PTSD. 

Desain penelitian Deskriptif Kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. 50 dari 57 

korban bencana tanah longsor di Dusun Tangkil Desa Banaran Ponorogo 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Purposive sampling diterapkan untuk 

mendapatkan sample penelitian.  Intrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner 
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Civillion. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kemudian 

dideskriptifkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban bencana tanah longsor 

mengalami PTSD sebesar 50% dari korban bencana tanah longsor. Tanda dan 

gejala PTSD yang dominan muncul pada korban adalah mengalami rasa 

ketakutan. 

Penanggulangan PTSD dapat dilakukan oleh Petugas Kesehatan atau Kader- 

Kader Masyarakat dengan memberikan suatu kegiatan seperti pemberian 

Konseling atau Penyuluhan. 

Kata Kunci : Korban Bencana Tanah Longsor , PTSD, tanda dan gejala PTSD 

1. LATAR BELAKANG 

Indonesia termasuk rawan terhadap bencana karena terletak pada pertemuan tiga 

benua yaitu lempeng Eurasia, lempeng pasifik dan lempeng australia. Konsekuensi 

dari tumbukan antar lempeng tersebut, terbentuk palung samudera, lipatan, 

punggungan dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunung api dan sebaran 

sumber gempa bumi. Dengan demikian Indonesia rawan akan bencana alam 

seperti gunung meletus, banjir, tsunami dan tanah longsor. 

Salah satu yang paling sering melanda kota-kota di Indonesia adalah tanah 

longsor. Termasuk yang terdampak tanah longsor adalah kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur. Dalam statistik kota ponorogo tahun 2013 didapatkan 50.04% 

(1432.3777) kelompok rentan dari seluruh jumlah penduduk ponorogo sejumlah 

863.900. korban yang mengungsi 300 jiwa dan yang berdampak langsung ada 39 

KK atau 145 jiwa, 117 jiwa yang menyelamatkan diri dan 28 jiwa tertimbun longsor. 

Dan  200 jiwa pengungsi lainnya adalah warga masyarakat di sekitar longsor  yang 

mengsungsi karena takut jika longsor itu terjadi lagi. 

Pada umumnya bencana memiliki dampak seperti, korban jiwa manusia, kerugian 

harta benda, dan disamping rusaknya tatalingkungan, serta gangguan kesehatan 

seperti gangguan fisik timbulnya berbagai macam penyakit seperti gangguan psikis 

pada korban bencana. Apabila tidak ditangani secara keseluruhan dilapangan dan 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan bencana akan 

mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban jiwa, trauma sendiri dapat 

terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor 

sosial. Fakto- faktor tersebut dapat berdampak timbulnya post traumatic stress 

disorder (PTSD).  

Menurut Nevid (2005) mendefinisikan PTSD sebagai reaksi maldaptif yang 

berkelanjutan terhadap suatu peristiwa traumatis. PTSD kemungkinan 

berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau sampai beberapa 

dekade dan mungkin baru muncul setelah beberapa bulan atau setelah adanya 

pemaparan terhadap peristiwa traumatis (Zlotnick,dkk dalam Nevid, 2005). 

Sehingga dampak dari pengalaman bencana tersebut dapat mempengaruhi 

kehidupan setiap individu itu sendiri. Menurut (Kinchin, 2007 dalam Nirwana,2012) 
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Sebanyak 1.50 % populasi mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dalam 

kurun waktu empat tahun karena mengalami berbagai peritiwa tersebut. Hasil 

penelitian di Amerika Serikat memperlihatkan 15-43% wanita dan 14-43% pria 

mengalami peristiwa trauma, 3-15% wanita dan 1-6% pria mengalami Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD). 

Dalam hal ini, peranan pertugas kesehatan diperlukan dalam mendeteksi tanda 

dan gejala adanya PTSD pasca bencana pada korban. Penegakan diagnosis adanya 

PTSD pada korban dapat dilakukan 3 – 6 bulan setelah bencana terlewati. Terdapat 

beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi PTSD. Salah satu 

diantaranya ialah dengan melakukan konseling trauma pasca bencana. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Herman Nirwana (2012) dengan judul “Konseling 

Trauma Pasca bencana” bahwa konseling trauma pasca bencana akan membantu 

korban dalam menstabilkan emosi. Sehingga, korban akan dapat menerima dan 

memahami kenyataan yang ada. aktivasi dari sistem saraf simpatis (fight or flight 

response). Classical  conditioning  terjadi  pada  saat  seseorang  yang  mengalami  

peristiwa trauma kembali ke tempat terjadinya trauma maka akan timbul reaksi 

psikologi yang tidak disadari dan merupakan respon refleks yang spesifik. Dari hal 

tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Kejadian Post Traumatic Stress 

Disorder Pasca Bencana Tanah Longsor Di Dusun Tangkil Desa Banaran Ponorogo. 

2. LITERATURE REVIEW 

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan sindrom kecemasan, labilitas 

otonomik, dan mengalami kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah 

stres fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa. Selain itu, 

PTSD dapat pula didefinisikan sebagai keadaan yang melemahkan fisik dan mental 

secara ekstrem yang timbul setelah seseorang melihat, mendengar, atau  

mengalami  suatu  kejadian  trauma  yang  hebat  dan  atau  kejadian  yang 

mengancam kehidupannya (Sadock, B.J. & Sadock, V.A., 2007). 

Menurut titro jiwo,2012 Gejala gangguan stres pasca trauma umumnya 

dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu  : 

1. Kenangan menganggu (Intrusive memories) 

Pengulangan pengalaman trauma, ditunjukkan dengan selalu teringat akan 

peristiwa yang menyedihkan yang telah dialami yaitu : 

a. flashback (merasa seolah-olah peristiwa yang menyedihkan terulang 

kembali) 

b. Nightmares (mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang 

membuatnya sedih) 

c. Reaksi emosional dan fisik yang berlebihan karena dipicu oleh 

kenangan akan peristiwa yang menyedihkan 

d. Gejala menghindari (avoidance) dan mati rasa (Numbing). 

2. Gejala menghindari (avoidance) dan mati rasa (Numbing) 
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Penghindaran dan emosional yang dangkal, ditunjukkan seperti : 

a. Dengan menghindari aktivitas, tempat, berpikir, merasakan, atau 

percakapan yang berhubungan dengan trauma 

b. Kehilangan minat terhadap semua hal  

c. Menghindari aktivitas yang dulu pernah di sukai 

d. Perasaan terasing dari orang lain 

e. Emosi yang dangkal 

f. Gangguan memori 

g. Kesulitan mempertahankan hubungan dekat 

3. Gejala kecemasan dan gairah emosional peningkatan meliputi : 

a. Sensitifitas yang meningkat 

b. Ditunjukkan dengan susah tidur 

c. Mudah marah/tidak dapat mengandalikan marah 

d. Susah berkonsentrasi 

e. Kewaspadaan yang berlebih 

f. Respon yang berlebihan atas segala sesuatu 

Gambaran klinis PTSD adalah mengalami kembali suatu peristiwa yang 

menyakitkan, suatu pola menghindari dan mematikan emosi, serta keadaan terus 

terjaga yang cukup konstan. Gangguan ini dapat tidak timbul sampai berbulan - 

bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. Pemeriksaan status 

mental sering mengungkapkan rasa bersalah, penolakan, dan cemoohan. Pasien 

juga menggambarkan disosiatif dan serangan panik, bahkan ilusi dan halusinasi 

juga dapat ditimbulkan sebagai akibat dari PTSD. Uji kognitif dapat menunjukkan 

bahwa pasien  memiliki penurunan daya  memori dan perhatian. Gejala terkait 

dapat  mencakup  agresi,  kekerasan,  kendali  impuls  yang  buruk,  depresi  dan 

gangguan terkait zat (Sadock, B.J. & Sadock, V.A., 2010). 

3. METODE PELAKSANAAN 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kuantitatif merupakan 

penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka-angka untuk menjelaskan karakteristrik individu atau kelompok tentang 

kejadianPost Traumatic Stress Disorder (PTSD). (Syansudin & damayanti, 2011). 

Sampling desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh 

yang merupakan bagian dari Non-Probality Sampling. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua korban yang mengalami kejadian bencana tanah longsor di dusun 

tangkil desa banaran sebanyak 57 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 

korban bencana tanah longsor yang bejumlah 50 orang. 

Setelah melakukan pendataan awal, peneliti melakukan penelitian selama 5 hari 

dengan cara yaitu pada hari pertama peneliti meminta izin ke BAKESBANGPOL 

Ponorogo, setelah mendapatkan izin dari BAKESBANGPOL peneliti melakukan 

perjalanan ke Dusun Tangkil Desa Banaran Kecamatan Pulung. Pada hari ke 2 

peneliti meminta izin ke Kecamatan bahwa akan melakukan penelitian di Dusun 
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Tangkil. Kemudian pada hari ke 3 peneliti melakukan izin kepada Kelurahan yaitu 

kepada bapak Sarnu selaku Kepala Kelurahan setempat dan sekaligus meminta 

data-data korban bencana tanah longsor , setelah mendapatkan izin dari 

Kelurahan Peneliti melakukan pendataan awal dan mengkonfirmasi Kontrak 

kepada Korban Bencana tanah longsor di hunian sementara Blok A dan Blok B 

setelah kontrak kepada korban bencana tanah longsor, peneliti membagikan 

kuesioner pada korban yang ada di hunian sementara tersebut. Pada hari ke 5 

peneliti melakukan pembagian kuesioner kepada korban bencana tanah longsor 

untuk dijawab sesuai dengan apa yang dialami atau dirasakan yakni pada korban 

yang pada hari ke 4 belum mendapat kuesioner. Kemudian peneliti 

mengumpulkan kembali kuesioner setelah selesai mengisi dan peneliti mencatat 

dan mengdeskriptifkan hasil dari kuesioner. 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada 1 April 2017 telah terjadi bencana tanah longsor yang menimbulkan puluhan 

rumah rusak, hilangnya harta benda dan meninggalnya 28 jiwa. Korban yang 

ditinggalkan, kehilangan rumah, dan harta benda  banyak yang mengalami syok 

dan trauma akibat bencana tanah longsor tersebut. Trauma sendiri yaitu perasaan 

menhadapai sebuah kejadian atau serangkaian kejadian yang berabahaya, baik 

bagi fisik maupun psikologis seseorang, yang membuatnya tidak lagi merasa 

aman, menjadikannya merasa tidak berdaya dan peka dalam mengahadapi 

bahaya. Pengalaman trumatis bisa menyebabkan berbagai dampak ringan , seperti 

korban menjadi peragu dan merasa takut. Pada kenyataannya ketakutan karena 

trauma sering menjalar ke berbagai hal. Apabila trauma tersbut tidak cepat 

ditangani dengan baik akan berdampak pada Post Traumatic stress Disorder. 

Seperti dijelaskan pada penelitian Sumarno (2013) yang berjudul “dampak 

Psikologis Pasca Trauma Akibat erupsi Merapi” disitu dijelaskan dampak psikologis 

pasca truma yang dialami oleh responden akibat terlalu lama tinggal di posko 

pengungsian sehingga warga merasa jenuh karena tidak ada rutinitas yang 

sekiranya berkembang (tertekan monoton), dan adanya tempat tinggal baru 

sehingga perlu waktu untuk proses adaptasi di sekitar lingkungan yang baru. Hal 

itu kemudian mengakibatkan pemicu dampak psikologis akibat bencana tersebut. 

Stressor atau kejadian trauma merupakan penyebab utama dalam perkembangan 

Post Traumatic stress Disorder. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui mayoritas korban bencana tanah 

longsor mengalami PTSD sebesar 50% (25 respoden), karena di dusun tangkil 

banyak usia 48-56 yang termasuk kelompok rentan dan berdasarkan tabel 4.1 

diketahu jenis kelamin perempuan terbanyak dengan prosentase sebesar 58% 

(29), sedangkan laki-laki 42% (21). Pendidikan juga dapat mempengaruhi 

pengetahuan korban bencana dalam menangani trauma akibat bencana tanah 

longsor berdasarkan tabel 4.2 ditunjukkan bahwa responden yang tidak sekolah 
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sebesar 42% (21), Sehingga responden yang mengalami PTSD prosentase paling 

tinggi. 

Peneliti berasumsi bahwa jenis kelamin, usia dan pendidikan akan mempengaruhi 

kerentanan seseorang dalam mengalami Post Traumatic Stress Disorder. Pada 

usia anak-anak dan lansia akan lebih rentan mengalami PTSD dari pada dewasa. 

Hal ini dikarenakan pada anak-anak yang masih memiliki rasa ketergantungan 

pada orang dewasa akan merasa syok atau sedih berkepanjangan apabila orang 

dewasa yang dijadikannya tempat bergantung sudah meninggal dunia 

dikarenakan korban bencana alam. Dan pada lansia  juga mengalami gangguan 

gerak, kognitif, sensori, dan sosial dapat mempengaruhi proses adaptasi dan 

kemampuan maka lansia itu menjadi sangat sensitif, depresi, gangguan tidur dan 

trauma akibat bencana alam. Jenis kelamin pada korban juga akan mempengarhi 

seseorang mengalami PTSD dikarenakan kemampuan mekanisme koping 

perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Pendidikan dapat mempengaruhi 

PTSD dikarenakan pengetahuan dalam mekanisme koping dan cara 

penanggulangan yang kurang dalam menangani trauma akibat bencana alam. 

Asumsi peneliti ini diperkuat oleh adanya teori Weems (2007) yang menjelaskan 

bahwa faktor resiko yang menyebabkan seseorang  mengalami PTSD diantaranya 

ialah usia, jenis kelamin dan pendidikan. PTSD dapat terjadi pada semua golongan 

usia tetapi anak-anak dan usia tua  merupakan kelompok usia  yang  lebih rentan  

mengalami PTSD.  Anak-anak  memiliki  kebutuhan  dan  kerentanan  khusus  jika 

dibandingkan dengan orang dewasa, karena masih adanya rasa ketergantungan 

dengan orang lain, kemampuan fisik dan intelektual yang sedang berkembang, 

serta kurangnya pengalaman hidup dalam memecahkan berbagai persoalan 

sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Dan pada 

jenis kelamin dijelaskan bahwa perempuan akan memiliki resiko lebih besar 

mengalami PTSD dari pada laki-laki. Hal ini dikarenakan, rendanya sintesa 

serotonin yang ada pada perempuan. Sintesa serotonin akan membaa pesan 

kimia pada neurotransmitter pada otak yang akan memberikan komunikai antara 

sel – sel saraf otak. Rendahnya serotonin akan berpengaruh para kerentanan 

depresi pada seseorang. Sedangkan minimnya tingkat pendidikan sesesorang 

akan mempengaruhi tingginya angka kejadian PTSD. 
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POLA BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG ADAPTIF 
DALAM MERESPON BENCANA ALAM (Studi Identifikasi ko-

eksistensial Governing Tsunami di Mentawai ) 

Rijel Samaloisa 

Direktur Kinapat Institute Mentawai dan meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Fisipol 

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 

ABSTRACT 

This research based on real desire for improving local bureaucracy in Mentawai 

Distric become more adaptively and optimally to enhance local capacity on mega-

hazard-management without disappear their own core identity. To seek an 

adaptive model, it begin from fixed reasiong that beauraucracy can adopted all 

aspects surrounding itself inserted became behavior and organizational culture 

(Kingsley (1945), Niskanen (1969) called co-existential government. Indeed, this 

effort to gain political participating in optimum, which people to govern a 

common need by self, especially in mega hazards. Mentawai has tacit knowledge 

on self governing disaster as resulted from their experience a long their live. 

Mentawai Island like queen on fire, they life a long ago on tremors island, which is 

closed to disaster, such as tsunami and earth queke. This research found that 

local governance and Weberian Governance will simultating to improve adaptive 

governance on mega hazards. Both prosedures, structures, values, and logics will 

supporting each others in mutual co-existancy in right time, right place, and right 

actors.  

1. LATAR BELAKANG MASALAH. 

Studi ini digerakkan oleh kepentingan praktis, mendapatkan rumusan model untuk 

menyelenggarakan birokrasi pemerintahan daerah yang adaptif. Sungguhpun 

begitu, cara mengejaannya tetap mengacu kepada kerangka teoritis yang bisa 

dipertanggungjawabkan. Dalam kapasitas sebagai praktisi pemerintahan daerah, 

penulis bermaksud untuk mendorong berlangsungnya perubahan birokrasi 

pemerintahan daerah di Mentawai agar handal dalam merespon persoalan 

setempat yang dihadapinya. Tentu saja, keinginan ini harus tetap didasari oleh 

refleksi teoritis. Kalaulah kental dengan kepentingan praktis, levelnya bukanlah 

pada perubahan teknikalitas kerja. Kepentingan kajian ini adalah menemukenali 

kunci dan arah perubahan yang diperlukan, bukan sekedar penyusunan petunjuk 

teknis ataupun petunjuk pelaksanaan 

Kajian kritis-reflektif diperlukan di seputar persoalan birokrasi pemerintahan, 

manakala ada begitu kuat pretensi untuk mengembangkan birokrasi sebagaimana 

diformulasikan oleh Max Weber. Birokrasi Weberian ini diperkenalkan pada masa 

revolusi industri dan bermaksud memesinkan manusia. Berbeda dengan imajinasi 

praktisi bahwa birokrasi itu adalah serangkaian aturan atau tata kerja, birokrasi 

utamanya dikalangan Weberian (1978), dibayangkan sebagai berikut: 
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1. Sebagai  organisasi  yang  mengemban  tugas-tugas  yang  kompleks  dibagi ke 

dalam bagian-bagian yang kemudian tanggung jawab pelaksanaannya diserahkan 

sebagai tugas resmi kepada setiap anggota organisasi. 

2.  Mengikuti prinsip hierarki dengan rantai komando, dimana unit-unit yang lebih 

rendah dikendalikan oleh dan bertanggung jawab kepada unit yang lebih tinggi. 

3.  Penyelenggaraan tugas didasarkan pada peraturan yang tegas. Prosedur tetap 

menjadi dasar pelaksanaan tugas yang menekankan kedisiplinan dan 

pengendalian yang menyisakan sedikit ruang bagi pegawai untuk berinisiatif dan 

berinovasi. 

4. Pegawai melaksanakan tugasnya secara formalistik dan impersonal. Segalanya 

ditetapkan dengan hukum dan aturan yang objektif, sementara unsur personal, 

irasional dan emosional dieliminasi. 

5.  Pegawai diserahi tugas berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Walaupun 

dalam prakteknya hal inipun sering diabaikan hanya sekedar memenuhi tujuan 

dan ambisi politik penguasa atau pimpinan. 

6.  Pemisahan secara tegas antara pendapatan pribadi dan pendapatan 

organisasi. 

Karena alasan-alasan yang sangat masuk akal sebagaimana tersebut di atas, 

birokrasi pada umumnya dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang kaku 

dan ketat (rigid) sebagaimana dianjurkan oleh Weber (1978). Justru kekakuan dan 

keketatan (rigiditas) itu yang diperlakukan sebagai jati diri birokrasi. Penguasa 

akan diuntungkan oleh sistem dan tata kerja yang rigit, sehingga satu orang 

penguasa bisa menguasai setiap orang melalui sitem yang wataknya seperti itu 

kemauannya bisa diwujudkan secara efektif. Apalagi kalau di balik rigiditas itu ada 

basis pengetahuan yang mengkerangkai berbagai detail dan teknikalitas. 

Sebaliknya, mengingat tantangan yang dihadapi masyarakat dalam banyak hal 

justru mendambakan spontanitas. Hal ini sangat jelas dalam kerangka 

pengelolaan bencana, utamanya saat tanggap darurat. Dalam situasi tanggap 

darurat ini, tertib pemerintahan—yang unsur utamanya adalah tertib dalam 

memberlakukan kaidah birokrasi—justru tidak relevan, tidak bisa diberlakukan, 

apalagi diandalkan. Pemberlakuannya justru menghadirkan masalah. Yang paling 

penting pada saat itu adalah penyelamatan nyawa, bukan lagi penghormatan 

terhadap fihak berwenang, kepatuhan pada prosedur formal, ataupun cara kerja 

yang impersonal. Keterlambatan beberapa detik, bisa menghasilkan efek yang 

berbeda; dan oleh karena keharusan untuk pada tertib birokrasi (misalnya 

mematuhi prosedur) justru kontra-produktif. Ada urgensi untuk memberlakukan 

double tracks governance. Adanya track normal, dimana kaidah birokasi normal 

perlu ditegakkan, dan ada track darurat, dimana kaidah birokrasi yang formalistik 

tidak diberlakukan sama sekali. Ada juga keperluan untuk memastikan, perubahan 

track itu dipahami semua pihak, dan dijadikan acuan untuk menangani masalah. 
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Ada keperluan untuk memastikan juga bahwa, dalam kedaruratan itu, masyarakat 

mencurahkan seluruh kapasitasnya untuk menanggulangi kedaruratan, tanpa 

harus menunggu komando dari pihak yang berwenang. Berangkat dari hal 

tersebut, pertanyaan pokok yang diajukan adalah seperti apakah model birokrasi 

adaptif untuk optimalisasi pemerintahan di Kepulauan Mentawai dengan alam 

pikirnya yang khas?  

Jelasnya, ada urgensi untuk keluar dari tradisi birokrasi Weberian yang dikenal 

formalistik, impersonal, hierarkhis dan sebagainya. Tradisi atau nilai-nilai seperti 

itu, sangat bisa dimengerti relevansinya tatkala birokrasi diberi amanat yang jelas, 

atau birokrasi sudah memiliki pengetahuan yang sempurna perihal apa yang 

dibayangkan dan diharapkan oleh masyarakat. Tuntutan untuk menegakkan nilai- 

nilai itu justru kontral-produktif manakala yang dihadapi adalah ketidakpastian: 

bencana alam. 

Kondisi demikian, menyebabkan situasi berubah yang menuntut adaptasi 

birokrasi, tidak hanya dalam struktur tetapi juga manajemen. Hal tersebut 

memunculkan pertanyaan seperti Enesh (2012) mempertanyakan kehandalan 

birokrasi Weberian dalam situasi berubah karena bencana 

To what degree do government agencies remain committed to Weber’s 

bureaucratic  ideals of equality and representation when they are under change? 

And, whether it is possible, or even desirable, for elected representatives to fully 

control their bureaucracies. These questions have a high degree of relevance, 

because bureaucracy is indispensable for both democracy and capitalism. For 

example, Weber’s concern was not only with the organization of bureaucracies, but 

also with the democratic order, which requires a well functioning bureaucratic 

apparatus. As a tool to explain why bureaucracies resist change, this paper also 

draws on the new institutional model as a competing and often  complimentary 

theory to Weber’s thoughts concerning organizational behavior 

Pada prakteknya, ketika tata kelola masyarakat tentang kebencanaan 

dioperasionalkan beriringan dengan pelaksanaan tata kelola dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terjadi konflik yang cukup krusial, yakni 

terjadinya in-efisiensi karena  masyarakat memandang tindakan pemerintah tidak 

mengikuti prosedur adat setempat ketika melakukan kegiatan penanggulangan 

bencana, salah satunya mereka menolak direlokasi ke tempat hunian baru dengan 

alasan tempat hunian baru tersebut tidak ditentukan melalui prosedur adat yang 

mereka yakini yakni arat Sabulungan.  Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, 

ada urgensi untuk merumuskan kaidah untuk mengembangkan adaptabilitas 

birokrasi.  

Dalam kepustakaan sebetulnya ada banyak tokoh yang menawarkan permodelan 

birokrasi non-Weberian. Berikut ini dipaparkan urgensi mendalami birokrasi 

adaptif dalam berbagai   bentuknya,   untuk   kemudian   menjawab kebutuhan 

praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan secara khusus di Mentawai sebagai 
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percontohan kasus yang diangkat untuk melihat aspek ilmiahnya dalam kajian 

ilmu politik. 

Selain mengotomatiskan kerangka managemen bencana melalui skema double 

track governance sebagaimana disinggung di atas, ada urgensi untuk memastikan 

bahwa birokrasi pemerintah dan eksponen-eksponen masyarakat yang terlagang 

dalam adat istiadat, bukan hanya saling faham dan saling menghormati agar bisa 

bersinergi. Ada urgensi untuk mengkondisikan birokrasi pemerintahan daerah 

bersifat adaptif terhadap konsteks dimana tata kuasa setempat beroperasi. 

Corak birokrasi Weberian yang beroperasi di Pemerintah daerah Mentawai harus 

bekerja secara dialogis dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka 

membangun kinerja yang efektif dan efisien, apalagi untuk merespon hal tak 

terduga seperti tsunami. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pada 

akhirnya birokrasi yang berpretensi Weberian ini harus menerima, meskipun 

dengan terpaksa, kehadiran tata pemerintahan asli Mentawai. Di sisi lain, 

betapapun masyarakat memiliki keunikan dan kebutuhan, memerlukan birokrasi 

pemerintah untuk mengkerangkai kinerjanya. Asumsinya perlu ada co-existence 

antara birokrasi dengan sistem sosial dan tata pemerintahan Mentawai yang 

diaspirasikan sejak lama. 

Selain itu juga muncul pemahaman jika bencana alam merupakan Common Mega 

Hazard  yang tidak dapat hanya mengandalkan kinerja birokrasi Weberian saja, 

mengingat dampak dan pola kejadian bencana sangat merusak secara besar dan 

luas, serta membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dan pemerintah secara 

masif pada setiap tahapan managemen kebencanaan. Maka sudah selayaknya self 

governing yang dilakukan oleh masyarakat berbasis pengetahuan adat, diakui, 

diterima sebagai pelengkap birokrasi bekerja dalam menanggulangi bencana di 

Tsunami. 

Inspirasi pengelolaan common mega hazard  , mengambil penjelasan Ostrom 

tentang pengelolaan common pool resources (CPR), dimana birokrasi Weberian 

tidak lagi satu-satunya tata kelola yang efektif mengelola sumber daya bersama, 

tetapi harus melibatkan tata kelola yang dimiliki oleh masyarakat sejak lama 

terbukti dapat mengelola sumber daya tersebut secara harmoni dengan 

perkembangan kebutuhan. Kejadian Common Mega Hazard merupakan kejadian 

yang kerap terjadi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang 

hidup dalam ring of fire. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat 

kerawanan gempa bumi cukup tinggi. Hal tersebut karena posisi Indonesia terletak 

pada wilayah tumbukan (pertemuan) 3 (tiga) buah lempeng besar berukuran 

benua yang secara terus menerus bergerak. Ketiga lempeng aktif tersebut adalah 

Hindia-Australia, Pasifik dan Eurasia. Selain itu Indonesia juga termasuk dalam 

wilayah yang memiliki sistem seismotonik yang tergolong rumit dengan frekuensi 

kejadian gempa bumi cukup tinggi.  
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Indonesia memiliki potensi terjadi gempa bumi berkekuatan lebih besar dari 6,5 

Skala Richter di permukaan (Ms) berpeluang besar menyebabkan deformasi di 

daratan maupun di dasar laut. Terjadinya deformasi bisa di amati secara langsung 

saat episenter gempa bumi terjadi di daratan. Seperti yang pernah terjadi saat 

gempa bumi Solor-Andora (NTT) pada 25 Desember tahun 1982 dengan kekuatan 

6 SR. dalam kejadian tersebut menyebabkan timbulnya patahan sepanjang ± 750 

meter, serta adanya lajur retakan permukaan tanah sepanjang ± 1500 meter pada 

kejadian Gempabumi Liwa (Lampung) tahun 1994 dan ratusan meter patahan 

permukaan tanah akibat Gempabumi Kerinci (Jambi) tahun 1995. Dari kejadian 

tersebut bisa terlihat bahwa gempa bumi hanya berfokus dangkal dan bersifat 

merusak. 

Wilayah indonesia yang menjadi ancaman terjadinya gempa bumi lebih dari 6Ms, 

seperti Kawasan Sumatera Bagian Barat, Wilayah selatan pulau Jawa, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Daratan Pulau Sulawesi. Sementara ancaman gempa bumi 

di atas 7Ms bisa terjadi di dasar lautan di lantai Samudera Indonesia dari mulai 

barat laut P. Sumatera menerus hingga ke sebelah barat Aceh, sekitar P. Nias, 

Kepulauan Mentawai, sekitar P. Enggano, dan Selat Sunda. Bukan hanya itu saja, 

Indonesia juga masih memiliki ancaman terjadinya gempa dengan kekuatan lebih 

dari 8Ms seperti pada daerah, kawasan Halmahera hingga Samudera Pasifik di 

utara Irian Jaya. 

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia termasuk daerah yang paling tinggi 

terhadap bencana gempa buumi. Gempa bumi yang di timbulkan bukan hanya 

merusak Infrastruktur, sarana prasarana namun juga dapat menimbulkan korban 

jiwa. Selain itu gempa bumi yang terjadi juga bisa merubah kondisi 

geologi/hidrogeologi secara cepat, misalnya penurunan debit mata air. Peristiwa 

gempa selain disebabkan oleh pergerakan lempeng, juga dapat disebabkan oleh 

aktivitas vulkanisme, atau kita kenal sebagai Gempa Vulkanik. Namun besarnya 

getaran dan penyebarannya tidak sehebat Gempa Tektonik. 

Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana. Data Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipublikasikan pada hari Kamis, 20 

Desember 2012, oleh Dr. Sutopo Purwo Nugroho   menyebutkan bahwa terdapat 

386 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 157 juta jiwa yang tinggal di daerah 

rawan tinggi dan sangat tinggi dari bahaya gempa bumi. Belum lagi bahaya banjir 

meliputi sebanyak 315 kabupaten/kota dengan penduduk 60,9 juta jiwa yang 

tinggal di daerah rawan banjir tersebut. Masih menurut BNPB, dari  tahun 1629 

hingga 2012, Indonesia sendiri telah tercatat dihantam tsunami sebanyak 172 kali. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata setiap dua tahun sekali, Indonesia dihantam 

tsunami. 

2. IDENTIFIKASI IDE-IDE UNTUK MERUMUSKAN MODEL BIROKRASI ADAPTIF 

Dalam kepustakaan modelling, dikenal setidaknya dua cara kerja untuk itu. Ada 

yang sifatnya deduktif, berangkat dari proposisi-proposisi teoritik yang secara 
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sistematik dioperasionalisasikan dan dikontekstualisasikan. Ada pula modelling 

yang  mengikuti  arah  yang  sebaliknya:  berangkat  dari  apa  yang  nyata terjadi, 

lalu dikontruksikan secara konseptual. Sebelum sampai sana, perlulah kiranya 

persoalan adaptabilitas untuk dibahas sebagai berikut: 

1.  Perihal Adaptabilitas Birokrasi:  Inspirasi modelling secara deduktif 

Spirit untuk adaptif dalam kajian birokrasi tersirat dalam karya sejumlah tokoh. 

Niskanen (1968) misalnya, memberikan perhatian pada perilaku birokrat yang 

diasumsikan selalu berpikir berbasis kalkulasi ekonomi. Penelitian Niskanen 

menunjukkan bahwa perilaku birokrasi tergantung pada perbedaan insentif dan 

ketegangan para aktor yang terjadi di dalam birokrasi. Dalam kajiannya juga, 

Niskanen menemukan bahwa politisi yang terpilih, managemen profesional, 

managemen birokrat level bawah, sebetulnya sangat tergantung pada lingkungan 

lembaga seperti sistem layanan publik, pola patronase, dan dominasi. Itu semua 

tersentral pada kepentingan ekonomi. Pendapat Niskanen diikuti oleh Breton- 

Wintrobe (1975). Dari pembacaan terhadap karya Niskanen ini terlihat bahwa 

dalam birokrasi ada nafas politik yang harus disiasati oleh para birokrat. Agar 

berkinerja dengan baik, para birokrat dapat dan perlu menyiasati strategi untuk 

mencapai tujuan mereka. Tiap aktor membawa pengaruh terhadap kebijakan dan 

lingkungan institusional. 

Kajian tentang siasat-siasat untuk mempolakan ulang kerja birokrasi dilakukan   

Gordon   Tullock   (1965).   Tokoh   ini   mengatakan   bahwa   dalam pekerjaannya, 

manusia tidak lagi bisa sesederhana perilakunya karena mereka dibentuk oleh 

kuasa administrasi yang hierarkis.   Unsur kuasa administrasi ini antara lain 

adalah:  kompetisi antar karyawan dalam meraih posisi (jabatan) yang pada 

gilirannya memunculkan sejumlah perilaku informal. Cara-cara tertentu  diluar 

ketentuan dipraktekkan untuk mencapai tujuan mereka yakni jabatan yang lebih 

baik. Pendapat Tullock diikuti oleh Johnson dan Libecap (1994). 

Kajian adaptabilitas ini terlihat dari upaya untuk keluar dari birokrasi Weberian, 

sebagaimana dilakukan Graham Allison (1971) melalui teorinya essence of decision 

. Melalui perhatiannya terhadap birokrasi yang sistematis-kritis, Allison meletakkan 

pada perhatian penuh logika internal dari birokrasi sebagai aktor penentu 

kebijakan. Dia membandingkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh satu aktor 

(aktor tunggal) dengan keputusan pemerintahan yang melibatkan banyak aktor 

(aktor majemuk). Pelibatan aktor majemuk ini melahirkan keputusan yang 

menyesatkan (misleading). Melalui telaah sensisif terhadap rasionalitas para 

pembuat keputusan ini, Allison menemukan bahwa keputusan birokrasi Weberian 

tergantung pada nalar atau rasionalitasnya. Hal inilah yang oleh Allison disebut 

sebagai essence of decission dan hal ini pulalah yang menunjukkan bahwa 

birokrasi berperilaku berbeda ketika rasionalitasnya diubah oleh sebuah 

kebijakan. 
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Demokratisasi yang tengah berlangsung di suatu negara niscaya mengubah 

rasionalitas birokrasi di negara tersebut. Manakala rakyat dan kerakyatan menjadi 

basis untuk membuat keputusan, maka otoritas negara tidak lagi menjadi satu- 

satunya dasar untuk membuat keputusan. Seiring dengan kuatnya tuntutan 

representasi dalam pengelolaan kepentingan publik, Kingsley (1947) menemukan 

sebentuk adaptasi antara birokrasi dengan sistem demokrasi dan gejala ini disebut 

birokrasi representatif.  Pemikiran dan pengkajian lebih lanjut tentang 

adaptabilitas ini kiranya sangat diperlukan mengingat semakin terbiasanya 

masyarakat mengajukan tuntutan kepada negara melalui birokrasi pemerintahan, 

dan tuntutan- tuntutan itu terartikulasi sebagai hal yang niscaya. Disatu sisi kita 

melihat adanya acuan teoritis bagi birokrasi untuk bersifat atau bekerja secara 

adaptif, dan disisi yang lain masyarakat memiliki cara khas dalam berpikir dan cara 

bertindak dalam mengelola kepentingan publik. 

Mengemukanya wacana birokrasi adaptif di masyarakat sebetulnya sudah 

berlangsung. Hanya saja selama ini tidak mendapatkan tempat yang memadai 

dalam telaah-telaah birokrasi pemerintahan yang diandaikan pemerintahan yang 

baik adalah yang bersifat Weberian. Kritik terhadap teorisasi birokrasi gaya 

Weberian ini sudah lama berlangsung di kepustakaan ilmu politik, namun hal ini 

lebih diberlakuan sebagai suatu tacit knowledge pemerintahan, dan hal ini 

dikedepankan sebagai kaidah dalam reformasi birokrasi. Di sejumlah daerah, 

fenomena yang disebut sebagai birokrasi representatif ini telah menggejala, 

namun hal ini lebih diperlakukan sebagai penyimpangan yang secara diam-diam 

dibiarkan, bukan sebagai standar kerja yang semestinya diadopsi. Di Sulawesi 

Utara misalnya, pengisian jabatan eselon didasari oleh stratifikasi etnis, dimana 

etnis Minahasa berada pada posisi paling tinggi, dan secara berturut-turut diikuti 

oleh etnis Bolaang, Mangundow, dan yang terakhir adalah etnis Sangihe dan 

Talaud. Stratifikasi ini secara resmi memang melanggar kaidah resmi, namun 

diterima secara diam-diam karena merepresentasikan “hierarkhi” etnis di sana. 

Point yang penting untuk digaris bawahi adalah bahwa, watak adaptifnya birokrasi 

hanya bisa dimengerti kalau kita mengerti imajinasi masyarakat setempat tentang 

kekuasaan dan tata kuasa. Masyarakat berharap, birokrasi bekerja sesuai jalan 

pikirannya; sesuai dengan imajinasinya tentang kekuasaan.  

Urgensi untuk mengembangkan birokrasi adaptif juga muncul dari keterbatasan 

birokrasi Weberian itu sendiri. Dalam literatur sudah diketahui bahwa birokrasi 

Weberian membuka peluang bagi terjadinya konflik otoritas. Konflik otoritas ini 

selalu diperlakukan sebagai persoalan koordinasi, bukan persoalan adaptasi 

keseluruhan cara kerja birokrasi itu sendiri. Perihal konflik kewenangan tadi, 

Parson (1947) menyatakan bahwa unsur person atau agency diasumsikan bekerja 

dengan otoritas masing-masing, dengan mengikuti hierarkhi yang diberlakukan 

secara formal. Bawahan yang superior dari segi pengetahuan dan pengalaman 

tertindas karena secara formal dia berada sebagai subsistem yang tunduk pada 

formal atasan, dapat saja atasan itu lebih muda. Kalaulah bawahan bekerja  sesuai  
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dengan  job  description-nya,  keputusan  yang  diambil  berdasar pengetahuan  

dibatalkan  jika  tidak  dikehendaki  atasannya.   Oleh  karena  itu sebagaimana  

dikaji  Gouldner    birokrasi  Weberian  terjebak  dalam  ambiguitas kewenangan, 

antara rasionalitas dan posisi formal yang sangat kaku. Pengamatan Parson dan 

Gouldner tersebut bukan hanya menunjukkan adanya kontradiksi dari dalam 

model birokrasi Weberian, melainkan juga sampai pada kesimpulan bahwa gejala 

ini telah bersifat endemic semua model organisasi. Muaranya, otoritas manusia 

sebagai subsistem dihadapkan pada kondisi konfliktual otoritas yang berakibat 

pada inefisiensi birokrasi. Oleh karena itulah problematisasi dengan kerangka 

pikiran yang tetap, tepatnya sekedar sebagai problema koordinasi, ini tidak 

kunjung membuahkan solusi. 

Kalangan yang bersikeras untuk memahami birokrasi dalam kerangka pikir 

Weberian juga rentan terhadap kritik.  Dalam studi Robert Merton (1957), 

menyebutkan bahwa birokrasi tidaklah handal dalam mengelola akhibat yang tak 

terduga atau unintended consequence. Hal ini terjadi karena sifat impersonality  

Weberian yang diasumsikan sebagai penyebab birokrasi selalu diasumsikan oleh 

birokrat berjalan secara optimal dan mulus. Pada kenyataannya birokrasi justru 

bisa menghadapi disfungsi karena terjadi kondisi yang tidak diharapkan, 

ketidaksiapan aparatus serta hilangnya kepemimpinan hierarkis. Ketidakhandalan 

dalam menghadapi berbagai konsekuensi yang tak terantisipasi mengakibatkan 

disfungsi, namun konsekuensi secara struktural dan normatif dalam mengubah 

perilaku birokrasi tidak banyak dibahas Fenomena-fenomena  dan  pengkajian-

pengkajian  di atas  seperti  yang disampaikan oleh Kingsley, Nikeston, Tullock dan 

Allison menjadi dasar keyakinan bahwa kepercayaan terhadap model Weberian 

menyisakan sejumlah permasalahan. Di dalam birokrasi dan teori birokrasi 

terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan birokrasi disfungsi, in-efisien dan 

in-efektif, dan hal ini tidak kunjung teratasi karena adaptabilitas birokrasi tidak 

dianggap penting. Birokrasi dibayangkan sebagai entitas yang independen yang 

terisolasi dengan lingkungannya. Padahal, dalam prakteknya birokrasi harus 

beroperasi dalam lingkungan yang telah berubah secara dramatis. Atas nama 

governance yang lebih baik, birokrasi telah diperlakukan sebagai problema dalam 

pengelolaan kepentingan publik, dan dalam agenda good governance, birokrasi 

diharapkan meminggirkan peranan. Atas nama governance juga menyatakan 

bahwa kewenangan mengatur satu-satunya otoritas yakni dirinya, padahal 

birokrasi bekerja di dalam dan bersama alam pikiran masyarakat tempat birokrasi 

itu berjalan. Alam pikiran masyarakat yang telah menunjukan kinerja 

berpemerintahan sejak lama, sebelum birokrasi Weberian, telah hadir dalam 

mengatur kehidupan mereka sejak lama. Kenyataan tersebut harus disadari 

sebagai situasi co-existency antara perilaku kekuasan lokal dan kekuasaan 

Weberian (Strochein, 2012; Cummins, 2010). 

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pemerintahan belakangan ini ditandai oleh 

perubahan lingkungan strategis: menguatnya civil society, semakin gigihnya 



 
PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI 

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018 

 

827 

 

masyarakat menuntut hak-haknya, terlembaganya pemerintahan berotonomi luas, 

dan kesadaran co-existence sistem kekuasan lokal dan pemerintah. Lebih dari itu, 

sebagaimana disebutkan diatas, arah adaptasi birokrasi adalah nilai-nilai atau 

gagasan tentang tata kuasa yang disepahami. 

Pengalaman Mentawai: Inspirasi untuk modelling secara induktif. 

Untuk memulai pelacakan studi birokasi di Indonesia, khususnya di Mentawai, 

peneliti meminjam hasil temuan Benedict Anderson tentang kuasa Jawa. Studi 

kuasa ditingkat lokal, pernah dikaji oleh Benedict Anderson terhadap konsep 

kuasa Jawa. Bagi Anderson, kuasa lokal menjadi masalah eksplisit bagi praktek 

kekuasaan lokal dimana salah satunya adalah Jawa. Secara kontras sistematik 

dengan aspek-aspek signifikan dalam konsep Eropa modern dapat membantu 

menjelaskan gagasan Jawa tentang kekuasaan, yang diringkas dalam empat poin 

antara lain sebagai berikut: 

Tabel. 1 Konsep Kuasa di Mentawai 

 

Eropa 

 

Jaw

a 
•   Abstrak •   Kongkrit 

•   Heterogen •   Homogen 

• Penumpukan   kekuasaan   

tidak memiliki batasan inhern 

• Besarnya   kekuasaan   di   

dalam semesta konstan 

Konsep Anderson tersebut digunakan untuk menemukenali konsep kuasa 

Mentawai. Konsep kuasa Mentawai yang mampu mengubah perilaku birokrasi di 

Kepulauan Mentawai seperti sejalan dengan yang disampaikan oleh Gunn (2006), 

Berger (1957) dalam teori mereka. Konsep dan ide kuasa Mentawai merupakan 

salah satu komponen yang melingkupi birokrasi Mentawai. Bagi Bendor dan 

Iedelson elemen-elemen tersebut, harus diperhatikan dan diadaptasikan dalam 

kinerja birokrasi.  

Konsep kuasa Jawa menjadi frame (bingkai) untuk melihat konsep kuasa 

Mentawai, meskipun konsep Anderson tersebut tidak seutuhnya paralel dengan 

konsep kuasa Mentawai, karena alam pikiran Mentawai merupakan sintesis antara 

manusia dengan ekologisnya. Mengikuti pendapat Geertz  terhadap pola kuasa 

Jawa merupakan hasil bentukan alam dimana mereka tinggal.  Dalam 

pandangannya mengenai hubungan ekologi dan kebudayaan masyarakat, secara 

eksplisit Geertz mengikuti konsep “inti kebudayaan” dari Julian Steward. Salah satu 

•   Kekuasaan secara moral ambigu • Kekuasaan                            

tidak mempertanyakan 

keabsahannya 
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pendekatan ekologi kebudayaan seperti yang diungkapkan Julian Steward bahwa 

dalam meneliti suatu ekosistem perhatian diletakkan pada “inti pola kebudayaan” 

(cultural core) masyarakat yang bersangkutan, yaitu serangkaian unsur-unsur 

sosial, politik, kepercayaan, yang paling nyata menentukan beragam cara 

masyarakatnya itu menjamin kehidupannya dari lingkungan yang dikuasainya. 

   Dengan kata lain, tidak segala aspek kebudayaan adalah hasil dari hubungan 

manusia dengan alam. Namun selalu ada aspek kebudayaan yang secara 

fungsional dipengaruhi oleh alam, dan itulah yang disebut Steward sebagai inti 

kebudayaan.  Memang penggunaan pendekatan ini memerlukan pencarian 

terhadap aspek kebudayaan mana yang mempunyai interaksi yang kuat dengan 

alam dan dapat menjadi representasi dari inti kebudayaan, termasuk pengelolaan 

bencana alam yang dimiliki oleh masyarakat Mentawai.  

Pola pengelolaan bencana Mentawai tidak dapat melepaskan dari pengaruh Arat 

Sabulungan, sebagai inti budaya mereka. Dalam buku Bebetei Uma: Kebangkitan 

Orang Mentawai, (Darmanto, 2013). Menurutnya,  Bambang Rudito memusatkan 

perhatiannya pada usaha untuk membuat deksripsi mendalam (thick description) 

tentang kehidupan masyarakat Mentawai terutama tentang bebetei uma, salah 

satu upacara penting di Kepulauan Mentawai. Upacara bebetei uma adalah suatu 

ritual yang dilakukan oleh orang Mentawai untuk memulihkan hubungan-

hubungan spiritual dengan roh-roh leluhur, dan sekaligus menjaga keseimbangan 

solidaritas, serta memulihkan kekacauan sosial yang terjadi karena persaingan dan 

konflik antar anggota uma (Loeb, 1972; Schefold, 1991). Upacara ini dilakukan di 

tingkat uma, kelompok/struktur sosial orang Mentawai (Schefold, 1991; Nooy 

Palm, 1968), dan diselenggarakan di rumah panjang hunian sebuah kelompok 

kekerabatan yang juga disebut sebagai uma. Seringkali, istilah ritual bebetei uma 

disebut juga sebagai upacara pembersihan atau pemulihan uma (pasieru’ uma). 

Lazimnya, ketika anggota uma berulang kali mengalami sakit, sering muncul 

pertanda buruk (ular datang ke rumah, kupu-kupu melintas di halaman, terdapat 

suara burung kuilak atau kemut dengan nada tertentu), ternak terserang wabah 

penyakit, atau suasana uma tidak harmonis, maka hal itu menjadi pertanda 

keharmonisan hubungan sosial antar anggota dan relasi spiritual antara manusia 

dengan roh-roh leluhur harus di-restorasi, melalui upacara. Pendek kata, ketika 

keseimbangan sosial dan spiritual dalam anggota uma telah terganggu, rumah 

besar yang juga disebut uma harus dibersihkan agar kehidupan spiritual, relasi 

sosial dan kebutuhan material manusia yang terikat dengan uma tersebut kembali 

normal. Upacara bebetei uma adalah sebuah ‘pranata sosial yang menyeluruh’, 

yang merupakan ciri kehadiran dan sekaligus keterwakilan nilai budaya Mentawai. 

Karya ini dimaksudkan bahwa bebetei uma sebagai satu-satunya cara mendalami 

inti kebudayaan Mentawai dalam menghadapi lingkungan sosial yang berubah. 

Bila karya Rudito dibandingkan dengan deskripsi mendalam tentang Mentawai 

dalam Mainan Bagi Roh yang ditulis oleh Reimar Schefold (1991) dengan memakai 

teori ekologi budaya   yang dikemukakan oleh Julian Haynes Steward (1955) yang 
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menyebutkan pemisahan budaya inti sebagai faktor determinan dalam 

pengarahan perilaku individu, perubahan pranata sosial dan adaptasi terhadap 

perubahan. Schefold menekankan adanya dikotomi antara inti budaya yang 

bersifat permanen dan perilaku individu yang terus berubah seturut perubahan 

lingkungan. Dikotomi kebudayaan merupakan inti dan pranata sosial paralel 

dengan klasifikasi nilai yang bersifat suci (yang diekspresikan dalam punen/lia) dan 

aktivitas manusia yang bersifat profan dan merusak. Nilai suci yang merupakan 

inti, dan karena itu permanen yang menentukan kuat tidaknya budaya Mentawai 

dalam beradaptasi dengan perubahan. 

Klaim bahwa bebetei uma adalah satu-satunya jendela untuk melihat budaya 

Mentawai dalam menghadapi perubahan adalah ciri kuat warisan ekologi budaya, 

yang cenderung memberikan prioritas pada aspek sosial budaya tertentu di atas 

aspek-aspek yang lain kuranglah tepat. Bebetei uma hanyalah salah satu cara yang 

dipilih dan diajukan sebagai contoh unsur budaya Mentawai yang memiliki 

pengaruh langsung dan terus menerus terhadap keseluruhan struktur masyarakat 

atau kebudayaan Mentawai. Hal serupa dapat juga ditilik lewat ritual lia sebagai 

upacara besar yang dilakukan dalam sebuah uma (lihat Schefold, 1988). Dibalik 

ritual-ritual besar dan penting dalam sebuah uma, juga terdapat unsur-unsur yang 

lain bersifat pinggiran misalnya lia siboitok, secara harafiah berarti ritual kecil yang 

tidak menuntut pengorbanan besar dalam hal ternak yang disembelih dan waktu 

yang dibutuhkan untuk melangsungkan ritual tersebut. 

Mitos dan Legenda Suku Mentawai yang dirangkum oleh Bruno Spina (1981), 

banyak memuat kisah-kisah mitologi dan legenda yang berisi tentang cara 

pandang masyarakat Mentawai tentang alam semesta atau kosmologi dan 

fenomenanya. Pandangan kosmologis tersebut mendasari sikap masyarakat 

Mentawai dalam menyikapi alam sekitar mereka dalam menjalin hubungan social 

kemasyarakatan mereka. Masyarakat Mentawai memandang keberadaannya di 

alam semesta sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dengan kedirian 

mereka, sesama dan alam sekitar. Untuk mencapai kesejahteraan dan 

keselamatan hidup, orang harus bertindak dan bertingkah laku selaras dengan 

lingkungan dan alam dimana dia tinggal yang mencakup lingkungan alam dan 

lingkungan sosial budaya. 

Pemahaman Orang Mentawai terhadap konsep alam semesta dapat dikaji melalui 

cerita kabarajat’ polak nene samba sirimanua siboiki (asal-usul dunia dan orang 

pertama). Dalam kisah itu disebutkan bahwa pada zaman dahulu, waktu dunia ini 

belum ada, maka roh-roh langit melemparkannya ke bawah dari langit. Begitulah 

terjadinya Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya. Lalu roh-roh langit membuat  

juga binatang-binatang dan pohon-pohon dan akhirnya seorang laki-laki dan 

seorang wanita, tetapi roh-roh langit merasa jengkel karena kedua orang itu tidak 

kawin, maka mereka menunjukan bahwa mereka harus memperhatikan anjing-

anjing. Manusia menirunya, sehingga banyak manusia yang dilahirkan. Pada suatu 



 
PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI 

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018 

 

830 

 

hari mereka memperhatikan bahwa buaya dapat menggerakan diri dengan leluasa 

di air, maka dari buayalah mereka belajar membuat perahu. 

Orang Mentawai percaya ada alam nyata dan alam supranatural. Kedua alam 

harus berjalan selaras. Kelestarian alam nyata harus sesuai dengan kemauan 

penghuni alam supra natural, karena kondisi alam supra natural merupakan 

cerminan kehidupan alam nyata yang ideal. Maka, pengelolaan terhadap 

lingkungan alam seperti hutan, sungai dan lahan, harus mendapat izin roh-roh 

penghuni alam semesta. Dari uraian kisah itu, terdapat hubungan antara roh 

langit, manusia dan alam untuk menciptakan sebuah kekuatan yang harmonis. 

Ada hirarki kemasyarakatan mereka. Masyarakat Mentawai memandang 

keberadaannya di alam semesta sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait 

dengan kedirian mereka, sesama dan alam sekitar. Untuk mencapai kesejahteraan 

dan keselamatan hidup, orang harus bertindak dan bertingkah laku selaras 

dengan lingkungan dan alam dimana dia tinggal yang mencakup lingkungan alam 

dan lingkungan sosial budaya. 

Pemahaman Orang Mentawai terhadap konsep alam semesta dapat dikaji melalui 

cerita kabarajat’ polak nene samba sirimanua siboiki (asal-usul dunia dan orang 

pertama). Dalam kisah itu disebutkan bahwa pada zaman dahulu, waktu dunia ini 

belum ada, maka roh-roh langit melemparkannya ke bawah dari langit. Begitulah 

terjadinya Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya. Lalu roh-roh langit membuat  

juga binatang-binatang dan pohon-pohon dan akhirnya seorang laki-laki dan 

seorang wanita, tetapi roh-roh langit merasa jengkel karena kedua orang itu tidak 

kawin, maka mereka menunjukan bahwa mereka harus memperhatikan anjing-

anjing. Manusia menirunya, sehingga banyak manusia yang dilahirkan. Pada suatu 

hari mereka memperhatikan bahwa buaya dapat menggerakan diri dengan leluasa 

di air, maka dari buayalah mereka belajar membuat perahu 

Orang Mentawai percaya ada alam nyata dan alam supranatural. Kedua alam 

harus berjalan selaras. Kelestarian alam nyata harus sesuai dengan kemauan 

penghuni alam supra natural, karena kondisi alam supra natural merupakan 

cerminan kehidupan alam nyata yang ideal. Maka, pengelolaan terhadap 

lingkungan alam seperti hutan, sungai dan lahan, harus mendapat izin roh-roh 

penghuni alam semesta. Dari uraian kisah itu, terdapat hubungan antara roh 

langit, manusia dan alam untuk menciptakan sebuah kekuatan yang harmonis. 

Ada hirarki terlibat dalam konsep kuasa Mentawai. Secara fisik formalisasi konsep 

kuasa tersebut terlihat dari tiga unsur yang membentuk struktur kuasa di 

Mentawai yakni: Rimata-Sikerei, Arat Sabulungan dan Uma. Hal ini berbeda 

dengan Jawa yang menempatkan Raja Keraton dan kekuatan gaib sebagai manifes 

kuasa Jawa model Anderson.  

Bencana alam merupakan suatu perubahan alam yang membawa dampak pada 

perubahan sosial, sekaligus  birokrasi. Dalam kondisi demikian, perubahan 

menjadi situasi yang perlu diadaptasi oleh birokrasi. Perubahan didefinisikan 

French (1999) sebagai “a new state of things, different from the old state of things” 
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. Para pengkaji birokrasi perubahan,  menjelaskan secara khusus, seperti disusun 

oleh Tripton, Ciprian and Marios Dodu  “ an organizational change has happened 

when you see a change between different momentums which makes time a 

central dimension in a change process. A second dimension is a state or object 

since you need to compare for example an organization between two momentums 

in order to see if the organization really has changed. Below the different steps 

which should be seen as a framework in order to structure reality are explained: 

1. Time & phenomenon/state – one has to be able to declare an organization’s 

state at time one and then compare the organization’s state at time two.  

2. Process – the change need to be seen as a process that moves the organization 

from time one to time two.  

3. Context – the context in which the change operates needs to be considered.  

4. Driving forces – the initiatives of the change need to be stated. “ 

Penjelasan tersebut dijelaskan dalam skema sebagai berikut 

Skema I   

 

Sumber : Jacobson dari Ida Rosen (2013) 

Konsep dan pengalaman sebagaimana dipaparkan di atas, menjadi salah satu 

tumpuan harapan dalam mencari solusi bagi permasalahan birokrasi 

pemerintahan daerah yang belakangan ini beroperasi dalam derasnya terpaan 

liberalisasi. Birokrasi pemerintahan harus beroperasi dalam skema otonomi luas, 

dan masyarakat semakin sadar tentang hak-hak politik mereka. Pos-pos tertentu 

di dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang Mentawai dengan latar belakang 

yang berbeda-beda diantaranya oleh mereka dengan latar belakang sebagai aktivis 

lembaga swadaya masyarakat, pegawai swasta maupun sarjana yang baru saja 

menyelesaikan pendidikan mereka (Eindhoven, 2002; 2007; 2009). Semua pegawai 

negeri atau aparatus harus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan yang 

baru. Hal ini menjadi fenomena menarik dalam konsep birokrasi adaptif. Dalam 

konteks ini, ada tuntutan mendesak untuk mengoperasionalkan gagasan birokrasi 

adaptif, khususnya dalam penanganan bencana alam. 

 

Tabel 1 

Pemetaan Kajian Birokrasi Perubahan 
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Sumber : Tripton, 2014 

Perubahan merupakan kondisi yang harus disikapi oleh birokrasi, meskipun 

sebenarnya birokrasi rigid, kaku. Dengan demikan tidak bisa dihindari lagi proses 

adaptasi tersebut, sebagaimana fokus kajian dari disertasi ini. mengikuti nalar 

Jacobson (2013) tentang proses perubahan birokrasi  yang tidak menekan tetapi 

menjalankan fungsi masing-masing dimana roh langit sebagai pencipta dan 

pelindung, manusia sebagai pelaku dan alam semesta beserta isinya sebagai 

wahana yang dipakai mewujudkan harapan kesempurnaan atas keinginan roh 

langit kepada manusia. 

Family Stories: Oral Tradition, Memories of the past, and Contemporary Conflicts 

over Land in Mentawai – Indonesia, Juniator Tulius (2012a) seperti terefleksi dari 

judulnya, membahas cerita-cerita milik kelompok-kelompok kekerabatan (kin-

groups) yang hidup di Kepulauan Mentawai. Cerita-cerita keluarga itu bersifat lisan 

dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

Dalam disertasi itu, Tulius mengulas sejarah penyebaran masyarakat Mentawai 

mulai dari mereka menduduki tempat awal asal-usul mereka di beberapa tempat 

di Kepulauan Mentawai hingga mereka berpindah sampai bermukim pada lokasi 

dimana mereka hidup pada saat ini. Dalam kisah-kisah itu juga dibeberkan 

bagaimana penduduk pertama terlibat persengketaan dalam uma mereka lalu 

beberapa kelompok memisahkan diri untuk membentuk kelompok baru dengan 

nama uma yang baru pula (lihat juga dalam Tulius, 2012b). Walaupun kelompok-

kelompok tersebut saling terlepas dan terpisah serta telihat menjadi otonom lalu 

menjadi independen dari satu dengan yang lain, namun tidak memutus hubungan 

darah dan kekerabatan yang ada diantara mereka. Kelompok-kelompok uma yang 

berpindah tersebut menguasai tempat-tempat baru dan menyatakan diri mereka 
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sebagai pemilik tempat tersebut dan menguasainya dengan cara menjadi pemilik 

tanah atau sibakkat polak dan pemilik perkampungan atau sibakkat laggai. 

Selanjutnya, Arat Sabulungan: Kearifan Lokal Menjaga Keselamatan Kosmos diulas 

oleh Stefan dengan memfokuskan pada etika ekologis. Bagi Stefan kehidupan 

orang suku sangat kental dengan loka eisdom yang mampu mengendalikan pola 

hubungan manusia di dalam makro dan mikro kosmiknya. Landasan teori yang 

dipakai dalam tulisan ini dilandaskan pada pendapat yang dikemukakan oleh Van 

Gennepyang berpendapat bahwa ritual-ritual dalam kehidupan suatu kelompok 

manusia menyajikan tatanan yang sama yaitu Metanoia, Katarsis, dan Paripatia. 

Metanoia berarti suatu keadaan disharmoni, situasi tidak terdamaikan antara diri 

manusia dan Allahnya, dirinya sendiri, sesamanya, dan alam sekitarnya. Keadaan 

ini mengakibatkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman, dan ketidakbahagiaan 

bagi siapa saja. Katarsis adalah suatu pengenangan kembali tentang sesuatu yang 

telah terjadi di masa lalu suatu masa harmoni, keselarasan kehidupan dan 

seimbang antara manusia, alam dan sang ilahi. Peristiwa pengenangan itu 

sebentuk doa-doa yang didaraskan, tari-tarian sakral atau legenda yang 

diceritakan kembali. Sedangkan Paripatia adalah bagian pemulihan dan 

pembebasan serta sukacita. Bentuknya berupa ungkapan syukur bersama karena 

(akan) terciptanya suasana harmoni kembali. Ungkapan itu berupa makan 

bersama, sukacita pesta dan sebagainya. 

Meskipun Mentawai tidak memiliki hubungan dengan Jawa, namun sebagai etnik 

yang dekat dengan alam seperti terungkap dari literatur tentang Mentawai, 

dimungkinkan memiliki konstruksi konsep kuasa yang dilihat oleh Anderson (2000) 

yang melihat tentang Jawa. Kedekatan terhadap alam (Geertz, 1976) 

memungkinkan suku Mentawai menempatkan kekuatan animis atau suprastruktur 

Lebih dari itu, Mentawai memerlukan pemeliharaan dan penguatan kapasitas lokal 

untuk menyikapi perubahan-perubahan mendadak dalam skala besar, yakni 

bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Sebagaimana diketahui, 

Mentawai adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling rentan terhadap 

bencana, khususnya tsunami. Hal yang sangat vital dalam kebencanaan adalah 

merespon kedaruratan; dimana biasanya pemerintah gagap dan terlambat serta 

tergantung dari luar dan pada kekuatan dan pengetahuan masyarakat setempat 

yang dibawa dari generasi terdahulu. 

Sebagaimana halnya birokrasi, Mentawai bisa menciptakan dan mengembangkan 

tertib sosial karena adanya unsur-unsur penyanggahnya; yakni adanya konstruksi 

nilai-nilai tertentu, struktur kuasa yang beroperasi, dan prosedur dan nalar yang 

menggerakkannya. Dalam kontes ini, penggeraknya adalah pemerintah daerah 

yang memiliki otonomi sendiri. Kepulauan Mentawai lahir sebagai kabupatan baru 

di era reformasi dan dalam kerangka kerja otonomi daerah pada 4 Oktober 1999 

berdasarkan Undang-udang No. 49 tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden 

Republik Indonesia B. J. Habibie yang menyatakan bahwa Kepulauan Mentawai 

menjadi sebuah kabupaten baru terlepas dari kabupaten induk sebelumnya yakni 
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di Padang Pariaman. Mentawai menjadi kabupaten kepulauan terluar di belahan 

barat Indonesia dalam lingkup kekuasaan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai kabupaten terbaru 

banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari infrastruktur, adminstrasi 

pemerintahan dan sampai kepada aparatur pemerintah yang menjalankan roda 

pemerintahan di Mentawai. 

Perubahan status pemerintahan yang telah menjadikan Kepulauan Mentawai 

sebagai kabupaten tersendiri tersebut telah membawa pengaruh bagi kehidupan 

masyarakat dan juga birokrasi itu sendiri. Masyarakat Mentawai disatu sisi 

diperhadapkan pada kenyataan bahwa birokrasi Weberian tersebut menjadi 

standar bagi pemerintahan daerah dalam melakukan pelayanan kepada 

masyarakat sedangkan di sisi lain, Mentawai juga memiliki alam pikiran, yang 

secara kultural setia pada tradisi dan adat istiadat yang mereka yakini, sebagai 

pembentuk sistem berpemerintahan (laggai) yang kinerjanya mirip (shadow) 

dengan kinerja birokrasi Weberian. Kenyataan sosilogis demikian (Loevinger, 1968; 

Conkling, 1984) jika tidak diikuti dengan kualitas internal serta ketiadaan para ahli 

birokrasi di Mentawai, akibatnya perilaku birokrasi di Mentawai cenderung tidak 

efektif dan tidak efisien (Tullock, 1965) seperti yang terjadi saat ini. 

Sejauh ini, karena senantiasa terkungkung pada pemahaman birokrasi Weberian 

tidak menampilkan kinerja efektif, dan pada saat yang sama tidak secara sadar 

mengembangkan adaptabilitas untuk menjawab konteks Mentawai. Birokrasi 

pemerintahan daerah lebih berpretensi sebagai operator kekuasaan 

pemerintahan yang dicanangkan secara formal melalui kaidah-kaidah birokrasi 

yang berlaku. Pada saat yang sama, masyarakat bekerja sesuai dengan alam pikir 

dan kelembagaan yang mereka miliki. Singkat kata: Masyarakat Kepulauan 

Mentawai menuntut pemerintahan bekerja sesuai dengan imajinasi tentang 

publik, tata kuasa dan tradisinya. 

Secara kultural orang Mentawai memiliki konsep kekuasaan yang khas dan hal ini 

terumuskan dalam konsep laggai   serta kebiasaan orang Mentawai bersifat 

kekeluargaan dan kolektifitas dalam membangun relasi sosial. Pola kekuasaan 

Mentawai bersifat hirarkis tetapi pada puncak kekuasaan tergantung pada konsep 

Sabulungan.   Pada masyarakat Mentawai, pelaksanaan fungsi-fungsi dari pranata 

sosial dan masalah kemasyarakatan berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat 

bukan berdasarkan kompetensi anggota masyarakatnya. Misalnya, kehadiran 

sikerei9   dimana kehadirannya memang dibutuhkan dalam dinamika kehidupan 

masyarakat Mentawai. Sejak zaman dahulu, sikerei memiliki posisi sebagai 

pemegang kendali dalam kehidupan sosial politik. Kriteria dan sosok penguasa 

dalam konsep masyarakat Mentawai disebut rimata    dimana kontrak politik  tidak 

terletak pada sesama, melainkan dengan sabulungan, sebuah konsep keyakinan 

yang menata perilaku manusia Mentawai dalam bertindak terhadap sesamanya. 

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa, masyarakat Kepulauan Mentawai 

pada umumnya tidak bisa keluar dari dunia spiritual. Spiritualitas ini menjadi  
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dasar  bagi  setiap  tatanan  sosial.  Pada  saat  yang  sama  birokrasi pemerintahan 

selama ini berpretensi tidak tahu menahu dengan spiritualitas tersebut. Kondisi 

tersebut sangat mempengaruhi kinerja birokrasi Weberian apalagi sebagian besar 

aparatus birokrasi Weberian di Kabupaten Mentawai adalah orang Mentawai.  

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri terjadi kesenjangan antara performa 

pelayanan publik birokrasi Weberian dengan kebiasaan-kebiasaan adat Mentawai, 

baik mereka yang menjabat sebagai aparatus maupun masyarakat umum yang 

menerima atau membutuhkan layanan birokrasi tersebut. Perbedaan situasi 

tersebut kini tidak dipandang lagi sebagai konflik (Lele, 2001) tetapi diupayakan 

untuk adaptif (Bendor and Moe, 1985)    Artinya, ada semacam perilaku yang 

kurang kompromi yang dilakukan lewat penyesuaian kepentingan penguasa. 

Akibat kondisi yang tidak adaptif tersebut, budaya berpemerintahan Mentawai 

yang berdasar kepada keyakinan yang sangat toleran itu mengalami benturan 

dengan birokrasi Weberian. Benturan tersebut tampak dalam penanganan 

tsunami 2010. 

3. ADAPTABILISAS SEBAGAI DIALEKTIKA PROSES DEDUKTIF DAN INDUKTIF 

Ketidakmampuan negara untuk melakukan respon cepat terhadap Tsunami, diisi 

oleh kinerja birokrasi lokal yang tampil sebagai kendali tunggal, pada saat terjadi 

hingga proses relokasi. Ada beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan 

birokrasi inefektif saat itu, yakni persoalan pembangunan rumah hunian 

sementara (huntara) bagi korban tsunami, dimana masyarakat tidak mau pindah 

(direlokasi) dan tinggal dirumah yang sudah disiapkan dan dibangun oleh 

pemerintah, dan masyarakat lebih memilih bertahan dikampung mereka. Reaksi 

yang tidak adaptif dengan birokrasi tersebut, lebih dikarenakan pada dugaan 

perbedaan konsep kuasa yang dimiliki Mentawai, bukan karena ketidakloyalan 

masyarakat terhadap pemerintah kabupaten. 

Model birokrasi yang adaptif sesuai dengan konsep Bendor & Moe (1985), meliputi 

nilai dan  konsep kekuasaan yang terlibat dalam pembuatan keputusan, nilai-nilai 

teknikal penatalaksanaan birokrasi serta perubahan sosial yang menuntut 

penanganan secara khusus oleh birokrasi.   Maka melalui proses adaptif tersebut, 

birokrasi mampu mewadahi dan berdialog terhadap sistem demokrasi yang hidup 

dalam masyarakat. Demikian juga respon birokrasi berdialog dengan sistem 

kekuasan Mentawai sebagai masukan terhadap kinerja yang berwujud adaptif.                                  

Pekerjaan tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh Kingsley sebagai bentuk 

representatif birokrasi. 

Model merupakan representasi dari realitas secara umum orang lebih mudah 

merujuk kepada model daripada logika, untuk menjelaskan pemahaman secara 

sederhana tentang fenomena. Pembangunan sebuah model dibangun oleh teori. 

Teori merupakan serangkaian pernyataan yang dibangun dari sebuah proses 

untuk membantu abstraksi. Tujuan dari teori adalah untuk menemukan 
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pernyataan tentang prinsip-prinsip umum di dalam menjelaskan sebuah 

fenomena. Karena 

sifatnya demikian, teori bisa digugat melalui sebuah eksperimen.  Salah satu kajian 

tentang birokrasi yang menggunakan pendekatan permodelan antara lain Graham 

Allison.  Tulisan ini juga menggunakan pola yang sama dengan Allison dalam 

menemukan model birokrasi adaptif di Kepulauan Mentawai. 

Kajian ini menggunakan pendekatan berbasis model (model based approach). 

Dalam konteks ini, modeling adalah melakukan penyederhanaan dengan 

mengedepankan atau memfokuskan diri pada pada hal-hal yang esensial untuk 

kepentingan ini, dan mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak relevan. Untuk 

mempermudah modeling terhadap realita yang sejatinya sangat kompleks, 

modeling seperti yang dikembangkan Allison (1996), maupun Clarke & Primo 

(2007)  senantiasa membangun argumentasi atas dasar sejumlah asumsi.  

Adapun asumsi utama yang mendasari modeling ini adalah sebagai berikut,  

Pertama, di Mentawai diasumsikan ada dan perlu ko-eksistensi antara birokrasi 

dan tatanan sosial masyarakat setempat. Sehubungan dengan hal itu, dari waktu 

ke waktu senantiasa ada proses negosiasi yang sifatnya adaptive- coexistencial. 

Artinya, kalaulah di Mentawai ada dua system yang bekerja dengan cara dan nalar 

yang berbeda-beda, keduanya tidak harus saling bertolak belakang atau 

memusuhi dalam pemahaman saling meniadakan. Kedua, sebagaimana tersirat 

dalam paparan di atas, sistem sosial yang beroperasi bekerja atas dasar konstruksi 

nilai-nilainya sendiri. Dalam system itu ada struktur kuasa yang bekerja dengan 

nalar tertentu, dan memberlakukan prosedur- prosedur tertentu agar bersifat 

fungsional. Masing-masing system bekerja dengan kecenderungan-

kecenderungannya sendiri, ketika merespon input-input (baik tuntutan-tuntutan 

maupun dukungan-dukungan) untuk menghasilkan respon tertentu. Berangkat 

dari asumsi-asumsi tersebut di atas, ko-eksistensi dari kedua system tersebut di 

atas bisa divisualisasikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Tatanan ko-eksistensi antara birokrasi dan masyarakat 

feedback dari waktu ke waktu. Ada feedback yang berasal dari sistem di domain 

birokrasi yang mengalir ke sistem sosial masyarakat Mentawai. Begitu juga 

sebaliknya, ada feedback dari sistem sosial masyarakat yang masuk ke domain 

birokrasi. Sehubungan dengan adanya silang-menyilang pengaruh (feedback) ini, 

perlu ditegaskan bahwa yang menjadi cakupan dalam makalah ini hanyalah 

adaptasi yang dilakukan oleh birokrasi. 

Birokrasi merupakan seperangkat sistem kerja pemerintahan Grigoriou  sehingga 

birokrasi memiliki alat kerja dan prosedur, nilai, nalar dan struktur, tentang 

kegiatan kepemerintahan. Dengan demikian, birokrasi merupakan organisasi 

kekuasaan yang sangat komplek. Kompleksitas birokrasi tersebut ternyata pada 

kenyataannya sangat terbuka dan mampu beradaptasi dengan berbagai 

komponen yang meliputinya, baik secara eksternal maupun internal. Oleh karena 

itulah, birokrasi sebagai complex adaptive systems karena birokrasi terdiri dari 

berbagai elemen yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling berkaitan 

secara internal maupun eksternal sistem dan lingkungannya (Gell-Mann, 1995). 

Sebagai sebuah sistem organisasi, birokrasi memiliki beberapa prinsip yakni: 

pertama nilai, kedua struktur kuasa, ketiga prosedur dan keempat nalar.  Prinsip 

tersebut juga dimiliki oleh birokrasi Weberian. 
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4. KESIMPULAN 

Setelah menemukan bentuk hybridasi atas hasil dialog self dan formal governing 

kebencanaan di Mentawai, selanjutnya mengurai tahap bagaimana kedua sistem 

tersebut bersinergi pada ruang dan waktu tertentu. Pada situasi tertentu 

kekuasaan formal harus dapat menentukan penegakan kedaulatan berupa 

pemberian perlindungan pada rakyatnya yang sedang menderita. Kekuasaan yang 

berdaulat secara otonom menunjukan kemampuan proteksinya meskipun dalam 

situasi terburuk dan atau emergency, seperti bencana, perang.  (Schmit, 2005), 

secara eksplisit disebutkan oleh Schmitt sebagai  protego ergo oblige, ketika ada  

perlindungan maka ada kepatuhan. Ini memberi arti penting  pada negara ketika 

negara berada dalam situasi genting, gawat darurat, atas nama etika, negara harus 

memberi perlindungan sebagai manifestasi kedaulatannya. Walaupun pada ruang 

dan waktu tanggap darurat, kuasa negara tidak mampu menjangkau luasnya 

wilayah dan jauhnya tempat dari pusat fasilitas negara. Sehingga pada situasi 

“ketidakterjangkauan”-nya, negara memiliki hak prerogatif untuk menentukan 

peran kepada sistem adat untuk mengelola kedaruratan situasi.  

Hak prerogative negara diwujudkan dalam bentuk deklarasi atas waktu genting, 

tanggap darurat, kapan dan hingga kapan dimulai. Hak prerogatif ini miliki 

otonomi penuh negara, sehingga semua proses dan prosedur patuh pada 

deklarasi tersebut. Meskipun tampaknya negara terlambat dan bahkan in-

absentia, namun hadirnya penentuan rentang waktu tanggap darurat yang 

ditentukan negara, menjadikan kesadaran hadirnya daulat negara secara utuh 

dalam kasus kebencanaan.  Inilah yang disebut oleh Schmitt sebagai inti dari 

kedaulatan, yakni The political, though, cannot be done away with or evaded — it is 

immune to depoliticizing procedure — it is the essence of sovereignty . Dengan 

demikian, birokrasi adaptif antara birokrasi Adat dan Birokrasi Weberian 

melahirkan pola hybrid dan ko-eksistensital merupakan fase persiapan untuk 

saling negosiasi peran sesuai dengan ruang deklarasi sebagai batas otoritas 

memerintah. Untuk selanjutnya seiring dengan normalitas keadaan dan tingkat 

kedaruratan, penerapan birokrasi Weberian pun ditegakkan. Kenyataan inilah 

yang memberi peluang bagi dual-track governing menjadi flexible governing. Atas 

nama nyawa, maka negara sebagai struktur kekuasan formal berkewajiban untuk 

memberi perlindungan dengan melakukan tindakan atas nama kedaulatannya 

menyatakan diri kesigapan melindungi dengan memberi peluang kepada rakyat 

untuk mengelola kegentingan dengan kesepakatan moral sebagai panglimanya, 

mengalahkan prosedur politik yang terkadang menikam jiwa. 

Belajar dari pengelolaan Tsunami Mentawai, ditemukan dua faktor melaksanakan 

flexible track governing, yakni komunikasi yang saling menghargai dan nilai 

tertinggi sebagai dasar tindakan flexible track tersebut yakni nyawa. Komunikasi 

saling menghormati atas kompetensi ko-eksistensial merupakan median politik 

yang utama untuk mengakomodir kompetensi dan kontrol atas kuasa masing-

masing dalam tanggap darurat. Sehingga akan mereduksi saling ketegangan atau 
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upaya politik untuk saling menelikung dari kedua belah pihak karena kedua belah 

pihak menganggap situasi bencana sebagai ruang kompetisi kuasa masing-masing. 

Komunikasi yang saling menghargai memberi dampak terhadap penegakan 

kedaulatan yang sebenarnya oleh negara. Negara tidak menjadi sosok yang serba 

tahu padahal tidak kompeten terhadap penanggulangan tanggap darurat seperti 

masyarakat Mentawai (birokrasi adat/lokal) yang memiliki kearifannya sejak dulu.  

Demikian juga masyarakat Mentawai (birokrasi adat/lokal) yang merasa serba tahu 

padahal pengetahuan mereka tidak memiliki dasar yang kuat dimata hukum. Maka 

pada kondisi saling menghormati, negara memberikan kedaulatannya kepada 

orang lokal untuk melakukan penyelamatan tanggap darurat setelah ada deklarasi 

waktu tanggap darurat. Kesigapan menentukan waktu tanggap darurat menjadi 

bukti kedaulatan negara ketika dalam kondisi genting, yang kemudian menjadi 

acuan moral dan birokrasi untuk menyusun prosedur, struktur dan sumber daya 

secara sekuensial kebencanaan. 
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IDENTIFIKASI TIPE PERAKARAN PADA LAHAN REHABILITASI 
BEKAS LONGSOR  

Pranatasari Dyah Susanti, Arina Miardini,  Alvian Febry Anggana, Beny 

Harjadi 

 

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Jl. A.Yani Pabelan Kartasura PO BOX 295 Surakarta 57102;  

Email: pranatasari_santi@yahoo.com  

ABSTRAK 

Pengelolaan lahan untuk menjaga kestabilan lereng pada wilayah yang rawan 

longsor, sangat memerlukan pemilihan vegetasi dengan perakaran yang kuat. 

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tipe perakaran vegetasi pada lahan 

bekas longsor. Lokasi penelitian berada di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu 

Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang 

digunakan adalah survey biofisik lahan dan identifikasi tipe perakaran. 

Berdasarkan hasil Indeks Nilai Penting (INP) pada demplot penelitian, dipilih 9 

jenis tanaman yaitu: jabon, cemara, suren, durian, mindi, picung, merbau, 

rasamala, dan pinus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tipe 

perakaran. Perakaran tipe H terdapat pada jenis araucaria, merbau, durian dan 

rasamala; perakaran tipe R terdapat pada jenis mindi dan jabon; sedangkan tipe 

VH terdapat pada jenis suren, picung dan pinus. Diharapkan dengan diketahuinya 

kondisi tipe perakaran maka dapat menjadi dasar dalam pemilihan komposisi 

vegetasi pada wilayah-wilayah yang rawan terhadap longsor. 

Katakunci: tipe akar, longsor, vegetasi  

ABSTRACT 

Land management to maintain slope stability in ex-landslide areas, are strongly 

requires the selection of vegetation with strong roots. The purpose of this research 

is to evaluate the condition of root vegetation on ex-landslide area. The research 

location in Sijeruk Village, Banjarmangu District, Banjarnegara Regency, Central 

Java Province. The method that used is land biophysical survey and identication of 

root type. Based on the results of the Importance Value Index (INP) on the 

research plot, selected 9 types of plants are: jabon, cypress, suren, durian, mindi, 

picung, merbau, rasamala, and pine. The results showed that there are three types 

of root. H Type present in araucaria, merbau, durian and rasamala; R type roots 

present in mindi and jabon; VH types found in suren, picung and pine. It is hoped 

that by knowing the condition of root type it can be the basis in selection of 

vegetation composition in vulnerability of landslide area. 

Keywords: root type, vegetation, landslide  
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1. PENDAHULUAN 

Bencana alam merupakan kejadian yang sering menimpa wilayah Indonesia. BNPB 

(2018) menyampaikan sepanjang tahun 2017, telah terjadi 2.372 bencana yang 

didominasi oleh banjir, tanah longsor dan puting beliung. Pada awal 2018 ini, 

bencana tersebut masih terjadi dengan frekuensi yang tinggi, terutama kejadian 

tanah longsor. Menurut BNBP (2018) sepanjang Bulan Januari 2018 saja telah 

terjadi 51 kejadian longsor dari 204 kejadian bencana. Akibat bencana-bencana 

tersebut, 19 orang meninggal dengan korban jiwa terbesar adalah bencana tanah 

longsor (47%). Tingginya presentase kejadian dan korban jiwa yang ditimbulkan 

oleh bencana tanah longsor ini memerlukan perhatian yang serius, mengingat di 

Indonesia terdapat 918 daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor  

(Anonimous, 2012).  

Pengelolaan lahan menjadi salah satu hal penting dalam upaya mitigasi bencana 

tanah longsor, termasuk di dalamnya pemilihan jenis tanaman serta komposisi 

tanaman. Menurut Hardiyatmo (2012) tanaman selain dapat memberikan 

kestabilan lereng juga dapat membahayakan lereng. Menurut Cappileri et al. 

(2016) tanaman dapat memberikan kestabilan lereng karena dapat memberikan 

perlindungan pada partikel tanah, mengurangi tekanan pori tanah serta 

meningkatkan kuat geser tanah. Dampak negatifnya, apabila tanaman telah 

tumbuh besar maka akan menjadi beban luar akibat tercabut atau adanya angin 

karena memberikan beban yang dinamis (Hardiyatmo, 2012)   

Agar vegetasi yang dipilih memberikan manfaat dalam stabilitas lereng, maka 

morfologi akar menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Akar akan mampu 

menyimpan air tanah dengan baik serta menjaga stabilitas lereng dari perubahan 

kadar air tanah baik pada proses kebasahan maupun pada proses pengeringan 

(Santiawan et al., 2007). 

Terdapat beberapa tipe akar berdasarkan pola pertumbuhannya. Yen (1987) 

dalam Hardiyatmo (2012) menyampaikan bahwa terdapat 5 pola pertumbuhan 

akar, yaitu: (1) Tipe R adalah akar yang berkembang dalam dan hanya 20% yang 

berkembang pada kedalaman kurang dari 60 cm; (2) Tipe H adalah tipe akar yang 

berada pada kedalaman sedang dan lebih dari 80% berada pada kedalaman 

kurang dari 60 cm; (3) Tipe V yaitu tipe akar yang berkembang pada kedalaman 

sedang-dalam, memiliki akar tunggang yang kuat tetapi akar lateral sempit; (4) Tipe 

M adalah akar utama yang berkembang pada kedalaman yang dalam dan tetapi 

80% akar terdapat pada kedalaman kurang dari 30 cm; (5) Tipe VH yaitu tipe akar 

dengan perkembangan sedang-dalam dan 80% matrik akar berada pada 

kedalaman kurang dari 60 cm, akar tunggang sangat kuat dan pertumbuhan akar 

lateral yang melebar. 

 Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai untuk daerah longsor adalah vegetasi dengan 

akar yang tumbuh kedalam dan mampu menahan serta mengikat partikel tanah 

dengan kuat. Kemampuan mengikat partikel tanah ini sangat berguna untuk 
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menahan dan menstabilkan lereng, selain fungsi hidrologi yaitu penyerapan air 

dan pelepasan ke atmosfer (Nugraha et al., 2016). Pemilihan jenis vegetasi yang 

sesuai untuk daerah longsor memerlukan penelitian dan pengamatan yang detail. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tipe perakaran pada lahan bekas longsor.   

2. METODOLOGI 

Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilakukan pada tahun 2017 pada demplot penelitian yang berada di 

Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa 

Tengah. Lokasi ini merupakan lokasi bekas longsor pada tahun 2006 yang telah 

direhabilitasi oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai bekerjasama dengan Perhutani pada tahun 2007. 

Demplot ini merupakan kawasan hutan Perhutani yang terletak pada petak 44C 

dan berada pada Resort Pemangku Hutan (RPH) Siweru, BKPH Karangkobar, KPH 

Banyumas Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 

 

Gambar  1. Lokasi Demplot Penelitian Longsor di Desa Sijeruk Banjarnegara 

Bahan dan Alat  

Bahan penelitian adalah  9 jenis tumbuhan pada tingkat tiang dan pohon yang 

diperoleh dari hasil analisis Indeks Nilai Penting (INP) vegetasi pada demplot 

penelitian, literatur berupa publikasi/ laporan penelitian dan buku identifikasi 

vegetasi. Alat-alat yang digunakan antara lain: tally sheet, alat tulis dan kamera.   
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Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode survey untuk mengetahui kondisi biofisik lahan 

dan pengamatan tipe perakaran. Hasil identifikasi morfologi akar dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Kondisi Biofisik Lahan  

Berdasarkan data dan informasi dari Stasiun BMKG Banjarnegara tahun 2017 pada 

bulan Januari sampai September dapat diketahui bahwa Desa Sijeruk memiliki 

suhu udara rata-rata bulanan minimum 20.84oC dan rata-rata maksimum 27,15oC, 

kelembaban udara maksimum 92,04% dan minimum 70,77% dengan curah hujan 

bulanan rata-rata 333,5 mm dan hari hujan bulanan rata-rata 17 hari.  

Kondisi biofisik lahan berdasarkan survei yang dilakukan pada lokasi penelitian 

memiliki bentuk lahan Mountain, relief pegunungan dengan batuan induk beku 

lunak yang telah mengalami pelapukan, batuan dipermukaan 20% dengan pH 5.4. 

Lokasi demplot memiliki kedalaman solum >90 cm dan regolit antara 100-200 cm. 

Jenis tanah termasuk Inceptisol dengan permeabilitas sedang dan tekstur tanah 

dominan sandy clay loam.  

Selain pengamatan kondisi fisik lahan, dilakukan pula pengambilan sampel tanah 

untuk mengetahui kandungan unsur hara tanah. Parameter unsur hara yang 

diamati dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel  1. Kandungan Unsur Hara Tanah 

No Unsur Hara Nilai Kelas 

1 C org (%) 1.78 Sedang 

2 BO (%) 3.08 Sedang 

3 N Total (%) 0.20 Rendah 

4 P Tersedia (ppm) 4.16 Rendah 

5 K tersedia (me/100 g) 0.47 Sedang 

 

Berdasarkan kandungan rata-rata unsur hara dari 9 sampel yang diambil dapat 

diketahui bahwa kandungan unsur hara cenderung sedang. Hal ini diduga karena 

tidak ada penambahan unsur hara tanah melalui pemupukan setelah penanaman 

dan hanya mengandalkan input dari serasah dan bahan organik tanaman yang 

terdekomposisi.  

3.2 Tipe Perakaran  

Kondisi distribusi perakaran yang diamati adalah tipe akar. Hasil identifikasi tipe 

perakaran  tersaji  pada Tabel 2. 
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Tipe perakaran penting untuk diketahui karena akar berperan penting dalam 

kestabilan lereng. Agar lereng tetap stabil, maka diperlukan bantuan vegetasi 

melalui perakaran tunggang, berakar dalam dan bercabang banyak agar akar-akar 

tersebut mampu menyebar ke dalam tanah dan mengikat partikel-partikel tanah 

sehingga gaya geser tanah tidak tereduksi.   

Berdasarkan hasil analisis tipe perakaran dapat diketahui bahwa terdapat tiga tipe 

akar yaitu R, H dan VH. Perakaran tipe H terdapat pada jenis araucaria, merbau, 

durian dan rasamala, perakaran tipe R terdapat pada jenis mindi dan jabon, 

sedangkan tipe VH terdapat pada jenis suren, picung dan pinus. Hardiyatmo (2012) 

menyatakan bahwa akar tanaman dengan tipe VH dan H akan bermanfaat untuk 

stabilitas lereng dan tahan terhadap hembusan angin, sedangkan tipe akar H dan 

M akan bermanfaat untuk penguatan tanah.  

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan vegetasi pada lokasi 

bekas longsor telah memenuhi kriteria untuk stabilisasi lereng.  Selain itu, 

berdasarkan survei lapangan dan pengamatan vegetasi kondisi tajuk tanaman 

telah berkembang dan menjadi multi strata. Hal ini  sesuai dengan arahan 

kegiatan rehabilitasi lahan menurut Paimin et  al. (2012), bahwa kondisi vegetasi 

dengan multi strata tajuk dapat mengurangi intersepsi air hujan yang jatuh secara 

langsung ke dalam tanah, karena adanya sistem tajuk yang bertingkat.  

3.2.1 Tipe R 

Menurut Setiawan dan Narendra (2012) perakaran tipe R merupakan tipe yang 

paling efektif dalam meningkatkan kekuatan geser tanah, dan efisiensi dalam 

meningkatkan kuat geser tersebut mencapai 56%. Perakaran tipe R memiliki 

perkembangan perakaran vertikal yang baik sehingga berperan dalam 

peningkatan cengkeraman partikel tanah.  

Pada penelitian identifikasi tipe perakaran ini terdapat dua jenis vegetasi yang 

memiliki tipe R yaitu mindi dan jabon. Tanaman mindi memiliki perakaran 

tunggang yang dalam dan bercabang banyak (Heyne, 1987), sedangkan jabon 

merupakan tanaman yang cepat tumbuh dengan perakaran tunggang yang dalam 

dan percabangan akar serta memiliki serabut yang banyak. Berdasarkan penelitian 

Wijayanto dan Rhahmi (2013) panjang akar tanaman Jabon pada plot campuran 

adalah 1.23 m dengan kedalaman 15.5 cm pada umur 10 bulan.   
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Tabel  2. Identifikasi Perakaran 

No Nama Tanaman/Tipe Akar Morfologi akar Gambar 

1

1 

 

Mindi (Melia azedarach)/ R 

 

Berakar tunggang dan memiliki 

perakaran yang dalam dengan 

cabang yang banyak.  

 
2

2 

 

Merbau (Intsia bijuga)/ H 

 

Memiliki perakaran tunggang 

sebagian besar perakarannya 

membentuk banir dan melebar 

kearah horizontal.  

 
3

3 

 

Durian (Durio zibethinus)/ H 

 

Memiliki perakaran tunggang, 

akarnya relatif tipis dan membentuk 

papan berbanir. Akar menyebar 

pada arah horizontal.  

 
4

4 

 

Rasamala (Altingia excelsa)/ H 

 

Memiliki perakaran tunggang, pola 

perakaran menyebar secara 

horizontal.  
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5

5 

 

Picung (Pangium edule)/ VH 

 

Memiliki perakaran tunggang yang 

berbentuk tunjang. Perakaran kuat 

dan dalam.  

 
 
 
 

6 

 
Suren (Toona sureni)/ VH 

 
Memiliki akar tunggang yang dalam 
dan memiliki percabangan akar yang 
banyak 

 

 
 

 
 
7 

 
 
Jabon (Anthocephalus cadamba)/ R 

Memiliki akar tunggang dan banyak 
serabut 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 
 

 
 
Pinus (Pinus merkusii)/ VH 

 
 
Memiliki akar tunggang yang dalam 
dan memiliki percabangan akar yang 
banyak. 
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3.2.2  Tipe H 

Perakaran tipe H akan lebih banyak memiliki orientasi akar horizontal. Akar 

horizontal merupakan akar yang memiliki sudut ≥ 45o dari bidang vertikal 

(Murniati, 2010). Menurut Abe dan Ziemer (1991) dalam Setiawan dan Narendra 

(2012) menyatakan bahwa akar tipe H mampu mencengkeram tanah karena 

sifatnya yang menyebar di lapisan permukaan tanah dan mampu menahan pohon 

agar tidak mudah tumbang.  

Merbau memiliki akar tunggang dalam dan membentuk papan serta banir 

(Soerianegara dan Lemmens, 2002), sedangkan durian dapat mencapai kedalam 

tanah sepanjang 3 meter dengan akar tunggang (Wibowo dan Fathul, 2017). 

Menurut Dany et al, (2016) rasamala memiliki bentuk akar menjari dan bercabang 

serta tidak teratur ke bawah dengan pola perakaran primer secara horizontal 

dengan warna coklat tua dan kulit yang licin. Araucaria memiliki jumlah akar 

horizontal yang lebih sedikit jika dibandingkan jenis tanaman yang lain. Hal ini 

akan menguntungkan karena apabila perakaran vertikal yang lebih banyak, maka 

akar tanaman diharapkan dapat masuk kedalam tanah dan mengikat tanah 

dengan lebih kuat (Chistesens dan Barford, 2003).  

3.2.3 Tipe VH 

Perakaran tipe VH menurut Hardiyatmo (2012) akan sangat berperan dalam 

stabilisasi lereng. Hal tersebut dikarenakan tipe perakaran ini akan tumbuh secara 

horizontal dalam dan menyebar ke arah lateral.  

Picung memiliki akar yang berbentuk tunjang kuat serta berbanir yang mampu 

menembus ke dalaman tanah dan cocok untuk daerah rawan longsor (Prabakti, 

2017). Suren berakaran tunggang dan memiliki percabangan perakaran yang 

banyak. Demikian juga dengan pinus yang memiliki perakaran tunggang dan 

dalam. Perakaran pinus mampu mengikat tanah lebih kuat (Indrajaya dan 

Handayani, 2008). Tanaman ini memiliki kedalaman perakaran efektif 100-150 cm 

(Sallata, 2013).  

4. KESIMPULAN  

Terdapat tiga tipe perakaran yang diidentifikasi pada demplot penelitian yaitu 

perakaran tipe H terdapat pada jenis araucaria, merbau, durian dan rasamala, 

perakaran tipe R terdapat pada jenis mindi, jabon dan tipe VH terdapat pada jenis 

9 Araucaria (Araucaria cuninghamii)/ H Perakaran tunggang dan banyak 
memiliki akar horizontal. 
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suren, picung dan pinus. Ketiga tipe tersebut masing masing memiliki fungsi 

terhadap kestabilan lereng dan penguatan tanah. Diharapkan dengan 

diketahuinya tipe perakaran dan fungsinya maka dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk pemilihan komposisi vegetasi pada wilayah-wilayah yang rawan terhadap 

longsor. Penambahan informasi terkait tipe perakaran tanaman pada berbagai 

kelas umur, jenis, serta lokasi yang berbeda, sangat disarankan untuk mendukung 

kelengkapan data dan informasi terkait pemilihan komposisi vegetasi yang dapat 

digunakan pada wilayah yang rawan terhadap longsor. 
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